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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Secara umum, pengelolaan limbah cair di suatu kota pesisir merupakan 

suatu hal yang penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 

pencemaran lingkungan di daerah pesisir, yang dapat memberikan 

dampak negatif terhadap kualitas sumber daya pesisir. Dalam upaya 

merumuskan suatu rencana pengelolaan limbah cair terpadu, perlu 

dilakukan suatu penelitian akademis terlebih dahulu. Hal inilah yang 

ditunjukkan dalam buku ini di mana difokuskan pada bagaimana suatu 

penelitian ilmiah dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan 

suatu kajian akademis yang berisi tentang tindakan strategis untuk 

menyusun suatu rencana pengelolaan limbah cair terpadu, khususnya 

di suatu kota pesisir. 

Penelitian ilmiah telah dilakukan di Kota Pesisir Manado pada 

tahun 2003-2004 di mana merupakan kegiatan penelitian pada tingkat 

doktoral, yang dilakukan penulis sewaktu bersekolah di program 

Integrated Tropical Coastal Zone Management (ITCZM), School of 

Environment, Resources, and Development (SERD), Asian Institute of 

Technology (AIT), Thailand, tahun 2001-2007. Data dan informasi dari 

penelitian tersebut, yang kemudian ditulis dalam bentuk draf disertasi 

(2006), merupakan dasar penyusunan disertasi (2007) penulis, yang 

berjudul “Wastewater Management in the City of Manado, North 

Sulawesi, Indonesia”. Data, informasi, dan narasi draf disertasi tersebut 

diterjemahkan (dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia) dan ditulis 

dalam buku ini; modifikasi dilakukan pada beberapa bagian kalimat 

untuk menambah arti supaya mudah dipahami. Dengan demikian, draf 

disertasi (2006), disertasi (2007), dan buku ini memiliki sumber data 

yang sama, yaitu hasil penelitian ilmiah penulis yang disebutkan di atas.  

 Tujuan dari penulisan buku ini ialah untuk memberikan 

gambaran bagaimana suatu penelitian ilmiah dilakukan untuk 

menghasilkan suatu kajian akademis yang berisi tentang tindakan-

tindakan strategis untuk pengelolaan limbah cair di Kota Pesisir 

Manado. Penelitian ilmiah tersebut dilakukan secara komprehensif, 

yang mengkaji, antara lain, aspek kesadaran masyarakat terhadap 

lingkungan, khususnya masalah limbah cair, aspek kondisi dan 

kapasitas sistem pengolahan limbah cair, dan aspek infrastruktur dan 

fasilitas limbah cair. Aspek karakteristik alam, sosio-ekonomi, dan 

penataan kelembagaan pemerintah kota juga dikaji. Selain itu, tinjauan 

literatur tentang dampak kegiatan manusia di daerah pesisir dengan 
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penekanan pada pembuangan dan sistem pengelolaan limbah cair 

perkotaan juga dilakukan. Di samping itu, analisis mengenai 

hambatan/kendala dan potensi aspek-aspek tersebut di atas juga 

dilakukan dan ditunjukkan dalam buku ini.  

 Disadari, penulisan buku ini tidak mutakhir dan jauh dari 

sempurna. Dikatakan tidak mutakhir, karena menggunakan data dan 

informasi dari tahun 2003-2004. Namun demikian, gambaran tentang 

bagaimana suatu penelitian ilmiah dilakukan secara komprehensif dan 

tinjauan literatur tentang pengelolaan limbah cair di suatu kota pesisir 

bisa menjadi informasi tambahan bagi para pembaca, baik untuk 

merancang suatu penelitian ilmiah, memahami tentang limbah cair 

(dampak dan pengelolaannya), maupun bagaimana merencanakan 

suatu upaya pengelolaan limbah cair di suatu kota pesisir. Dikatakan 

tidak sempurna, karena teknik penulisan (penyitiran, penulisan sumber 

pustaka, dll.) tidak lengkap di mana dapat saja ditemukan adanya 

pernyataan yang tidak dilengkapi dengan sumbernya, walaupun buku 

ini telah melalui proses editing secara seksama. Oleh karena itu, apabila 

hal tersebut masih terjadi, maka akan diperbaiki sebagaimana 

seharusnya. 

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah 

informasi, pengetahuan, dan referensi bagi para pembacanya. Terima 

kasih. 

 

 

Manado, Juli 2020 

Penulis/Penerjemah 

 

Markus T. Lasut 
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1.    PENDAHULUAN 
 

 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang secara umum tentang 

penelitian ilmiah yang telah dilakukan dan membahas tentang 

permasalahan limbah cair di Kota Manado serta pendekatan dalam 

penyelesaian masalahnya. Dasar pemikiran, pertanyaan penelitian, dan 

tujuan dari penelitian ditampilkan serta hasil dan kontribusi yang 

diharapkan juga disajikan. 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Buangan limbah cair, terutama limbah cair yang mengandung 

bahan/zat pencemar berbahaya, telah menjadi perhatian serius dalam 

kaitan dengan dampaknya ke lingkungan di daratan dan di perairan 

daerah pesisir. Di perairan daerah pesisir, dampaknya dapat meng-

akibatkan kerusakan dan penurunan sumber daya dan lingkungan 

daerah pesisir. Berbagai upaya telah dilakukan dalam 

menanggulanginya; namun upaya tersebut hanya dilakukan secara 

sporadis dan bersifat sementara (ad hoc) manakala dampak tersebut 

muncul. Dalam tahun belakangan ini, buangan limbah cair semakin 

meningkat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan untuk jangka 

panjang perlu didusun dengan baik di mana memerlukan pendekatan 

yang bersifat komprehensif untuk memecahkan masalah lingkungan di 

daerah pesisir. 

Mengenai pengelolaan pesisir terpadu, model pengelolaan ini 

telah digunakan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah 

lingkungan di daerah pesisir di beberapa negara. Karena buangan 

limbah cair di pesisir diperkirakan akan menjadi masalah serius di 

kemudian hari, maka masalah tersebut dipertimbangkan akan menjadi 

suatu tantangan di masa depan bagi pengelolaan wilayah pesisir. Dan, 

untuk mengintegrasikan hal tersebut dengan aspek-aspek yang lain, 

maka pengelolaan sumber daya perairan terpadu perlu dielaborasi ke 

dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dasar pemikiran di balik hal ini ialah 

bahwa kuantitas dan kualitas aliran air tawar menuju ekosistem daerah 

pesisir dapat memengaruhi ekosistem pesisir; demikian juga kegiatan-

kegiatan manusia yang ada di dalamnya. 

Dalam memformulasi dan merancang suatu pengelolaan limbah 

cair secara konseptual dan praktis, satu tahapan penting untuk 

membuatnya cocok dan menjadi opsi terbaik bagi suatu daerah ialah 

memastikan bahwa status dari berbagai aspek yang berhubungan 
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dengan buangan limbah cair telah dianalisis dan dimengerti secara 

komprehensif. Dalam hal ini, penelitian yang terdiri dari identifikasi 

masalah, analisis, dan evaluasi hendaknya dilakukan sebelum dilaku-

kan formulasi. Penelitian ini mencoba untuk melakukan hal tersebut 

dengan cara menganalisis hambatan/kendala dan potensi dari aspek 

yang disebutkan di atas dan memformulasi aksi strategis untuk 

meningkatkan pengelolaan limbah cair yang ada di Kota Manado. 

 

1.2.  Masalah Limbah Cair di Kota Manado  

Berbagai kebijakan, strategi, dan aksi mengenai pengelolaan 

lingkungan yang berhubungan dengan sampah dan limbah cair telah 

dibuat pada tingkat regional (provinsi) atau tingkat nasional dalam 

Agenda 21 Provinsi Sulawesi Utara dan Agenda 21 Indonesia. Namun, 

pada tingkat kota (misalnya Kota Manado), hal tersebut nampaknya 

belum dilakukan di mana faktanya buangan limbah cair diprediksi 

semakin meningkat sejalan dengan pengembangan daerah pesisir kota 

untuk aktivitas ekonomi. Pada saat ini, kesempatan untuk menyusun 

pengelolaan tersebut lebih realistik sejak Undang-Undang, Nomor 22, 

tahun 1999, mengenai otonomi dan desentralisasi telah dilaksanakan di 

awal tahun 2000. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan, bahwa 

pemerintah kota/kabupaten dan provinsi memiliki kewenangan yang 

ada di daerahnya termasuk melakukan kegiatan perlindungan dan 

konservasi. 

Sehubungan dengan masalah limbah cair di Kota Manado, 

terdapat 2 faktor utama yang berperan sebagai penggerak, yaitu 

aktivitas pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk (Gambar 

1.1). Pengembangan aktivitas ekonomi meliputi sektor pariwisata dan 

sektor perdagangan di kota ini. Kedua sektor tersebut, bersama-sama 

dengan sektor pendidikan, telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sebagai sektor prioritas dalam pembangunan. Berbagai 

kebijakan telah disusun, disediakan, dan dibuat untuk mengakomodir 

prioritas tersebut, khsusnya untuk aktivitas ekonomi skala kecil dan 

besar. Sebagai contoh, adanya perencanaan bagi daerah pesisir kota 

untuk dibangun menjadi pusat bisnis. Sehubungan dengan hal ini, 

berbagai bangunan komersil, baik untuk kegiatan pariwisata, toko, 

pusat pertokoan, cottage, hotel, transportasi pelabuhan, dan marina, 

serta infrastruktur lainnya sedang dibangun untuk menunjang 

pembangunan. Pembangunan tersebut juga untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota manado. 

Dalam memecahkan masalah lingkungan yang dihubungkan 

dengan masalah buangan limbah cair di daerah pesisir dan laut Kota 
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Manado, di mana Teluk Manado berada, agak rumit, karena teluk 

tersebut berada dalam kewenangan dua pemerintahan yang berbeda, 

yaitu pemerintah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Konflik 

kepentingan bisa muncul, oleh karena masing-masing pemerintahan 

memiliki rencana dan kebijakannya sendiri untuk mengembangkan 

daerah pesisir yang berada di bawah kewenangannya. Hal ini secara 

hukum dapat diterima menurut Undang-Undang Otonomi Daerah. 

Sebagai contoh, Pemerintah Kab. Minahasa cenderung lebih memilih 

untuk membangun daerah pesisir Teluk Manado yang ada di bawah 

kewenangannya untuk menjadi daerah industri dengan mengizinkan 

pembangunan pelabuhan peti kemas; walaupun, rencana tersebut 

ditentang oleh berbagai stakeholder. Sementara itu, pemerintah Kota 

 
 

Gambar 1.1. Diagram situasi yang dihubungkan dengan masalah, 

tekanan, dan dampak buangan limbah cair di daerah pesisir Kota Manado 
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Manado berencana untuk mengembangkan daerah pesisir Teluk 

Manado yang ada di bawah kewenangannya ke arah wisata bahari. 

Memfokuskan penelitian ini pada tingkat kota, kebutuhan untuk 

mengelola daerah pesisir Kota Manado yang dihubungkan dengan 

buangan limbah cair merupakan suatu hal yg penting. Untuk itu, 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) sebagai suatu pendekatan 

yang potensial mungkin dapat digunakan dalam memformulasi berbagai 

tindakan, misalnya kebijakan, strategi, dan aksi, untuk memecahkan 

masalah yang terjadi di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian saat ini 

akan difokuskan pada mengidentifikasi dan menganalisis 

hambatan/kendala dan potensi yang berhubungan dengan limbah cair 

untuk meningkatkan pengelolaan limbah cair yang didasarkan pada 

pendekatan PWPT di Kota Manado. 

Sehubungan dengan pengelolaan limbah cair di Kota Manado, 

beberapa masalah telah diidentifikasi, yang menjadi fokus dari 

penelitian ini, yaitu: berhubungan dengan aspek fisik/teknis, penataan 

institusi pemerintah, peraturan, kebijakan, dan program, partisipasi 

masyarakat, dan dana. Berikut ini gambaran tentang masalah-masalah 

tersebut: 

1. Aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah cair dan sampah 

meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini 

diprediksi akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan pesisir 

dan laut. Dampak utama yg diprediksi adalah buangan limbah cair, 

yang bukan hanya berasal dari sumber-sumber tertentu (point 

sources) tetapi juga dari sumber-sumber lainnya yang tidak tentu 

(non-point sources). Untuk mencegah dan memitigasi dampak 

tersebut, tindakan fisik yang memadai, misalkan sistem pengolahan 

limbah cair, fasilitas, dan infratruktur, harus dibangun. 

2. Penelitian ini menganalisis tentang penanganan secara fisik, apa saja 

yang sedang dilakukan dan apa saja yang cocok bagi Kota Manado 

untuk meningkatkan pengelolaan limbah cair saat ini, dan juga 

bagaimana penanganan tersebut dapat menyelesaikan masalah 

limbah cair. 

3. Pemerintah sebagai institusi memiliki peranan penting dan tang-

gung jawab dalam memecahkan masalah limbah cair. Demikian pula 

halnya institusi di masyarakat. Struktur organisasi pemerintah yg 

ada saat ini nampaknya belum memadai dalam mengatasi masalah 

limbah cair. Sebagai tambahan, informasi mengenai institusi di 

masyarakat yang menangani masalah ini tidak ada. 

4. Tindakan dalam perencanaan dan pengelolaan, misalnya peraturan, 

kebijakan, program dan lain-lain, yang dihubungkan dengan 
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masalah limbah cair belum disusun pada tingkat Kota Manado. 

Akibatnya, pada umumnya industri secara bebas membuang limbah 

cairnya, termasuk limbah cair yang mengandung bahan pencemar, 

ke lingkungan pesisir melalui selokan dan sistem drainase. Terlebih 

lagi, belum diketahui dengan jelas mengenai aspek yang mana dari 

limbah cair yang harus diatasi. 

5. Di tingkat Kota Manado, tidak ada kasus di mana masyarakat telah 

melakukan inisiatif untuk mencegah dan memitigasi masalah limbah 

cair. Sebaliknya, mereka merupakan subjek atau pelaku dalam 

membuang limbah cair. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena 

kurangnya keprihatinan terhadap lingkungan dari masyara-kat. 

Keprihatinan lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan 

masalah limbah cair masih menjadi pertanyaan. 

6. Untuk memelihara semua fasilitas dan infrastruktur limbah cair, 

demikian pula halnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

program pengelolaan limbah cair dan semua tindakan pencegahan 

dan mitigasi lainnya dari masalah limbah cair, sumber daya 

pendanaan dianggap terbatas. Dalam kajian ini, beberapa sumber 

pendanaan, misalnya pajak, retribusi, dan subsidi, akan diidentifi-

kasi. 

 

1.3.  Pendekatan Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah limbah cair yang telah diidentifikasi 

di atas, dua aspek utama dipertimbangkan, yaitu pertama, karakteristik 

daerah Kota Manado di mana umumnya sebagian besar dari daerah kota 

ini terletak di pinggir laut dan membentuk water-front; kedua, dinamika 

dari kota ini sebagai daerah perkotaan. Oleh karena itu, kota ini dapat 

diidentifikasi sebagai daerah ‘kota pesisir’ di mana kombinasi antara 

kedua karakter di atas terbentuk. Sebagai tambahan, manakala 

membahas tentang pemecah-an masalah limbah cair di daerah kota 

pesisir, berbagai tindakan dapat dilaksanakan dan tindakan dalam 

konteks pengelolaan yang cocok dapat dipilih. 

Berdasarkan pendekatan di atas, dalam penelitian ini, konsep 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) digunakan. Konsep PWPT, 

yang diadopsi dari NOAA, adalah proses yang berkelanjutan, berulang, 

adaptif, dan partisipatif, yang terdiri dari beberapa proses yang saling 

terkait (Gambar 1.2). Proses dari pengelolaan tersebut dapat dikelom-

pokkan ke dalam 2 kategori, yaitu proses perencanaan dan pelaksana-

an. Konsep ini akan diadopsi dalam penelitian ini, khususnya untuk 

proses perencanaan dengan melakukan serangkaian identifikasi, 

menganalisis hasil, dan mendesain tindakan perencanaan. 
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1.4.  Dasar Pemikiran 

Di negara-negara berkembang, daerah pesisir terancam oleh 

berbagai tekanan manusia, yaitu aktivitas yang berasal dari daratan, 

misalnya pertambahan penduduk, urbanisasi, dan berbagai aktivitas 

pembangunan, dan menghasilkan dampak negatif terhadap daerah 

tersebut dan sumber dayanya. Oleh karena itu, tindakan yang teren-

cana harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. 

Di Indonesia, pada tingkat nasional, masalah dan dampak limbah 

cair sementara ditangani. Sebagai contoh, Indonesia serius fokus pada 

kebijakan nasional, strategi, dan aksi untuk pengelolaan lingkungan 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kerusakan sumber 

daya pesisir dan laut di mana tindakan tersebut termuat di dalam 

Agenda 21 Indonesia. Dalam Agenda 21 Indonesia tersebut, beberapa 

rekomendasi diberikan untuk pembangunan berkelanjutan bagi daerah 

pesisir dan laut, termasuk pengelolaan dan perencanaan terpadu, 

khususnya pada perencanaan dan pengelolaan, monitoring dan proteksi 

yang lebih baik, perlu dilakukannya penelitian yang lebih intensif 

terhadap sumber daya laut dan inisiatif pengembangan masyarakat 

 
 

Gambar 1.2. Skema proses perencanaan dan implementasi dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) (NOAA, 1995) 
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untuk pemberdayaan dan peningkatan masyarakat pesisir. Secara 

umum, masalah pengelolaan pesisir termasuk limbah cair, yang 

menyebabkan pencemaran, telah ditangani dalam berbagai cara dengan 

mengadopsi suatu tindakan pencegahan dan tindakan mitigasi melalui 

PWPT. 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) merupakan suatu 

pendekatan pemecahan masalah di mana semua masalah ditangani 

secara komprehensif. Secara empiris, beberapa tindakan telah 

dilakukan melalui pendekatan PWPT dalam mengatasi beberapa 

masalah lingkungan di daerah pesisir, termasuk masalah limbah cair 

yang menyebabkan pencemaran. Beberapa contoh, sebagai berikut: 

- di Singapura, masalah kota pesisir telah diatasi melalui pendekatan 

pengelolaan wilayah pesisir di mana implementasinya didasarkan 

pada keberadaan sumber daya pesisir dan penggunaannya (Chia, 

1992). 

- di Hong Kong, beneficial use digunakan sebagai suatu pendekatan 

dalam pengelolaan pesisir untuk memecahkan masalah lingkungan 

pesisir (Wu et al., 1998) 

- di Jepang pada tahun 1979, penurunan kualitas lingkungan Teluk 

Tokyo, oleh karena pencemaran bahan organik, telah diatasi oleh 

suatu kebijakan untuk mengatur buangan COD dari limbah industri 

dan tingkat nitrogen dan fosfor yang ditambahkan dalam daftar 

bahan buangan di bawah regulasi pada bulan Oktober 1993 (Kawabe, 

1998) 

- di Indonesia, di dalam kegiatan pengelolaan pesisir, pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat dan pengelolaan kualitas lingkungan 

telah digunakan di daerah kota besar Jakarta (Nur et al., 2001). 

- di India, PWPT telah digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di 

wilayah metropolitan Mumbai, oleh karena urbanisasi dan 

industrialisasi yang bertumbuh cepat (Murthy et al., 2001). 

 

1.5.  Pertanyaan Penelitian dan Tujuan 

Secara umum, tujuan utama (overall goal) penelitian ini ialah 

untuk mengkaji sistem pengelolaan limbah cair yang ada, untuk 

mengidentifikasi hambatan/kendala dan potensi, dan untuk memfor-

mulasi tindakan strategis dalam meningkatkan pengelolaan dalam 

mengatasi masalah buangan limbah cair di Kota Manado. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, 5 pertanyaan disusun 

untuk dijawab dalam upaya memenuhi tujuan utama di atas, yaitu: 
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1. Apa tindakan secara fisik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 

memitigasi dampak limbah cair dan bagaimana mengopera-

sikannya? 

2. Apa penataan institusi/kelembagaan yang harus dilakukan dalam 

mengatasi masalah limbah cair dan bagaimana kerjanya? 

3. Peraturan, kebijakan, dan program apa yang telah disusun untuk 

mengatasi masalah limbah cair dan bagaimana hal tersebut disam-

paikan ke stakeholder? 

4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah 

limbah cair? 

5. Apa sumber dana yang ada saat ini dan potensinya untuk digunakan 

dalam memecahkan masalah limbah cair? 

Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut di atas diuraikan lagi 

menjadi 9 tujuan penelitian, yang merupakan tujuan khusus penelitian 

ini, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis karakteristik alam daerah 

Kota Manado, yang dihubungkan dengan limbah cair; 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber buangan limbah 

cair; 

3. Untuk mengukur dan menganalisis kualitas limbah cair; 

4. Untuk mengevaluasi sistem buangan dan pengolahan limbah cair 

setempat; 

5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keprihatinan lingkungan 

masyarakat yang dihubungkan dengan masalah limbah cair; 

6. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penataan institusi yang 

dihubungkan dengan masalah limbah cair; 

7. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan perencanaan dan 

pengelolaan, yang dihubungkan dengan buangan limbah cair, serta 

untuk mengevaluasi tindakan yang ada saat ini; 

8. Untuk menganalisis aspek hambatan dan potensi dalam pengelola-

an limbah cair; dan 

9. Untuk memformulasi aksi strategis dalam meningkatkan pengelola-

an limbah cair saat ini di Kota Manado. 

 

1.6.  Hasil yang Diharapkan 

Kajian ini diharapkan untuk menghasilkan tindakan strategis 

sebagai rekomendasi dalam meningkatkan pengelolaan limbah cair di 
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Kota Manado dengan menggunakan pendekatan konsep PWPT. Aksi 

strategis tersebut terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 

1. Aspek tindakan fisik dan teknis; 

2. Aspek penataan institusi/kelembagaan pemerintah; 

3. Aspek program kebijakan dan peraturan; 

4. Aspek partisipasi masyarakat; dan 

5. Aspek pendanaan. 

 

1.7.  Manfaat yang Diharapkan 

Berikut ini beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, 

baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk 

pengambilan keputusan dan kebijakan pada tingkat provinsi Sulawesi 

Utara dan tingkat nasional: 

• Kajian tentang pengelolaan limbah cair pesisir terpadu dapat 

diaplikasikan di wilayah pesisir sebagai bagian dari program 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) yang komprehensif. 

• Hasil kajian dapat dijadikan sebagai solusi terhadap bagaimana 

konsep hubungan “pemerintah-dengan-masyarakat” (government-

cum-community) dapat diaplikasi di dalam pembangunan berkelan-

jutan di daerah pesisir Sulawesi Utara, khususnya dalam pengelola-

an limbah cair pesisir terpadu. 

• Hasil kajian dapat menjadi jawaban dan aksi strategis tentang 

bagaimana mengelola masalah limbah cair di Kota Manado, Sulawesi 

Utara, Indonesia. 

• Hasil kajian dapat diaplikasikan di daerah pesisir perkotaan lainnya 

di Indonesia dan daerah lainnya di wilayah tropis. 
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2.    TINJAUAN LITERATUR 
 

 

 

Bab ini menyajikan tinjauan literatur dampak kegiatan manusia 

terhadap daerah pesisir dengan penekanan pada pembuangan limbah 

cair. Bab ini juga membahas tentang definisi dasar tentang daerah 

pesisir dan limbah cair, termasuk karakteristiknya, dampak limbah cair 

di daerah pesisir, dan beberapa langkah perencanaan dan pengelolaan 

pesisir terkait dengan limbah cair. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, bahkan yang tinggal 

jauh di daerah pedalaman, menghasilkan sejumlah besar limbah cair 

dan zat pencemar lainnya yang masuk ke laut melalui daerah pesisir 

dan akhirnya dapat mencemari daerah tersebut. Aktivitas manusia 

berdampak pada daerah pesisir; tekanan semacam itu dianggap sebagai 

penyebab utama degradasi sumber daya pesisir dan merupakan 

masalah ekologis. Untuk melindungi lingkungan pesisir dan laut, sistem 

pengelolaan limbah cair terpadu harus ditetapkan sebagai bagian dari 

perencanaan dan pengelolaan pesisir terpadu. Langkah ini mungkin 

akan memenuhi pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber 

daya pesisir. 

 

2.1.  Definisi dan Karakteristik 

2.1.1.  Daerah pesisir 

'Wilayah pesisir' atau 'daerah pesisir'? Beberapa penulis meng-

gunakan salah satu dari istilah-istilah ini untuk membahas dinamika 

sistem pesisir. Clark (1992), Hoozemans et al. (1995), dan Cicin-Sain & 

Knecht (1998), menggunakan 'wilayah pesisir'; sementara Chia (1992), 

Scialabba (1998), dan Kay & Alder (1999) menggunakan 'daerah pesisir'; 

tetapi Brown (1997) tidak menyebutkan ketentuan sama sekali ketika 

dia membahas pengelolaan pesisir terpadu. Tak satu pun dari mereka 

membahas penggunaan istilah yang tidak stabil ini, kecuali Kay & Alder 

(1999) secara singkat menyatakan, bahwa 'wilayah' dan 'daerah' 

memiliki sedikit perbedaan dalam bahasa Inggris yang umum. Namun, 

mereka menyarankan, bahwa 'wilayah' dapat diartikan sebagai ‘wilayah 

perencanaan’, dan mereka menggunakan 'daerah' atau hanya 'di pesisir', 

kecuali ketika mereka mengutip dari sumber asli yang meng-gunakan 

istilah 'wilayah pesisir'. Dalam buku ini, istilah-istilah tersebut 

digunakan dengan cara yang digunakan Kay & Alder (1999), tanpa 

mempertimbangkan kutipan, yaitu 'daerah pesisir', kecuali ketika 

merujuk pada ‘wilayah perencanaan’. 



12 

Daerah pesisir didefinisikan dalam banyak cara oleh berbagai 

penulis, tergantung pada tujuan deskripsi dan latar belakang profesio-

nal mereka; sementara tidak ada definisi yang diterima secara interna-

sional (ADB, 1991b; Hoozemans et al., 1995). Tujuannya dapat ber-

orientasi pada kepentingan akademis untuk perencanaan dan penge-

lolaan, oleh pemerintah untuk administrasi, dll. Beberapa contoh 

definisi tentang daerah pesisir, yaitu interaksi antara komponen darat 

dan laut (ADB, 1991b); wilayah transisi bertahap yang membentuk batas 

antara daratan dan lautan (Kay & Alder, 1999). Ketchum (1972 dalam 

Kay & Alder, 1999), mendefinisikan daerah ini sebagai daerah lahan 

kering dan ruang lautan di mana proses daratan dan pengguna-an lahan 

secara langsung memengaruhi proses dan penggunaannya, dan 

sebaliknya. Namun, batas 200 mil laut dari daratan di mana negara-

negara pesisir menerapkan kedaulatannya (Economic Exclusive 

Zone/EEZ) adalah definisi hukum internasional untuk zona pesisir 

(Brown, 1997; Cicin-Sain & Knecht, 1998; Kullenberg, 1999). 

Daerah pesisir dicirikan oleh tiga elemen, yaitu, 1) mengandung 

komponen daratan dan lautan; 2) memiliki batas daratan dan lautan, 

yang ditentukan oleh tingkat pengaruh daratan terhadap lautan dan 

lautan terhadap daratan; 3) dan tidak memiliki lebar, kedalaman, atau 

tinggi yang seragam. Setelah batas geografis digunakan untuk menen-

tukan daerah pesisir, semua komponen yang ditemukan di dalam 

daerah tersebut dapat dikarakterisasi. Karakteristik spesifik tersebut 

telah dibahas secara rinci oleh ADB (1991b), Chia (1992), Hoozemans et 

al. (1995), Brown (1997), dan Scialabba (1998). 

 

2.1.2.  Limbah cair 

Limbah cair adalah limbah berbentuk cair, air limpasan, dan air 

yang telah digunakan untuk berbagai keperluan. Limbah cair dapat 

bersumber dari berbagai tempat, baik dari daerah permukiman maupun 

bukan dari daerah tersebut (Anonim, 2001a). Limbah cair berisi 

campuran limbah yang berbentuk cair, yang terdiri dari limbah cair 

domestik, limpasan perkotaan, dan limbah dari kegiatan komersial dan 

industri (Gambar 2.1). Komponen limbah cair yang berasal dari bukan 

permukiman dihasilkan dari berbagai sumber, seperti kantor, bisnis, 

pertokoan, restoran, sekolah, rumah sakit, peternakan, kegiatan 

komersial, industri, dan lainnya (Anonim, 2001a & b). Air limpasan 

bersumber dari bukan perumahan; air tersebut membawa sampah dan 

polutan lainnya dari jalanan, serta pestisida dan pupuk dari pekarangan 

dan ladang (Anonim 2001b & c). 
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Ada dua jenis limbah cair domestik, yaitu, (1) black-water atau 

limbah cair dari toilet/kakus; dan (2) grey water, yang merupakan 

limbah cair dari semua sumber kecuali toilet/kakus. Keduanya 

mengandung polutan dan agen penyebab penyakit (Anonim, 2001a). 

Proporsi bagian cair dan padat masing-masing berkisar 99,9% dan 0,1%; 

bagian padat terdiri dari 70% organik (terutama protein, karbohidrat, 

dan lemak) dan 30% bahan organik (partikel pasir, garam, dan logam) 

(Kusnoputranto, 1997). Komposisi bahan (TDS, TSS, N, P), BOD, COD, 

dan bakteri coliform dalam limbah cair domestik ditunjuk-kan pada 

Tabel 2.1. Nilai BOD yang umum untuk limbah cair domestik berkisar 

antara 100 dan 500 mg/l (Ortiz-Hernandez & Saenz-Morales, 1999). 

Jumlah coliform dalam limbah cair domestik sekitar 1,9 x 107 per 100ml. 

Faecal coliform (FC) bersama dengan coliform total (TC) digunakan 

sebagai indikator untuk pencemaran mikroba yang dihasilkan oleh 

manusia (Ortiz-Hernandez & Saenz-Morales, 1999; Dionisio et al., 2000). 

Menurut Vandermeulen (1998), kontaminasi FC dapat digunakan untuk 

menilai patogen manusia, biotoksin, dan penyakit di lingkungan laut. 

Parameter FC telah digunakan sebagai indikator tingkat pengolahan 

limbah cair di pesisir, jumlah bakteri di daerah pertumbuhan kerang, 

dan tempat permandian di pantai, dan untuk pengambilan keputusan 

tentang penutupan suatu daerah pertumbuhan kerang. 

 
 

Gambar 2.1. Komponen limbah cair kota (Anonimus, 2001b) 
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Mengenai black-water, limbah cair jenis ini memiliki karakteristik 

khusus, dihasilkan dari aktivitas sehari-hari manusia dan dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. Mikroorganisme patogen, 

terutama bakteri, dapat ditemukan dalam limbah cair ini (Reed et al., 

1995; Kusnoputranto, 1997). Feachem et al. dalam Kusnoputranto 

(1997) melaporkan, bahwa Klebsiella pneumonia dan K. rhinoscleromatis 

ditemukan di dalam limbah cair ini. Sebelumnya, Bacillus coli (nama 

lama dari Escherichia coli) telah diisolasi oleh Escherich (1885) dari 

kotoran kolera (Kusnoputranto, 1997). 

 

2.2.  Limbah Cair di Daerah Pesisir dan Laut 

2.2.1.  Status limbah cair 

Limbah cair yang memasuki lingkungan pesisir dan laut 

membawa semua komponen, mulai dari bahan organik sampai bahan 

anorganik, dari yang dapat terdegradasi hingga yang tidak dapat 

terdegradasi, dan dari yang kurang beracun hingga yang sangat 

beracun, dll. Komponen-komponen itu mungkin berasal dari daerah 

kota dan desa, dan dari semua lokasi di daerah pedalaman (dataran 

tinggi dan rendah). Oleh karena itu, limbah cair dianggap sebagai 

sumber penting kontaminasi di daerah pesisir (Ortiz-Hernandez & 

Saenz-Morales, 1999). 

Pada hakekatnya (per se) limbah cair bukanlah polutan (NOAA, 

1995). Limbah cair yang dibuang ke lingkungan dapat dikategorikan 

sebagai polutan (bahan pencemar), jika merusak konstituen yang hidup 

dan tidak hidup di lingkungan, atau mengurangi produktivitas 

Tabel 2.1. 

Variasi komposisi limbah cair domestik (Veenstra et al., 1997) 
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lingkungan, atau menghilangkan penggunaan normal lingkungan. 

Polutan dapat didefinisikan sebagai pelepasan materi dan energi ke 

dalam lingkungan, yang menghancurkan konstituen yang hidup dan 

tidak hidup di lingkungan dan menyebabkan kerusakan pada manusia 

(Ouano, 1988; Miller, 1996). Tebbutt (1992) mempertimbangkan dua 

jenis polutan, yaitu (1) bahan konservatif, yaitu yang tidak terpengaruh 

oleh proses alamiah; dan (2) bahan bukan konservatif, yaitu yang dapat 

terdegradasi oleh proses alamiah, termasuk sebagian besar bahan 

organik. 

 

2.2.2.  Dampak limbah cair dari aspek ekologis 

Sebagian besar dari limbah cair terdiri dari air. Bahan-bahan lain 

hanya sebagian kecil, tetapi dapat hadir dalam jumlah yang cukup 

banyak untuk membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan 

(Anonim 2001a, b & c). Dan, karena apa pun dapat dibuang ke toilet, 

tirisan, atau selokan, berpotensi banyak polutan dapat ditemukan 

dalam limbah cair yang dapat menyebabkan penyakit atau dampak 

lingkungan. Limbah cair semacam itu harus menjadi perhatian 

masyarakat. 

Berbagai dampak dapat terjadi di daerah pesisir disebabkan oleh 

buangan limbah cair (Tabel 2.2). Limbah cair tersebut dapat memenga-

ruhi kelarutan oksigen, karbon anorganik dan organik terlarut, dan 

konduktivitas air penerima (Daniel et al., 2002). Misalnya, di Teluk 

Chetumal, Quintana Roo, Meksiko, BOD air pantai mencapai 32,26 mg/l 

(nilai rerata) dan berkisar antara 22,61 dan 38,96 mg/l oleh karena 

pembuangan limbah cair. Standar BOD5 untuk perairan pantai kurang 

dari 10 mg/l (Clark, 1996) dan nilai BOD biasa untuk kisaran limbah 

cair domestik antara 100 dan 500 mg/l. Rerata oksigen terlarut (DO) 

adalah sebesar 2,63 mg/l dengan kisaran antara 0,47 dan 3,73 mg/l di 

bagian mulut saluran pembuangan. Sumber pencemaran air yang paling 

besar di daerah itu disebabkan oleh pembuangan limbah cair (Ortiz-

Hernandez & Saenz-Morales, 1999). 

Kegiatan pariwisata di wilayah pesisir juga harus dipertimbang-

kan sebagai sumber limbah cair. Menurut Wong (1998), keberadaan 

kegiatan ini dikaitkan dengan beberapa jenis dampak, seperti 

lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, positif atau negatif, langsung 

atau tidak langsung, cepat atau kumulatif, jangka pendek atau jangka 

panjang. Telah dibuktikan, kegiatan tersebut merupakan penyebab 

utama penurunan kualitas air lokal (Saenger, 1989 dalam Clark, 1992). 

Pembuangan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata, 
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terutama jika lokasinya tidak memadai atau tidak diolah secara 

memadai, merupakan sumber pencemar pada biota laut. Sebagai 

contoh, di wilayah Karibia, kurang dari 10% limbah cair yang diolah dan 

tingkat kandungan bakteri melebihi standar internasional untuk 

rekreasi pantai, biasanya 200 MPN (Most Probable Number) coliform 

(Clark 1992). Studi lain melaporkan, bahwa sistem pembuang-an limbah 

Tabel 2.2 

Komponen di dalam limbah cair dan dampaknya bagi lingkungan 

perairan laut (Windom, 1992) 
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cair setempat (on-site sewage disposal system), misalnya kakus (septic 

tank), di tempat rekreasi dan wisata menyebabkan infeksi patogen 

enterik pada manusia (Cryptosporodium, Giardia dan enteroviruses) di 

Teluk Sarasota (Lipp et al., 2001). 

Hubungan antara konsumsi ikan yang tercemar dan kesehatan 

manusia telah banyak dijelaskan. Kerang filter feeder mengumpulkan 

bakteri dan virus seperti hepatitis, tipus, disentri dan kolera, yang ada 

di dalam buangan kotoran manusia yang tidak diolah, bersama dengan 

bahan partikulat lainnya. Konsumsi kerang yang terkontaminasi dapat 

menyebabkan infeksi enterik, dan penularan hepatitis melalui konsum-

si kerang mentah dan terkontaminasi limbah cair telah banyak 

dilaporkan. Disentri diduga ditularkan oleh konsumsi kerang di 

Malaysia, dan epidemi tipus dan hepatitis terkait dengan konsumsi 

kerang yang terkontaminasi oleh limbah cair di Vietnam. Karena dalam 

proses penguraian (decomposition) kontaminan limbah cair bersaing 

untuk mendapatkan oksigen dengan larva ikan dan kerang, hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian ekonomi dengan berkurangnya produksi ikan. 

Di Filipina, misalnya, produksi kerang dan tiram di Teluk Manila serta 

kolam ikan air payau di Utara Manila menurun sebagai akibat 

pembuangan limbah (Ruddle, 1982). 

Secara umum, pengaruh pengembangan kota dan kegiatan 

antropogenik (industri, pertanian, dll.) menyebabkan perubahan fisik 

yang substansial pada jalur air pesisir melalui pengerasan dan reklamasi 

tepi sungai, perubahan aliran air, memengaruhi keberadaan masyarakat 

pesisir, dan penyebaran polutan dari suatu sumber tertentu (Ahn & 

Choi, 1998; Rawlins et al., 1998; Tuncer et al., 1998; Virkanen, 1998; 

Inglis & Kross, 2000). Namun, penelitian tentang efek pembuangan 

limbah cair kota ke makrofauna bentik dan struktur komunitas di Futian 

Nasional Mangrove Reserve menyimpulkan, bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan terhadap rerata total biomassa dan kepadatan (terutama 

moluska dan krustasea) (Yu et al., 1997). 

Polusi perairan pantai yang berdekatan dengan kota-kota pesisir 

telah lama menjadi masalah karena pembuangan limbah cair. Sebagai 

contoh, Kota Jakarta, seperti banyak ibu kota di negara-negara 

berkembang, telah mengalami pertumbuhan penduduk dan industri 

yang pesat, yang telah menyebabkan polusi (kontaminasi logam) di Teluk 

Jakarta (Williams et al., 2000; Nur et al., 2001). Namun demikian, 

pertumbuhan ini harus dibayar, yaitu degradasi lingkungan pesisir 

Teluk Jakarta dan terumbu karang (Kepulauan Seribu) akibat polusi 

(Kay & Alder, 1999). Di Indonesia, polusi dari daratan seperti itu 

merupakan salah satu penyebab degradasi terumbu karang dan 
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penurunan keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan laut (misalnya 

di Ambon, Jepara, Kepulauan Karimun Jawa, dan Sulawesi Selatan) 

(Edinger et al., 1998). Di Hong Kong, limbah cair dan polusi industri 

telah mengakibatkan penurunan oksigen terlarut dan peningkatan 

nutrisi serta bakteri E. coli di banyak daerah pesisir (Wu et al., 1998). Ini 

juga merupakan penyebab terjadinya kontaminan bahan organik 

persisten (Connell et al., 1998) dan akumulasi logam berat (Owen & 

Sandhu, 2000) di wilayah laut. 

Limbah cair mengandung sejumlah besar bahan organik dan, 

oleh karena bahan tersebut, dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan 

pantai. Eutrofikasi adalah proses pengayaan perairan dengan nutrisi, 

terutama nitrogen dan fosfor, yang menghasilkan peningkatan produksi 

primer perairan dan menyebabkan pertumbuhan alga yang tinggi (algal 

bloom). Selama tahap pertama, eutrofikasi tidak memberikan efek buruk 

pada ekosistem, karena memiliki banyak aspek positif. Namun, dampak 

lingkungan terjadi manakala peningkatan konsentrasi nutrisi terus-

menerus, seperti pengurangan konsentrasi oksigen, perubahan 

keanekaragaman hayati perairan, kualitas air yang buruk, kekeruhan, 

dan peningkatan konsentrasi bahan organik (Clark, 1996; Kitsiou & 

Karydis, 2001). 

Pengayaan nutrisi di daerah pesisir laut, berdasarkan studi 

ENCORE (Enrichment of Nutrients on a Coral Reef Experiment), juga dapat 

memengaruhi reproduksi karang, menginduksi respons biotik yang 

signifikan pada organisme terumbu, memengaruhi laju kalsifikasi dan 

ekstensi linier yang membuat karang lebih rentan terhadap kerusakan, 

mengurangi pembesaran larva karang, dan memengaruhi kegiatan lain 

yang terkait dengan organisme karang (Koop et al., 2001). 

Keberadaan polutan dalam ekosistem di darat dan laut di mana 

dibuang bersama dengan limbah cair dari daerah perkotaan dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Dua faktor, di antaranya, yaitu 

karakteristik polutan dan cuaca yang berlaku di daerah itu. Misalnya, 

pestisida dan logam berat berpotensi mencemari tanah dan tanaman 

setelah dibuang ke lokasi pembuangan limbah cair. Dalam hal ini, 

distribusi pestisida di dalam tanah dan limbah cair dipengaruhi oleh 

kelarutan pestisida tersebut sehingga semakin tinggi kelarutannya 

semakin banyak berada dalam fase air (Jiries et al., 2002). Selain itu, 

kontaminasi juga dipengaruhi oleh cuaca (basah atau kering). 

McPherson et al. (2002) menyelidiki perbedaan dalam beban polutan 

tahunan antara dua cuaca yang berbeda, yaitu kering (aliran cuaca 

kering [dry-weather flow/DWF]) dan basah (aliran cuaca basah [wet-

weather flow/WWF]). Mereka mengindikasikan, bahwa WWF merupakan 
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sumber tidak tentu (non-point source) utama bagi polutan termasuk 

logam ringan (trace metal) di DAS Ballona Creek, sementara kontribusi 

DWF rendah. Namun, beban DWF mungkin masih berdampak buruk di 

dekat ekosistem pesisir seperti lahan basah dan muara kecil. Buffleben 

et al. (2002) juga mengindikasikan, bahwa WWF membawa sejumlah 

besar logam berbahaya ke Santa Monica Bay, California, sebagai daerah 

perairan penerima. 

 

2.2.3.  Mitigasi masalah limbah cair dan pengelolaannya 

Banyak tindakan dapat diterapkan untuk mengurangi dan 

meminimalkan dampak pembuangan limbah cair, termasuk masalah 

polusi yang disebabkan oleh limbah cair. Salah satunya, yang 

diterapkan di Calcutta, India, dengan menggunakan sistem pengolahan 

limbah cair konvensional yang disebut ‘budidaya dengan limbah cair’ 

(wastewater-fed aquaculture) (Brown 1997). Karena sistem ini dapat 

diterapkan pada kolam ikan, maka sistem ini memiliki potensi sebagai 

alternatif untuk pengolahan limbah cair; kegiatan ini menghasilkan 

lapangan kerja dan sumber makanan, selain melakukan pengolahan air. 

Contoh terbesar dari budidaya perairan yang diberi pakan limbah cair di 

dunia dapat ditemukan di lahan basah Calcutta. Di sana, sekitar 3000 

ha tambak diberi pakan dengan sekitar 550.000 m3/l limbah cair yang 

tidak diolah. Namun, penggunaan limbah cair yang tidak diolah untuk 

memberi pakan tambak memang memiliki kelemahan, antara lain, 

bahwa sulit untuk memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia 

(World Health Organization/WHO) dalam hal kualitas mikrobiologis 

tambak (yaitu tidak adanya telur trematoda manusia dan <1000 bakteri 

coliform faecal per 100 ml) (Brown, 1997). Selain itu, praktik semacam 

ini menyebabkan kontaminasi Salmonella pada sayur-mayur (selada, 

peterseli, tomat, dan pimento) yang diairi dengan limbah cair di El 

Azzouzia, Kota Marrakesh, Maroko (Melloul et al., 2001). Karena itu, 

metode ini tidak disarankan untuk digunakan di seluruh dunia. 

Sistem pengolahan limbah cair lainnya yaitu dengan mengguna-

kan hutan bakau (Bruguiera gymnorrhiza dan Kandelia candel) (Ye et al., 

2001); bakau jenis tersebut sangat cocok untuk pengolahan limbah cair 

yang kaya nutrisi. Sistem menggunakan hutan bakau dianggap berbiaya 

rendah dan efektif untuk polutan campuran dari berbagai sumber dan 

khususnya efisien dalam menghilangkan dan mengguna-kan kembali 

nutrisi yang bermanfaat (Ye et al., 2001).  

Limbah cair dari rumah tangga (kotoran manusia) mungkin dapat 

digunakan kembali menjadi sesuatu yang berguna di bidang pertanian 

untuk meningkatkan produksi pangan dengan risiko polusi lingkungan 
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yang minimal dan juga dengan ancaman minimal terhadap kesehatan 

manusia; konsep ini telah dikembangkan oleh Ecological Sanitation 

(Morgan, 2004). 

Sistem pengolahan limbah cair setempat (on-site wastewater 

treatment system) merupakan salah satu sistem yang direkomendasi-

kan sebagai langkah untuk mengurangi dan meminimalkan masalah 

limbah cair. Sistem ini telah diterapkan di Amerika Serikat dengan 

sedikit atau tanpa perlu diperhatikan pada operasionalnya selama 

bertahun-tahun dan dapat menjadi sistem pengelolaan yang permanen 

jika ditempatkan dan dirancang dengan baik (WPCF, 1990 dalam Reed 

et al., 1995). Sistem ini terfokus pada sistem pengolahan dan 

pembuangan limbah cair setempat di mana sistem di tiap-tiap rumah 

terdiri dari kakus (septic-tank) dan sistem penyerapan di bawah 

permukaan tanah yang dioperasikan secara gravitasi (Reed et al., 1995). 

Banyak aspek dan pemangku kepentingan (stakeholders) terlibat 

dalam pelaksanaan sistem pengelolaan limbah cair. Oleh karena itu, 

maka sistem tersebut harus dievaluasi dan dianalisis dari sudut 

pandang yang terpadu dengan mempertimbangkan seluruh bagian dari 

sistem, yaitu sistem saluran pembuangan, instalasi pengolahan limbah 

cair, dan perairan penerima (Buffleben et al., 2002). Langkah penyele-

saian masalah limbah cair yang akan diterapkan di daerah pesisir harus 

dimasukkan ke dalam konteks yang lebih terpadu daripada pengelolaan 

terpisah-pisah. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah harus 

menyatukan upaya dan sumber daya mereka ke dalam suatu langkah 

pengelolaan terpadu. Dari sudut pandang ini, Pengelolaan Wilayah 

Pesisir Terpadu/PWPT (integrated coastal zone management/ ICZM) 

merupakan pendekatan yang realistis. Beberapa contoh tentang 

bagaimana pengelolaan dengan pendekatan ini telah diterapkan untuk 

mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah pesisir telah 

dijelaskan sebelumnya (pada hal. 7). Pendekatan pengelolaan ini 

merupakan langkah yang menjanjikan untuk diterapkan karena dapat 

menangani semua masalah secara komprehensif. 

Sistem pengelolaan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan 

mengurangi dampak dari limbah cair. Berfokus pada pengelolaan 

tersebut, Karrman (2001) menyarankan empat strategi untuk 

pengelolaan limbah cair berkelanjutan (sustainable wastewater 

management/SWM) berdasarkan Analisis Sistem Lingkungan di Swedia, 

yaitu: (1) menangani air yang kaya nutrisi secara terpisah dari aliran 

limbah lainnya; (2) mendaur ulang nutrisi dan menggunakan energi 

secara efisien; (3) menghindari kontaminasi aliran limbah cair; (4) 

menempatkan polusi yang tak terhindarkan di tempat pembuangan 
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sampah akhir (TPA). Sedangkan Niemczynowicz merumuskan 6 tingkat 

rencana aksi, yaitu (1) tindakan pencegahan untuk semua kegiatan 

manusia; (2) pengolahan di tempat dan penggunaan kembali; (3) 

pengolahan di luar lokasi dan penggunaan kembali; (4) penyimpanan di 

tempat atau di luar lokasi; (5) pengolahan skala kecil menggunakan 

teknologi baru dan sederhana; (6) pengolahan menggunakan teknologi 

tinggi pada bagian akhir pembuangan (Kaarman, 2001). 

 

2.3.  Tindakan perencanaan dan pengelolaan pesisir terkait dengan  

limbah cair 

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa pembuangan limbah cair 

dapat ditangani dengan banyak cara dengan menerapkan berbagai 

tindakan untuk mengurangi dan meminimalkan masalah dan 

dampaknya. Salah satu pendekatan penyelesaian masalah adalah 

dengan mengadopsi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu/PWPT 

(integrated coastal zone management/ICZM). Pendekatan ini bukan 

hanya diterapkan di daerah pesisir saja tetapi juga mencakup semua 

aspek sebagai suatu bagian yang terpadu, karena masalah pembuang-

an limbah cair tidak terbatas pada suatu daerah tertentu saja. 

Karenanya, konsep dan bagaimana pendekatan PWPT dapat diadopsi 

untuk mengatasi pembuangan limbah cair ditinjau dalam bagian ini. 

 

2.3.1.  Definisi perencanaan dan pengelolaan pesisir 

Istilah 'pengelolaan pesisir' dan 'perencanaan pesisir' yang 

ditinjau dalam buku ini didasarkan pada definisi yang disarankan oleh 

Kay & Alder (1999), baik mengarahkan pada kegiatan sehari-hari yang 

terjadi di daerah pesisir (baik di bagian darat maupun di bagian 

perairan) atau pada pengawasan keseluruhan dari lembaga pemerintah 

(organisasi) yang mengawasi kegiatan sehari-hari tersebut. Menurut Kay 

& Alder (1999), perencanaan pesisir adalah suatu proses memeta-kan 

kegiatan masa depan di daerah pesisir (bagian darat dan perairan) atau 

keseluruhan wilayah pesisir. 

Konsep pengelolaan pesisir dalam arti luas adalah mengelola 

kegiatan di daerah pesisir. Ini mencakup pengelolaan terhadap segala 

sesuatu dan semua orang di daerah pesisir dalam beberapa bentuk 

sistem atau pendekatan terpadu. Sedangkan, perencanaan pesisir 

adalah proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan 

dan mengklarifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan (Kay & Alder 1999). 
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2.3.2.  Penataan administrasi 

Bagian ini mencoba menganalisis berbagai cara untuk menata 

kelembagaan atau sektor dari lembaga/institusi pemerintah, yang 

terlibat dalam program pengelolaan pesisir. Mekanisme untuk 

menghubungkan pengguna pesisir dan penduduknya dengan pemerin-

tah juga dibahas. 

Dalam mengelola daerah pesisir, pemerintah berperan penting, 

karena pemerintah memiliki kewenangan terhadap daerah tersebut. Di 

Indonesia, misalnya, pemerintah mendominasi semua sumber daya 

alam, termasuk sumber daya pesisir dan laut; dilindungi oleh Konstitusi 

Indonesia (UUD 1945, Pasal 33) dan Undang-Undang, Nomor 23, 1997. 

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan program pesisir dan 

kelautan melalui berbagai sektor pemerintah, lembaga, divisi, secara 

terpadu dari tingkat nasional ke tingkat lokal. 

Dalam mengorganisir lembaga pemerintah untuk mengembang-

kan dan melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pesisir, masalah-

nya bukan pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut diatur, 

melainkan pada apa yang akan dicapai melalui pengaturan-pengaturan 

tersebut. Jones & Westmacott (1993 dalam Kay & Alder, 1999) 

menyatakan, bahwa tidak ada cara 'terbaik' untuk mengatur suatu 

lembaga pemerintah untuk mengelola daerah pesisir. Secara sederhana 

tersirat, bahwa cara terbaik dari organisasi pemerintah atau struktur 

administrasi dalam program pengelolaan pesisir tergantung pada faktor 

budaya, sosial, dan politik dalam yurisdiksinya, dan bahkan aspek 

geografi dapat menjadi faktor. Sebagai contoh, sistem tata kelola 

program pengelolaan daerah pesisir yang terbaik untuk negara Eropa 

mungkin berbeda dengan sistem untuk negara-negara di Pasifik, Asia 

Tenggara, dll. (Kay & Alder, 1999). 

Dalam perspektif pemerintah, peran dan tanggung jawab untuk 

pengelolaan pesisir biasanya dibagi menjadi tingkat horisontal dan 

vertikal (Kay & Alder, 1999). Beberapa kegiatan akan dilakukan di satu 

tingkatan pemerintahan, dan bukan yang lain (secara vertikal), 

sementara yang lain dilakukan oleh satu sektor pemerintahan tertentu 

(secara horizontal) (Kay & Alder, 1999). Selain itu, Dale (2000) telah 

membedakan antara 'pemerintah pusat' dan 'pemerintah daerah' di 

mana pemerintah daerah dapat dibentuk di komunitas lokal atau pada 

tingkat menengah. Dale (2000) lebih lanjut menyatakan, bahwa lembaga 

yang berada di tingkat menengah paling tepat disebut sebagai 

pemerintah 'regional' atau provinsi '. 
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2.3.3.  Teknik-teknik perencanaan dan pengelolaan pesisir 

Kay & Alder (1999) menyarankan tiga kelompok pendekatan 

utama dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir, yaitu (a) pende-

katan administratif, (b) pendekatan sosial, dan (c) pendekatan teknis. 

Pendekatan-pendekatan tersebut terdiri dari berbagai aplikasi, yang 

masing-masing terdiri dari beberapa alat (tools). 

 

a. Pendekatan administratif 

Banyak negara telah mengadopsi undang-undang, keputusan, 

dan peraturan lainnya dalam menentukan persyaratan lingkungan 

untuk kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, adalah peran pemerintah 

untuk memastikan dan mempromosikan pelestarian lingkungan, dan 

oleh karena itu, atas nama masyarakat, pemerintah menetapkan 

standar untuk semua kegiatan industri (termasuk yang dimiliki publik), 

membangun sistem perizinan atau perizinan yang efektif, dan 

mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa itu ditaati 

(UNEP, 1992). 

 

• Kebijakan dan peraturan 

Kebijakan dan undang-undang dapat menjadi alat yang ampuh 

untuk mengelola daerah pesisir di mana kebijakan merupakan dasar 

untuk pengambilan keputusan. Anderson et al. (1984 dalam Kay & 

Alder, 1999) mengemukakan definisi kebijakan sebagai suatu tindakan 

yang disengaja (purposive course of action) yang diikuti oleh orang dalam 

menangani suatu masalah. 

Beberapa contoh kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan 

pesisir, yaitu konservasi terumbu karang di Honduras di mana terfokus 

pada kebijakan untuk perilaku individu di dalam batas cagar, seperti 

pelarangan menggunakan jangkar (difasilitasi oleh program pelampung 

tambatan yang sukses yang sebelumnya telah dicapai), tombak untuk 

menangkap ikan, pengumpulan atau perusakan karang, dan lainnya 

(Luttinger, 1997). Contoh lain ditunjukkan pada Tabel 2.3 & 2.4. Pada 

tahun 1979, Pemerintah Jepang berkonsentrasi untuk menghilangkan 

masalah kontaminasi bahan organik dengan menerap-kan kebijakan 

untuk mengatur chemical oxygen demand (COD) dari limbah industri, 

dan menambahkan kadar nitrogen dan fosfor ke dalam daftar limbah 

yang masuk dalam peraturan pada Oktober 1993 (Kawabe, 1998). 

Legislasi atau hukum didefinisikan melalui proses legislasi dan 

hasilnya sering dinyatakan sebagai undang-undang atau peraturan. Hal 

ini dapat didefinisikan sebagai respon pemerintah saat itu terhadap 

tuntutan masyarakat untuk tindakan pemerintah atau pengelolaan 
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terhadap isu-isu khusus atau daerah tertentu atau kegiatan tertentu 

(Kay & Alder, 1999). Legislasi memiliki sejumlah fungsi dalam 

perencanaan dan pengelolaan pesisir. Beberapa fungsi  yang dinyatakan 

oleh Kay & Alder (1999), yaitu dapat mendefinisikan atau 

mengklarifikasi pengaturan kelembagaan dan bagaimana suatu badan 

baru (jika diperlukan) akan dibentuk, dibantu, dan dioperasi-kan. 

Sebaliknya, legislasi juga dapat menentukan hubungan dan interaksi 

berbagai lembaga (dalam kasus di mana lembaga baru tidak diperlukan). 

Lebih jauh, Kay & Alder (1999) menyatakan, bahwa suatu undang-

undang atau peraturan dapat membuat ketentuan untuk dasar 

pengelolaan; itu juga dapat memfasilitasi penggunaan suatu tata cara 

Tabel 2.3 

Beberapa alat hukum untuk mengendalikan polusi dan degradasi pesisir 

dan laut di Indonesia dan dunia 
 

 



25 

atau pengelolaan tertentu, seperti izin, lisensi, penegakan hukum, 

pendidikan, pemantauan dan evaluasi; dan hal itu juga dapat 

menentukan bagaimana undang-undang atau peraturan akan ditegak-

kan dan siapa yang akan menegakkannya. Demikian pula, undang-

undang dapat memfasilitasi perumusan peraturan sehingga ketentuan 

dalam undang-undang atau peraturan dapat dilaksanakan dan bahwa 

kegiatan pengelolaan sehari-hari di pesisir dapat dilakukan, sementara 

legislasi dapat menentukan sumber daya kegiatan perencanaan dan 

pengelolaan. 

 

• Pedoman 

Istilah 'pedoman' adalah untuk menggambarkan sekelompok 

dokumen, yang kurang preskriptif dan/atau kurang kuat dari undang-

undang formal, kebijakan atau peraturan. Pedoman juga digunakan 

sebagai petunjuk bagi para pembuat keputusan untuk bertindak. Kay et 

al. (1996a dalam Kay & Alder, 1999) telah mengembangkan diagram 

yang mempertimbangkan berbagai cara pengambilan keputusan dapat 

dipandu dan berbagai pendekatan (Gambar 2.2.). 

 

• Regulasi dan penegakan 

Izin regulasi dan lisensi. Izin dan lisensi adalah persetujuan 

tertulis dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah 

tertentu. Proses dan kriteria untuk mengeluarkan izin umumnya 

dikendalikan oleh arahan kebijakan atau peraturan, atau ditentukan 

dalam undang-undang (Kay & Alder, 1999). Selain itu, izin dapat 

Tabel 2.4 

Teknik pengelolaan yang digunakan dalam Strategi Pengelolaan Pesisir di 

Sri Lanka (Coast Conservation Department, 1996 dalam Kay & Alder, 1999) 
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digunakan dalam beberapa kegiatan untuk membantu kegiatan 

pengelolaan pesisir sehari-hari. Contoh dari Taman Laut Great Barrier 

Reef ditunjukkan pada Tabel 2.5. 

 Penegakan. Penegakan adalah alat pengelolaan yang digunakan 

untuk memengaruhi kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, 

izin, lisensi, kebijakan, atau rencana dengan dasar legislatif (Kay & 

Alder, 1999). Tindakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir 

terkadang mengumpulkan beberapa atau semua alat administratif yang 

akan dibentuk. Chiau (1998) melaporkan beberapa tindakan baru yang 

telah dialamatkan kepada pengelolaan wilayah pesisir dengan 

menetapkan alat administratif di atas. Contohnya adalah diberlaku-

kannya hukum wilayah pesisir, dan menegakkan peraturan pengelola-

an reklamasi daerah pasang-surut. 

 

• Instrumen insentif 

Kebutuhan akan instrumen insentif untuk mengelola sumber 

daya dan penggunaan laut, kriteria untuk mengevaluasi, dan prinsip-

prinsip untuk desain instrumen dibahas oleh Greiner et al. (2000). Lebih 

lanjut penulis menyatakan, bahwa untuk evaluasi kebijakan ada tiga 

kriteria yang umum diterapkan, yaitu efisiensi ekonomi, pemera-taan, 

dan implikasi lingkungan. Beberapa prinsip yang terkait dengan insentif 

dalam hal bagaimana mereka dirancang yaitu membayar pengguna dan 

 
 

Gambar 2.2. Skema petunjuk penilaian kerentanan pesisir 

(Kay et al. [1996a] dalam Kay & Alder [1999]) 
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membayar pencemar; berbagi biaya; rasa kebersamaan, kepemilikan, 

dan kepengurusan; sistem adaptif; dan pendekatan ekosistem (Greiner 

et al., 2000). 

 Instrumen insentif telah diterapkan dalam banyak aspek 

penggunaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan (misalnya dalam 

perikanan berkelanjutan, dalam pariwisata dan rekreasi kelautan yang 

berkelanjutan, dalam transportasi laut yang ramah lingkungan dan 

eksplorasi dan penambangan minyak). Dalam peningkatan kualitas air 

untuk sungai, muara dan laut, Greiner et al. (2000) menyarankan 

beberapa instrumen insentif, seperti 'perjanjian' untuk pembuatan strip 

filter yang efektif untuk mengurangi aliran sedimen dan nutrisi dari 

sumber tidak tentu (non-point sources) atau difusi. Insentif lain yaitu 

sistem 'perizinan berbasis beban' untuk mengendalikan dan mengurangi 

polusi aliran dari titik pembuangan (limbah industri) dan 'hak pelepasan 

yang dapat diperdagangkan' untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi ekonomi dari lisensi berbasis beban. 

 

b. Aspek sosial 

• Partisipasi 

Hildebrand (1997) menyatakan, bahwa partisipasi hanya dapat 

dicapai ketika kekuasaan dibagi. Ini berarti, bahwa warga negara, 

melalui organisasi masyarakat, membuat keputusan perencanaan 

dengan pemerintah yang memiliki konsekuensi yang berarti. Karena 

pendekatan bottom-up diadopsi secara luas dalam pengelolaan wilayah 

pesisir terpadu, partisipasi aktor dalam kegiatan pengelolaan tersebut 

telah meningkat. Ini karena bentuk tradisional 'konsultasi publik' tidak 

lagi memadai (Hildebrand, 1997). 

Tabel 2.5 

Beberapa contoh pernyataan kebijakan untuk pengelolaan bahaya di 

daerah pesisir di Selandia Baru (Kay & Alder, 1999) 
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Siapa saja aktor yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan dan 

perencanaan pesisir? Pemain adalah aktor yang berpartisipasi dalam 

program dan inisiatif. Mereka biasa disebut 'pemangku kepentingan' 

(stakeholders) untuk menekankan bahwa mereka memiliki kepentingan 

dalam masa depan pesisir, baik karena mereka tinggal di sana, mencari 

nafkah dari eksploitasi sumber daya pantai, atau itu merupakan tugas 

mereka untuk mengatur peraturan pengendalian penggunaan pesisir. 

Stakeholder juga termasuk berbagai pengguna yang mungkin tidak 

pernah menggunakan atau mengakses pesisir tetapi tetap 

menghargainya, dan mereka yang mungkin tidak tinggal di pantai tetapi 

menggunakannya untuk rekreasi (Kay & Alder, 1999). 

Secara umum, istilah 'pemangku kepentingan' (stakeholders) 

adalah mereka yang memengaruhi, dan/atau dipengaruhi oleh, 

kebijakan, keputusan, dan tindakan dari sistem tersebut (Grimble & 

Chan, 1995). Dengan demikian, mereka dapat menjadi individu, 

komunitas, kelompok sosial, atau institusi dari berbagai ukuran, 

kelompok atau tingkatan dalam masyarakat; mereka termasuk pembuat 

kebijakan, perencana dan administrator di pemerintahan dan organisasi 

lain, serta kelompok komersial dan subsisten (Grimble & Chan, 1995; 

Clark, 1996; Lee, 1998; Kay & Alder, 1999), penduduk pesisir melalui 

organisasi berbasis masyarakat dan otoritas perwakilan lokal; berbagai 

sektor ekonomi melalui koperasi, federasi, dan kamar dagang; 

konservasionis melalui LSM; dan pemerintah pusat melalui berbagai 

instansi publiknya (Jorge, 1997). 

 

• Pengembangan kapasitas 

Crawford et al. (1993 dalam Kay & Alder, 1999) memberikan 

definisi untuk pengembangan kapasitas adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka yang bertugas dalam mengelola pesisir untuk 

membuat perencanaan dan keputusan pengelolaan yang baik. Karena 

istilah ini juga digunakan secara umum oleh organisasi internasional, 

ada dua jenis peningkatan kapasitas yang berfokus pada mendukung 

dan meningkatkan keputusan pengelolaan pesisir, yaitu 'kapasitas 

manusia' dan 'kapasitas kelembagaan'. Dalam perspektif pengelolaan 

pesisir, yang pertama berfokus pada pengambil keputusan individu dan 

manajer pesisir, sedangkan yang terakhir berfokus pada bisnis, 

pemerintah, kelompok dan masyarakat non-pemerintah (Crawford et al., 

1993 dalam Kay & Alder, 1999; Kay & Alder, 1999). Perbedaan dalam 

hal komponen yang diatur untuk program peningkatan kapasitas dapat 

dilihat pada Tabel 2.6. 
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c. Aspek teknis 

Alat teknis digunakan untuk pendekatan praktis, termasuk 

penilaian lingkungan (penilaian dampak lingkungan), penilaian risiko 

dan bahaya, kriteria kualitas dan standar, dan potensi pengolahan 

limbah cair (wastewater-fed aquaculture) yang biasanya diterapkan 

dalam pengelolaan dan perencanaan pesisir. 

 

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Salah satu alat yang paling kuat dalam meminimalkan dampak 

adalah persyaratan untuk menyelesaikan analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL) (Brown, 1997) untuk berbagai kegiatan pemba-

ngunan. Pada dasarnya, AMDAL bertujuan untuk mengevaluasi dampak 

dari pembangunan dan proyek yang diusulkan terhadap lingkungan 

(Hoozemans et al., 1995) dengan secara jelas mengevaluasi konsekuensi 

lingkungan dari kegiatan yang diusulkan sebelum tindakan diambil 

(Brown, 1997). Dalam evaluasi ini, dampak dari satu kegiatan 

pembangunan dapat diperkirakan dan karenanya dapat dicegah terlebih 

dahulu. 

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memiliki 

relevansi dan kepentingan dalam semua kegiatan dalam pengembang-

an pesisir (Hambrey et al., 2000), dan dianggap sebagai alat pengelola-

an daripada sebagai proses administratif atau peraturan. Khususnya 

dapat digunakan untuk (1) memodifikasi dan meningkat-kan konten 

atau desain kebijakan, rencana atau proposal; (2) memastikan bahwa 

sumber daya digunakan secara efisien; (3) meningkatkan aspek sosial 

yang terkait dengan proposal; (4) mengidentifikasi langkah-langkah 

untuk memantau dan mengelola dampak; dan (5) memfasilitasi 

pengambilan keputusan yang tepat, terutama terkait dengan kriteria 

keberlanjutan. Esensi AMDAL adalah prediksi kondisi lingkungan di 

Tabel 2.6 
Karakteristik pengelolaan kolaboratif dan berbasis masyarakat (Jentolft, 

1986 dalam Kay & Alder, 1999) 
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masa depan, dengan dan tanpa aktivitas pengembangan (Carpenter & 

Maragos, 1989). Dengan demikian, AMDAL dilakukan untuk mempre-

diksi konsekuensi negatif pembangunan terhadap lingkungan. 

Selain itu, ada evaluasi lain yang selalu dilakukan bersama 

dengan atau sebagai pelengkap AMDAL, yaitu penilaian 'efek kumulatif' 

(EK). Vestal & Rieser (1995) menggambarkan istilah EK sebagai 

fenomena perubahan dalam lingkungan yang dihasilkan dari berbagai 

perubahan skala kecil. Misalnya, perubahan habitat kritis melalui 

hilangnya lahan basah, degradasi kualitas air dari polusi sumber tidak 

tentu (non-point sources), dan perubahan salinitas perairan muara dari 

proyek dispersi air. 

 

• Penilaian Risiko dan Bahaya 

Penilaian Risiko dan Bahaya (Risk and Hazard Assessment) 

dianggap sebagai salah satu langkah pengendalian untuk mencegah 

perusakan daerah pesisir karena pengembangan kegiatan yang dihasil-

kan manusia (tekanan antropogenik). Namun, tidak ada kegiatan yang 

memiliki risiko nol. Penilaian ini berkaitan dengan menilai probabilitas, 

bahwa peristiwa-peristiwa tertentu akan terjadi dan menilai dampak 

buruk potensial terhadap orang, properti, atau lingkungan yang 

mungkin dimiliki oleh peristiwa-peristiwa ini. Misalnya, kegagalan kilang 

kimia di pantai menyebabkan kerusakan pada pabrik itu sendiri, dan 

bagi penduduk di sekitarnya dan lingkungan melalui pelepasan bahan 

kimia beracun ke perairan dekat pantai. Termasuk juga dampak 

potensial pada daerah pesisir oleh badai (Kay & Alder, 1999). Penilaian 

risiko dan bahaya, seperti AMDAL, selalu dilakukan sebagai bagian dari 

perencanaan dan pengelolaan pesisir sebelum kegiatan dilaksanakan, 

sehingga semua risiko akibat kegiatan diperhitungkan. 

Melakukan Penilaian Risiko dan Bahaya setelah diidentifikasi 

disebut 'pengelolaan risiko', dan metode pengelolaan risiko disebut 

'teknik pengelolaan risiko' (Kay & Alder, 1999). Mengembangkan strategi 

pengelolaan risiko melibatkan sejumlah tahapan yang berbeda. Menurut 

Kay & Alder (1999), tahapan tersebut yaitu (1) pelingkupan dan 

investigasi; (2) analisis; (3) implementasi (mitigasi); dan (4) peman-tauan. 

 

• Standar dan Kriteria Kualitas 

Salah satu pendekatan pengelolaan untuk mengendalikan polusi 

adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah seni 

melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengen-

dalikan kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang ke dalamnya 

(Ouano, 1988). Standar kontrol lingkungan didasarkan pada konsep 
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pengalokasian ‘Kapasitas Asimilatif’ kepada pengguna yang berbeda 

secara gratis. Kapasitas asimilatif dapat dianggap sebagai sumber daya 

yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana diwakili oleh pemerintah 

dari badan pengontrol polusi. 

Standar dan Kriteria Kualitas (Quality Criteria and Standards) 

adalah salah satu alat dalam pengelolaan lingkungan. Standar dan 

Kriteria Kualitas yang dibahas di sini meliptui Standar Kualitas Air 

Penerima, Kapasitas (Asimilasi) Lingkungan, Standar Efluen dan Beban 

Efluen, dan Prinsip Kehati-hatian. Berikut ini, penjelasannya secara 

singkat:  

Standar Kualitas Air Penerima (Receiving Water Quality Standards/ 

RWQS). Menerima standar kualitas air bervariasi dari satu negara 

ke negara lain tergantung pada berbagai faktor sosial, ekonomi, 

dan teknis. Standar kualitas air yang paling banyak diteliti dan 

didiskusikan adalah untuk air minum, sedangkan standar kualitas 

air non-konsumtif memiliki variasi yang lebih besar terutama yang 

dikembangkan untuk lingkungan pesisir dan laut. 'Polutan' 

biasanya didefinisikan sebagai jumlah buangan yang dibuang ke 

lingkungan, yang akan menghasilkan konsentrasi lebih tinggi 

daripada yang diizinkan oleh standar kualitas air penerima. Karena 

variasi dalam standar lingkungan pesisir dan laut, jumlah limbah 

yang sama akan memiliki arti yang berbeda di negara yang berbeda 

(Ouano, 1988). 

Standar Kualitas Air Penerima sulit untuk dikelola jika ada 

dua atau lebih sumber pembuangan limbah di dalam badan air. 

Penerapan standar ini membutuhkan pemantauan ekstensif 

pembuangan limbah, pencampuran, pengenceran, dan pemurnian 

di badan air. Standar ini mendukung pembuangan limbah yang 

berlokasi di hulu karena mereka dapat memanfaatkan sepenuh-

nya kapasitas asimilatif badan air. Limbah yang dibuang ke hilir 

harus dikeluarkan semua beban limbahnya atau dipindahkan atau 

ditutup. 

Kapasitas (Asimilasi) Lingkungan (Environmental [Assimilative] Capaci-

ty). Hal ini dapat diterapkan baik di laut maupun di air tawar dan 

mendasari perhitungan pembuangan limbah cair ke laut dan 

sungai secara aman. Konsepnya adalah bahwa lingkungan (laut, 

sungai, dan danau) memiliki kapasitas untuk menolerir input 

limbah buangan tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. 

Tingkat itu mungkin cukup kecil untuk beberapa limbah, dan 

daerah yang berbeda akan memiliki kapasitas yang berbeda untuk 
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mencairkan dan menyebarkan limbah ke tingkat yang tidak 

berbahaya (Ouano, 1988; Clark, 1997). 

Standar Efluen & Beban Efluen (Effluent Standards [ES] & Effluent 

Charges [EC]). Standar efluen diturunkan dengan membagi 

kapasitas asimilatif di antara para pembuang limbah. Kapasitas 

asimilatif diperlakukan sebagai sumber daya bersama yang didis-

tribusikan oleh standar efluen ke pengguna yang berbeda. Salah 

satu masalah utama dalam pengembangan Standar Efluen adalah 

kecenderungan untuk memaksakan RWQS sebagai Standar Efluen 

(Ouano, 1988). Sebagai contoh, Komisi Pengendalian Polusi 

Nasional Filipina menerapkan RWQS sebagai Standar Efluen 

antara tahun 1978 dan 1981. Akibatnya, para pembuang limbah 

secara otomatis diharuskan untuk menghilangkan hingga 99,99% 

dari beban efluen. Sementara standar efluen tahun 1981 mencoba 

untuk memperbaiki masalah yang berkaitan dengan BOD, 

konsentrasi konstituen lain secara praktis disalin dari RWQS 

tahun 1978. Bahkan saat ini konsentrasi yang diperlukan dari 

tembaga, seng, fluorida dan logam lainnya sama dengan yang 

untuk Standar Efluen yang membuat standar Filipina lebih ketat 

daripada Standar Air Minum Internasional WHO tahun 1972. 

Beberapa ekonom yang terlibat dalam pengelolaan 

lingkungan menyarankan, bahwa alokasi kapasitas asimilatif akan 

lebih efisien jika dilakukan dengan menggunakan mekanis-me 

pasar bebas. Teknologi pengendalian polusi yang digunakan oleh 

penghasil limbah tidak akan ditentukan oleh standar melainkan 

oleh kekuatan pasar seperti pesaingnya, permintaan dan kapasitas 

asimilatif yang tersedia. Badan pengontrol polusi memantau 

kapasitas asimilatif yang diizinkan dan menjualnya kepada 

penawar tertinggi. Penawar yang menang diizinkan untuk 

membuang limbahnya ke badan air; sementara, penawar yang 

kalah harus menyimpan limbahnya (Ouano, 1988). 

Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle). Prinsip Kehati-hatian di-

usulkan oleh Jerman pada tahun 1986 (Clark, 1997) untuk 

mencegah dampak merusak dari limbah yang masuk ke 

lingkungan. Adanya ancaman atau kerusakan lingkungan yang 

serius atau tidak dapat pulih, kurangnya kepastian ilmiah, tidak 

boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah 

untuk mencegah degradasi lingkungan. Dalam penerapan 

keputusan prinsip kehati-hatian harus dipandu oleh (a) evaluasi 

yang cermat untuk menghindari, jika dapat dipastikan, kerusak-

an serius atau tidak dapat pulih terhadap lingkungan, dan (b) 
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penilaian terhadap konsekuensi tertimbang menurut risiko dari 

berbagai opsi (Brown, 1997) . 

 

2.4.  Ringkasan 

Tinjauan literatur ini berfokus pada konsep perencanaan dan 

pengelolaan pesisir untuk mengatasi masalah pembuangan limbah cair 

dalam konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu/PWPT (Integrated 

Coastal Zone Management/ICZM), di mana diupayakan untuk dirumus-

kannya pengelolaan limbah cair di pesisir. Ruang lingkup utama dari 

tinjauan ini, dalam arti luas, adalah pengelolaan limbah cair pesisir, di 

mana daerah pesisir didefinisikan sebagai interaksi antara komponen 

darat dan laut atau batas antara daratan dan lautan terjadi melalui 

wilayah transisi bertahap. Limbah cair didefinisikan sebagai limbah cair, 

air limpasan dan air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan 

oleh masyarakat; termasuk aktivitas rumah tangga, hotel, dll., misalnya 

limbah cair domestik, aktivitas industri, dan limpasan perkotaan. 

Tindakan utama untuk mengurangi masalah limbah cair dan 

dampak yang diusulkan dalam tinjauan ini adalah dengan mengelola 

kegiatan di pesisir. Ini mencakup pengelolaan segala sesuatu dan semua 

orang di pesisir dalam beberapa bentuk sistem atau pendekatan 

terpadu. Perencanaan pesisir adalah proses untuk menentukan apa 

yang ingin dicapai di masa depan, dan mengklarifikasi langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Teknik-teknik perencanaan 

dan pengelolaan tersebut dapat diadopsi dan diterapkan ke semua 

negara, termasuk Indonesia, dengan beberapa pertimbangan pada faktor 

budaya, sosial dan politik, dan bahkan geografi merupakan faktor 

penting. 

Namun, pada saat konsep perencanaan dan pengelolaan pesisir 

ditinjau kembali, disadari bahwa informasi yang terkait dengan mitigasi 

langsung dan minimalisasi pembuangan limbah cair menggu-nakan 

konsep tersebut masih kurang. Inilah sebabnya mengapa contoh-contoh 

yang diberikan di sini disajikan dalam pengertian luas dari pengelolaan 

pesisir terpadu. 
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3.    METODOLOGI 
 

 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari serangkaian kegiatan penelitian, yang 

mengumpulkan data dan informasi (primer dan sekunder) yang tersedia 

dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif; 

analisis juga dilakukan terhadap beberapa aspek/topik yang diteliti. 

Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan disebut sebagai 

penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis, 

melainkan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian komprehensif 

untuk dijawab. 

Penelitian deskriptif-analitik ini menggunakan metode penelitian 

survei (menggunakan teknik wawancara, kuesioner, dan observasi) 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan metode pengambilan 

sampel tertentu. Selain itu, metode penelitian ‘analisis isi’ (content 

analysis) juga digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

dokumen, arsip, dan lain-lain, baik yang dipublikasi maupun yang 

tidak. Dalam hal pengambilan sampel, bangunan perumahan dan bukan 

perumahan, rumah tangga atau perorangan, dijadikan sebagai unit 

sampel dasar dalam beberapa aspek/topik dalam penelitian ini. 

Seperti disebutkan sebelumnya dalam Tinjauan Literatur, bahwa 

sistem pembuangan limbah cair harus dianalisis dan dievaluasi secara 

terpadu dengan mempertimbangkan semua bagian sistem, antara lain, 

yaitu sumber limbah cair, sistem saluran pembuangan, instalasi 

pengolahan limbah cair, dan daerah penerima. Bagian-bagian ini 

merupakan aspek fisik. Dalam konteks pengelolaan terpadu, aspek fisik 

tersebut harus dikombinasikan dengan berbagai aspek sosial, misalnya 

masyarakat, pemerintah, lembaga (Gambar 3.1). Sistem terpadu 

semacam ini digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. 

 

3.2.  Kerangka-kerja Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada sistem pengelolaan limbah cair pesisir 

di mana mengidentifikasi hambatan/kendala dan potensi untuk 

merumuskan dan merancang rencana pengelolaan (dalam hal ini, 

pengelolaan limbah cair) di Kota Manado dengan mengadopsi konsep 

perencanaan dan implementasi proses Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Terpadu/PWPT. Cara merancang rencana tersebut didekati dengan 

mengikuti urutan proses perencanaan sebagai serangkaian tahapan, 

seperti identifikasi masalah, deskripsi dan analisis, dan perumusan. 
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Untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan deskripsi dan analisis, 

serangkaian kegiatan penelitian dilakukan. Langkah identifi-kasi 

masalah sudah dilakukan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam 

Bab I. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat diilustrasikan ke dalam 

suatu kerangka-kerja (framework) konseptual penelitian (Gambar 3.2). 

 Mengenai proses penelitian, karena penelitian ini menyangkut 

limbah cair, maka tiga jenis aspek terkait limbah cair dianggap sebagai 

sumber data, yaitu: 1) aspek terkait dengan pembuangan limbah cair 

(wastewater-related aspect/WRA); 2) aspek terkait dengan masyarakat 

(community-related aspect/CRA); dan 3) aspek terkait dengan 

pemerintah/administrasi (government-related aspect/GRA). Aspek WRA 

diidentifikasi sebagai semua hal yang berhubungan dengan 

pembuangan limbah cair. Aspek ini meliputi mulai dari kegiatan di 

tingkat rumah tangga sampai keseluruhan sistem saluran pembuangan, 

termasuk infrastruktur dan fasilitas pengolahan limbah cair. 

Karakteristik alam dapat dimasukkan dalam aspek ini.  

 
 

Gambar 3.1. Skema pendekatan penelitian 



37 
 

 
 

 

Gambar 3.2. Kerangka-kerja (framework) konseptual penelitian 
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Aspek  CRA  mencakup  semua  tingkatan di masyarakat terkait 

dengan pendekatan penyelesaian masalah pembuangan limbah cair; 

bisa sebagai individu, rumah tangga, dan/atau sebagai kelompok yang 

membentuk lembaga masyarakat. Namun, fungsi utama masyarakat 

ialah sebagai sumber buangan limbah cair. Aspek GRA mecakup peran 

pemerintah/administrasi dalam upaya melakukan langkah-langkah 

pemecahan masalah untuk pembuangan limbah cair. Ketiga aspek 

tersebut di atas digabungkan dan digunakan sebagai dasar untuk 

perumusan dan desain rencana pengelolaan limbah cair. 

Ada tujuh aspek yang dipilih dari penggabungan tiga aspek dasar 

tersebut di atas untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) karakteristik 

alam; (2) sumber pembuangan limbah cair; (3) kualitas limbah cair; 4) 

sistem pengolahan limbah cair setempat dan saluran pembuangan 

(sewerage); (5) kesadaran lingkungan masyarakat; (6) penataan 

kelembagaan terkait dengan limbah cair; dan (7) langkah perencanaan 

dan pengelolaan terkait dengan limbah cair. Setiap aspek dikaji 

menggunakan beberapa komponen dan variabel. Berikut ini, spesifikasi 

komponen dan variabel serta tujuan penelitian yang disebutkan dalam 

tanda kurung: 

1. Kajian karakteristik alam. Kajian ini dilakukan untuk menggam-

barkan karakteristik alam yang terkait dengan limbah cair, karena 

memengaruhi pembuangan limbah cair ke daerah penerima, 

termasuk daerah pantai (Tujuan 1). Komponen dan variabel yang 

diamati, yaitu: 

- Topografi: kemiringan dan ketinggian. 

- Drainase: sungai, kanal, dan daerah pengaliran air lainnya. 

- Iklim: curah hujan dan musim. 

2. Kajian sumber pembuangan limbah cair. Kajian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis sumber pembuangan limbah cair 

(Tujuan 2). Variabel dalam penelitian ini yaitu: jenis sumber, 

karakter limbah cair, dan jumlah. Dua kelompok sumber 

pembuangan limbah cair yang dikaji, yaitu: 

- Sumber tertentu (point sources): fasilitas perumahan (kakus, dll.), 

fasilitas non-perumahan (industri, pembangkit listrik, fasilitas 

perkantoran, fasilitas militer, fasilitas rekreasi/ pariwisata, tangki 

penyimpanan yang bocor, dll.). 

- Sumber tidak tentu/umum (non-point sources): limpasan dari 

pertanian, kehutanan, pertambangan, konstruksi, kegiatan 

pembuangan limbah padat, dll. 
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3. Kajian kualitas limbah cair. Kajian ini dilakukan untuk mengukur 

dan menganalisis kualitas limbah cair di perairan umum (Tujuan 3). 

Komponen dan variabel berikut yang diamati, yaitu: 

- Kualitas limbah cair: Biochemical Oxygen Demand (BOD), nitrogen 

(N) dan fosfat (total fosfor), dan jumlah coliform tinja. 

- Limbah cair yang mengandung polutan: konsentrasi merkuri (Hg). 

Merkuri dipertimbangkan untuk diteliti dalam kajian ini, karena 

polutan ini telah digunakan secara luas di daerah dataran tinggi 

di sekitar Kota Manado untuk penambangan emas di industri 

skala kecil. 

4. Kajian sistem pengolahan limbah cair setempat dan saluran 

pembuangan (sewerage). Kajian ini dilakukan untuk menganalisis 

dan mengevaluasi pengolahan limbah cair setempat dan sistem 

saluran pembuangan (sewerage) (Tujuan 4). Komponen dan variabel 

yang diteliti, yaitu: 

- Pengolahan limbah cair setempat. Kondisi dan kapasitas 

pengolahan limbah cair setempat (misalnya: kakus). Ini terkait 

dengan limbah cair dari kakus (black water). 

- Infrastruktur dan fasilitas pembuangan limbah cair. Dua 

komponen yang diamati, yaitu: 

(1) Fasilitas di rumah tangga, termasuk sistim limbah cair dari 

dapur, kamar mandi (grey water). Kondisi fasilitas merupa-

kan variabel yang diamati dalam kajian ini. 

(2) Infrastruktur dan fasilitas umum (sistem saluran 

pembuangan). Kondisi fasilitas dan rasio antara kapasitas 

sistem saluran pembuangan dan sumber limbah cair 

dijadikan sebagai variabel dalam kajian ini. 

5. Kajian kesadaran lingkungan. Kajian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kesadaran masyarakat terhadap 

lingkungan terkait dengan masalah limbah cair (Tujuan 5). Dua 

komponen yang dikaji, yaitu: 

- Pengetahuan (knowledge) lingkungan: pengetahuan masyarakat 

terkait dengan masalah lingkungan secara umum dan masalah 

lingkungan spesifik, yang disebabkan oleh limbah cair. 

- Sikap (attitude) lingkungan: sikap masyarakat terkait dengan 

masalah lingkungan secara umum dan masalah lingkungan 

spesifik, yang disebabkan oleh limbah cair. Hal ini dinilai melalui 

dua komponen, seperti: 
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(1) Keprihatinan (concern) masyarakat terkait dengan masalah 

lingkungan umum dan masalah lingkungan yang disebab-kan 

oleh limbah cair. 

(2) Keinginan (preference) masyarakat tentang solusi masalah 

lingkungan yang terkait dengan limbah cair. 

Karena kesadaran lingkungan masyarakat diasumsikan terkait 

dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka karakteristik 

sosio-ekonomi juga diidentifikasi dalam penelitian ini. 

6. Kajian penataan kelembagaan. Kajian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis penataan kelembagaan terkait 

dengan masalah limbah cair (Tujuan 6). Dalam kajian ini, 

pemerintah dan lembaga masyarakat merupakan komponen yang 

diamati. Variabel dari setiap komponen yang diamati yaitu: 

- Pemerintah: struktur, peran dan fungsi, tanggung jawab, dan 

koordinasi (dari tingkat lokal ke tingkat nasional); 

- Masyarakat: jenis lembaga, peran dan fungsi, tanggung jawab, 

dan koordinasi. 

7. Kajian langkah perencanaan dan pengelolaan. Kajian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi langkah-

langkah perencanaan dan pengelolaan, termasuk teknik-teknik yang 

digunakan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah limbah 

cair (Tujuan 7). Sumber dana juga dikaji dalam penelitian ini. Teknik 

perencanaan dan pengelolaan yang dimaksud meliputi: 

- Tindakan administratif: kebijakan, undang-undang, peraturan, 

dan penegakannya; 

- Tindakan sosial: peningkatan kapasitas, pengelolaan kolaboratif 

dan berbasis masyarakat, dan penerapannya; 

- Tindakan teknis: penilaian mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL), pengelolaan risiko dan bahaya, dan penegakannya; 

- Sumber pendanaan, meliputi: 

• Pajak, retribusi, dan mekanisme subsidi: sistem yang ada dan 

kontribusi pajak yang ditetapkan, retribusi, dan subsidi untuk 

pembuangan limbah cair; 

• Dana yang dikumpulkan dari masyarakat: sistem yang ada, 

kontribusi, dan potensi dana yang dikumpulkan masyarakat. 

Hasil penelitian tersebut di atas, kemudian dianalisis untuk 

menggambarkan hambatan/kendala dan potensi untuk pengelolaan 

limbah cair (Tujuan 8) dan kemudian digunakan untuk merumuskan 

tindakan strategis untuk menyelesaikan masalah limbah cair (Tujuan 9) 
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sebagai rekomendasi untuk pengelolaan limbah cair terpadu di Kota 

Manado. Rekomendasi tersebut dirumuskan untuk menjawab 5 

pertanyaan penelitian (telah dijelaskan pada Bagian Pendahuluan) yang 

terdiri dari: 

1. Aspek Fisik / Teknis; 

2. Aspek pengaturan kelembagaan (pemerintah dan masyarakat); 

3. Aspek administratif (peraturan, kebijakan dan program); 

4. Aspek partisipasi masyarakat; 

5. Aspek pembiayaan. 

 

3.3. Perancangan penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan pertimbangan bahwa penelitian 

ini dapat diulang untuk tujuan pemantauan dan evaluasi serta dapat 

dibandingkan dengan kasus yang lain. 

 

3.3.1. Daerah penelitian 

Daerah penelitian mencakup daerah di dalam administrasi Kota 

Manado (Gambar 3.3). Dua jenis daerah penelitian diidentifikasi, sebagai 

berikut: 

- Daerah Penelitian (DP) I: daerah ini mencakup keseluruhan wilayah 

Kota Manado, yang mencakup semua kecamatan. 

- Daerah Penelitian (DP) II: Hanya di 2 kecamatan yang dipilih. Kedua 

kecamatan tersebut dipilih sebagai daerah penelitian spesifik (DPS), 

yang memenuhi persyaratan berikut ini: 

(1) Daerah ini dekat daerah pesisir dan membentuk water-front, 

supaya limbah cair yang terbuang dapat diamati dari dataran 

tinggi hingga daerah pesisir; dan 

(2) Daerah ini dipengaruhi oleh daerah aliran sungai (DAS) Tondano. 

Kriteria ini digunakan karena beberapa bagian dari wilayah Kota 

Manado termasuk dalam DAS ini dan sebagian besar limbah cair 

dibawa ke daerah pesisir melalui DAS ini. 

Dua daerah penelitian spesifik (DPS), yang dipilih berdasarkan 

kriteria tersebut di atas (dalam Tabel 3.1) yaitu: 

• DPS 1: Kecamatan Molas. Daerah ini merupakan daerah pesisir 

Teluk Manado (Gambar 3.3). Sekitar 5.988 rumah tangga 

bermukim di dalam DAS Tondano (JICA, 2000). 
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Gambar 3.3. Daerah penelitian di Kota Manado 
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• DPS 2: Kecamatan Wenang. Daerah ini merupakan daerah pesisir 

Teluk Manado (Gambar 3.3). Sekitar 15.377 rumah tangga 

bermukim di dalam DAS Tondano (JICA, 2000). 

Gambar 3.4 menampilkan diagram tentang bagaimana daerah 

penelitian (DP) dan daerah penelitian spesifik (DPS) saling berhubungan. 

Tabel 3.1 
Pemilihan dua daerah penelitian spesifik (DPS) 

 

 

 
 

Gambar 3.4. Diagram konstruksi daerah penelitian (DP) dan daerah 

penelitian spesifik (DPS); DPS = Lokasi 1 & Lokasi 2 
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Dalam penelitian ini, kualitas limbah cair di beberapa sungai 

diamati. Pemilihan sungai dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti 

berdasarkan kriteria, bahwa sungai tersebut mengalir ke daerah pantai 

melalui daerah penelitian. Tiga sungai dipilih, yaitu dua di Kec. Molas 

(Sungai Bailang dan S. Maasing), dan satu di Kec. Wenang (S. Tondano) 

(Gambar 3.5). 

 

3.3.2. Perancangan dan pengambilan sampel 

Pada tahun 2001, kota Manado secara administratif diatur ulang 

sehubungan dengan jumlah kecamatan dan kelurahan di mana terdiri 

dari 9 kecamatan; sebelumnya terdiri dari 5 kecamatan. Mengingat 

belum ada informasi dan data lengkap untuk 9 kecamatan, data dari 5 

kecamatan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pengaturan ulang 

tersebut memengaruhi penelitian ini dalam hal ukuran sampel dan 

kelurahan yang diamati. Dengan demikian, nama Kec. Tuminting 

mengacu pada Kec. Molas; dari sini kedua nama tersebut digunakan 

secara bersamaan. 

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yang 

diperkenalkan oleh Slovin (1960 dalam Sevilla et al., 1988), yaitu n = 

N/(1 + N e2); di mana n adalah ukuran sampel, N adalah ukuran 

populasi, e nilai kritis yang diinginkan. Deskripsi ukuran sampel dan 

rancangan pengambilan sampel untuk setiap daerah penelitian 

dijabarkan sebagai berikut: 

- Kajian sumber pembuangan limbah cair. 

Pengamatan dilakukan di DP I. Karena semua sumber pembuangan 

limbah cair diidentifikasi, maka tidak ada ukuran sampel yang 

dirancang. 

- Kajian kualitas limbah cair. 

Kualitas limbah cair diamati di tiga sungai yang dipilih. Titik 

pengambilan sampel terletak di bagian hulu, tengah, dan hilir sungai 

(termasuk anak-anak sungainya), dan di daerah pesisir (mulut 

sungai). Ukuran sampel dan rancangan pengambilan sampel 

penelitian ini dijelaskan dalam Lasut et al. (2004). 

- Kajian pengolahan setempat dan sistem saluran pembuangan. 

Oleh karena dua jenis aspek yang diamati dalam penelitian ini, yaitu 

pengolahan limbah cair setempat dan infrastruktur & fasilitas limbah 

cair di rumah tangga, maka metode pengambilan sampel dirancang 

berbeda. Keduanya dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 3.5. Aliran sungai yang diteliti (B1-B4: Sungai Bailang; M1-M4: S. Maasing; T1-T5: S. Tondano). 
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1) Pengolahan limbah cair setempat. Untuk penilaian pengolahan 

limbah cair setempat, bangunan/rumah (permanen, semi-

permanen, dan lainnya) merupakan dasar unit sampel untuk 

merancang metode pengambilan sampel dengan asumsi bahwa 

setiap bangunan memiliki pengolahan limbah cair sendiri. 

Berdasarkan rumus untuk menghitung ukuran sampel yang 

disajikan sebelumnya, ukuran sampel dari bagian penelitian ini 

ditentukan untuk masing-masing daerah penelitian (kecamatan), 

DPS 1 (Kecamatan Molas) dan DPS 2 (Kecamatan Wenang), 

dengan tingkat kesalahan 5%, menjadi 390 bangunan/rumah, 

dari populasi masing-masing sebanyak 15.498 dan 15.848 

bangunan/rumah (Tabel 3.2). Untuk alasan praktis, maka 

masing-masing daerah penelitian hanya diambil 300 dan 304 di 

Kec. Molas dan Kec. Wenang. Namun, ukuran sampel sebanyak 

200 rumah tangga dan bangunan/rumah di masing-masing 

kecamatan dianggap cukup dalam penelitian ini (Shivakoti, 2002 

pers. comm.). 

Metode Stratified Random Sampling (Steel & Torrie, 1980) 

diterapkan dalam penelitian ini. Mengingat masing-masing 

kecamatan (DPS 1 & DPS 2) dibagi menjadi beberapa kelurahan, 

maka sampel yang ditentukan didistribusikan sesuai dengan 

metode pengambilan sampel. Ukuran sampel untuk masing-

masing daerah penelitian disajikan dalam Tabel 3.3 & 3.4. 

2) Infrastruktur dan fasilitas limbah cair. Fasilitas bangunan/ 

rumah merupakan dasar unit sampel. Daerah penelitian, ukuran 

sampel, dan metode pengambilan sampel sama dengan metode 

yang dirancang untuk penilaian pengolahan limbah cair yang 

disebutkan di atas. 

- Kajian kesadaran lingkungan masyarakat. 

Daerah penelitian DPS 1 dan DPS 2 digunakan sebagai daerah yang 

diamati untuk kesadaran masyarakat tentang aspek lingkungan. 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini didasarkan pada 

rumah tangga dan perorangan (individu) sebagai unit sampel. Untuk 

unit rumah tangga, ukuran sampel untuk DPS 1 dan DPS 2 sama 

dengan pada penilaian pengolahan limbah cair. Untuk basis 

perorangan (individu), ukuran sampel untuk DPS 1 dan DPS 2 

masing-masing sebanyak 145 dan 139 (Tabel 3.2). 

Seperti disebutkan sebelumnya, kesadaran lingkungan masyara-

kat diasumsikan terkait dengan karakteristik sosio-ekonomi. Oleh 
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karena itu, identifikasi karakteristik sosio-ekonomi masyarakat 

dilakukan sebelum mengkaji kesadaran masyarakat. Penentuan 

ukuran sampel dalam penelitian ini didasarkan pada rumah tangga 

sebagai unit sampel dan ukuran sampel sama dengan dalam aspek 

pengolahan limbah cair (Tabel 3.2). 

Metode Stratified Random Sampling juga diterapkan dalam 

penelitian ini. Distribusi sampel untuk DPS 1 dan DPS 2 ke masing-

masing daerah penelitian disajikan dalam Tabel 3.3 & 3.4. 

 

- Kajian penataan institusi. 

Penelitian ini mencakup Daerah Penelitian (DP) I. Metode pengambil-

an sampel non-acak dengan teknik purposive sampling (Sevilla et al., 

1988; Pollnac & Crawford, 2000) diterapkan dalam penelitian ini. Unit 

sampel dalam analisis ini yaitu pejabat masyarakat (Community 

Officer/CO) dan informan kunci (Key Informan/KI) (Pollnac & 

Crawford, 2000). Pollnac & Crawford (2000) mengklaim, ketika 

mereka mengamati komunitas pesisir, bahwa ukuran sampel antara 

20 dan 40 cukup untuk memberikan gambaran tentang karakteristik 

minimal masyarakat pesisir. Berdasarkan hal itu, sampel berjumlah 

35 orang dari masing-masing unit sampel diwawancarai dalam 

penelitian ini. 

 

3.3.3. Metode dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

Lima macam metode dan teknik digunakan dalam proses 

pengumpulan data. Di bawah ini, deskripsi metode dan teknik tersebut 

dijelaskan: 

1. Survei Lapangan/SL (Field Survey/FS). Survei lapangan adalah 

metode untuk mengumpulkan data dari lapangan. Metode ini 

Tabel 3.2 

Ukuran sampel untuk sampel berbasis rumah tangga, perorangan, dan 

bangunan/rumah di Daerah Penelitian Spesifik (DPS) 
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diterapkan untuk mengumpulkan informasi tentang sumber 

pembuangan dan pengolahan limbah cair setempat dan 

infrastruktur dan fasilitas limbah cair setempat. 

2. Wawancara Resmi/WR (Official Interview/OI). Metode ini berbasis 

wawancara untuk mengumpulkan data dari CO dan KI. Metode ini 

diterapkan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

Tabel 3.3 

Distribusi sampel di Kecamatan Molas (DPS 1) 
 

 
 

 
Tabel 3.4 

Distribusi sampel di Kecamatan Wenang (DPS 2) 
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penataan kelembagaan dan langkah-langkah perencanaan dan 

pengelolaan serta aspek lainnya. 

3. Pengamatan (Observation/OB). Pengukuran adalah teknik 

pengamatan untuk mengumpulkan data. Pengukuran diterapkan 

pada kajian kualitas limbah cair untuk mengukur beberapa variabel, 

yaitu konsentrasi nitrogen dan fosfat, BOD, dan faecal coliform 

untuk mengevaluasi kualitas limbah cair; dan merkuri (Hg) untuk 

mengevaluasi limbah cair yang mengandung polutan logam berat 

berbahaya. 

4. Survei Kuesioner Pribadi (Personal Questionnaire Survey/PQS). Ini 

adalah survei berbasis kuesioner yang diterapkan untuk perorang-

an (individu) dalam populasi. Metode ini diterapkan untuk 

menentukan kesadaran lingkungan masyarakat. 

5. Survei Rumah Tangga/SRT (Household Survey/HHS). Ini adalah 

survei berbasis wawancara yang diterapkan pada rumah tangga 

(basis rumah tangga/keluarga di mana wawancara yang dilakukan 

dalam keluarga yang setidaknya terdiri dari suami atau istri). 

 

3.3.4. Rancangan kuesioner 

Kuesioner digunakan sebagai salah satu instrumen survei untuk 

mengumpulkan data primer. Kuesioner dikembangkan dengan melibat-

kan orang-orang yang ahli di bidang ini. 

 

3.3.5. Rancangan wawancara 

Wawancara sebagai instrumen untuk mengumpulkan data 

primer dilakukan dalam penelitian ini. Beberapa pertanyaan terkait 

dengan topik yang dipilih dipresentasikan kepada orang-orang untuk 

mendapatkan tanggapan/jawaban yang menunjukkan pengetahuan 

mereka tentang topik tersebut. Untuk mendapatkan jawaban yang 

lengkap, maka tidak ada batasan untuk ruang lingkup pertanyaan.  

Teknik ini digunakan dalam Survei Rumah Tangga (SRT/HHS) 

dan Wawancara Resmi (WR/OI). Dalam WR/OI, untuk alasan praktis, 

untuk menyederhanakan metode ini, penulis mengadakan lokakarya di 

mana informan kunci (KI) dan pejabat masyarakat dari pemerintah 

daerah dan masyarakat diundang sebagai peserta. Selama lokakarya, 

para peserta diwawancarai mengenai pendapat mereka tentang masalah 

lingkungan secara umum dan masalah yang terkait dengan limbah cair. 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 
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Gambar 3.6 menunjukkan bagaimana penelitian ini dirancang. 

Dua jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer dikumpulkan dan diperoleh langsung dari 

lapangan sebagai sumber utama. Data sekunder dikumpulkan dan 

diperoleh dari sumber lain (misalnya grafik, laporan, statistik, undang-

 
 

Gambar 3.6. Skema rancangan penelitian (DS: data sekunder; SL: survei 

lapangan; OB: pengamatan; SKP: survei kuesioner pribadi; WR: wawancara; 

SRT: survei rumah tangga). 
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undang, pakar). Prosedur untuk mengumpulkan dan mengelompokkan 

data dilakukan sebagai berikut: 

 

3.4.1.  Pengumpulan data sekunder (SD) 

Data dan informasi sekunder (SD) dikumpulkan dari berbagai 

sumber. Untuk pengumpulan informasi yang memadai dan tepat, 

sejumlah organisasi dihubungi dan dikunjungi sebagai sumber 

informasi. Ini termasuk universitas nasional (misalnya Universitas Sam 

Ratulangi, Manado); universitas internasional (misalnya Asian Institute 

of Technology, Thailand); instansi pemerintah provinsi di Provinsi 

Sulawesi Utara; lembaga pemerintah daerah (Kota Manado dan 

Kabupaten Minahasa), termasuk pihak eksekutif dan legislatif; 

organisasi laba (perusahaan swasta); organisasi nirlaba (organisasi non-

pemerintah); dan lain-lain. Informasi dari sumber-sumber internet 

digunakan sebagai sumber informasi tambahan. 

Selain data primer yang diperlukan untuk mendapatkan data dan 

informasi dari masing-masing aspek kajian berikut ini, pengum-pulan 

data sekunder juga dilakukan: 

- Karakteristik alam: kemiringan dan ketinggian, sungai dan daerah 

pengaliran air lainnya, curah hujan sehubungan dengan musim, dll.; 

- Sumber pembuangan limbah cair: jenis sumber tertentu (point 

sources) dan sumber tidak tentu (non-point sources); 

- Kualitas buangan limbah cair: Konsentrasi BOD, fecal coliform, 

nitrogen, fosfat, dan konsentrasi merkuri; 

- Pengolahan limbah cair setempat dan sistem saluran pembuangan 

(sewerage): kondisi dan kapasitas sistem pengolahan, kondisi fasilitas 

saluran pembuangan, dll.; 

- Penataan kelembagaan: tanggung jawab pemerintah dan lembaga 

masyarakat; 

- Tindakan perencanaan dan pengelolaan: tindakan administratif, 

sosial, dan teknis, dll.; termasuk sumber pembiayaan untuk menye-

lesaikan masalah limbah cair (adanya kontribusi pajak, retribusi, dan 

subsidi). 

Pengumpulan data tidak terbatas pada variabel-variabel yang 

telah disebutkan di atas saja, tetapi juga untuk variabel lain yang 

digunakan dalam penelitian ini, jika diperlukan dan tersedia. 

 

3.4.2.  Pengumpulan data primer 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap secara berurutan: 
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- Tahap 1: Pra-Survei 

Pra-survei dilakukan sebagai kegiatan pengamatan awal untuk 

menyesuaikan semua aspek yang dirancang (misalnya lokasi pene-

litian, daerah pengambilan sampel, dan lain-lain), untuk melakukan 

pra-tes untuk kuesioner, dan untuk pengurusan perizinan. 

 

- Tahap 2: Survei Utama 

Survei ini dilakukan setelah pra-survei selesai. Berikut ini, prosedur 

pengumpulan data secara terperinci untuk pengumpulan data primer 

dijelaskan: 

(1) Kajian sumber pembuangan limbah cair. Survei lapangan (FS) 

dilakukan ke DP I untuk menginventarisir dan mengevaluasi 

sumber pembuangan limbah cair. Jenis sumber limbah cair 

diamati dan karakteristik limbah cair yang dibuang diidentifika-

si. 

(2) Kajian kualitas limbah cair. Pengamatan (OB) dilakukan untuk 

mendapatkan pengukuran variabel yang dipilih. Variabel 

tersebut, yaitu BOD, faecal coliform, nitrogen dan fosfat, dan 

merkuri. 

(3) Kajian pengolahan limbah cair setempat dan sistem saluran 

pembuangan (sewerage). Dua aspek yang diamati menggunakan 

metode survei lapangan (FS) untuk pengumpulan data, yaitu: 

• Pengolahan limbah cair setempat. Untuk pengolahan limbah 

cair rumah tangga (kakus), dua variabel digunakan, yaitu 

kondisi dan kapasitas. 

• Infrastruktur dan fasilitas limbah cair. Kondisi infrastruktur 

dan fasilitas dievaluasi. 

Kondisi dan kapasitas kedua aspek ini dijelaskan dengan menggu-

nakan kriteria yang disebutkan dalam Tabel 3.5. 

(4) Kesadaran lingkungan. Survei rumah tangga dan perorangan 

dilakukan bersama dengan Survei Rumah Tangga (SRT/HHS) dan 

Survei Kuesioner Perorangan (PQS) untuk mengumpulkan data 

dan informasi dalam kajian ini. Dua aspek yang dianalisis, yaitu: 

(1) pengetahuan lingkungan masyarakat, dan (2) sikap 

lingkungan masyarakat, yang terdiri dari keprihatinan (concern) 

dan preferensi (preference) lingkungan masyarakat. Kedua aspek 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

• Pengetahuan (knowledge) lingkungan. Pengetahuan masyara-

kat tentang lingkungan dikaji di sini. Pengetahuan lingkungan 
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masyarakat di Kec. Molas (DPS 1) dan Wenang (DPS 2) 

dijelaskan menggunakan 'derajat pengetahuan' (DK), yang 

dinilai dengan menggunakan wawancara dengan teknik 

kuesioner dalam survei rumah tangga. Survei dilakukan dalam 

basis rumah tangga di mana kepala dalam kelompok rumah 

tangga ditanyai. Dua topik, yang terdiri dari beberapa 

pertanyaan, diberikan kepada responden untuk dijawab. 

Singkatnya, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk 

mengetahui apakah masyarakat 'tahu' atau 'tidak tahu' 

jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Jumlah jawaban 

'tahu' kemudian dihitung untuk menggambarkan DK. Topik 

pertama, yaitu pengetahuan tentang masalah umum tentang 

lingkungan dan polusi, terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu (1) 

terminologi 'lingkungan' dan 'polusi', (2) polusi di daerah 

pantai, (3) zat beracun menyebabkan polusi, dan (4) mengapa 

toilet harus digunakan. Topik kedua, yaitu pengetahuan 

tentang masalah lingkungan yang terkait dengan limbah cair, 

terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu (1) polusi air minum karena 

pembuangan limbah cair, (2) pembuangan limbah cair dapat 

menyebabkan penyakit, dan (3) beberapa penyakit (misalnya: 

diare) disebabkan oleh limbah cair dari toilet. Hasil dari setiap 

pertanyaan dideskripsikan sebagai persentase dan nilai agregat 

(nilai rerata dari semua pertanyaan) untuk setiap topik 

dihitung. Derajat pengetahuan (DK) dari masing-masing topik 

diukur berdasarkan persentase rerata dari nilai agregat yang 

diperoleh. 

• Keprihatinan (concern) lingkungan. Keprihatinan lingkungan 

masyarakat difokuskan pada dua topik, yaitu (a) keprihatinan 

(concern) masyarakat tentang kondisi dan dampak lingkungan 

secara umum, dan (b) keprihatinan (concern) masyarakat 

tentang kondisi lingkungan dan dampak yang terkait dengan 

pembuangan limbah cair. Enam pertanyaan disusun untuk 

topik pertama (poin a), yaitu: (1) pembuangan limbah padat, (2) 

pembuangan limbah beracun, (3) kondisi kesehatan 

masyarakat, (4) kondisi lingkungan setempat, (5) polusi udara 

lokal, dan (6) kerusakan lingkungan di daerah pesisir. Enam 

pertanyaan disusun untuk topik kedua (butir b), yaitu: (1) 

polusi air minum lokal, (2) polusi di daerah pesisir, (3) kondisi 

dan fasilitas toilet, (4) kondisi dan fasilitas saluran limbah cair, 

(5) limbah cair menyebabkan penyakit, dan (6) polusi yang 

disebabkan oleh pembuangan limbah cair. Aspek ini disajikan 
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secara perorangan, yang berarti bahwa pertanyaan diberikan 

kepada responden secara langsung. Tingkat kepri-hatinan, 

yang digambarkan dalam 5 tingkatan (yaitu: 'sangat prihatin', 

'prihatin', 'agak prihatin', 'kurang prihatin', dan 'tidak 

prihatin'), dihitung sebagai persentase jawaban respon-den. 

Nilai agregat (nilai rerata dari persentase pertanyaan) dari 

setiap topik dihitung. 

• Preferensi masyarakat. Preferensi masyarakat difokuskan pada 

3 topik, yaitu (1) terkait dengan tanggung jawab pemerintah, 

(2) terkait dengan tanggung jawab masyarakat, dan (3) terkait 

dengan tanggung jawab semua pihak. Topik pertama 

difokuskan pada 2 pertanyaan, yaitu (1) pemerintah 

merupakan satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab 

untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pengelola-an 

limbah cair, dan (2) tidak ada dana yang harus dikumpulkan 

dari masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan dan 

pengelolaan limbah cair. Topik kedua difo-kuskan pada 2 

pertanyaan, yaitu (1) masyarakat merupakan satu-satunya 

pihak yang memiliki tanggung jawab untuk peningkatan 

kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah cair, dan (2) dana 

harus dikumpulkan dari masyarakat untuk peningkatan 

kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah cair. Topik ketiga 

difokuskan pada 3 pertanyaan, yaitu (1) semua pihak harus 

memiliki tanggung jawab untuk pening-katan kualitas 

lingkungan dan pengelolaan limbah cair, dan (2) dana dapat 

dikumpulkan dari masyarakat dan pihak lain, dan (3) 

pemerintah harus memperbaiki kondisi lingkungan dan 

fasilitas pengolahan limbah cair. Penelitian ini dilakukan 

dalam dua kelompok basis, yaitu basis rumah tangga dan basis 

perorangan (pribadi). Tingkat preferensi dihitung sebagai 

persentase jawaban responden. Nilai agregat dari masing-

masing topik kemudian dihitung. 

(5) Penataan kelembagaan. Untuk aspek ini, data tentang struktur, 

peran dan tanggung jawab, dan koordinasi lembaga/institusi 

pemerintah dan masyarakat dikumpulkan untuk dikaji. 
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Tabel 3.5 

Kriteria penilaian kondisi dan kapasitas kakus (septic tank) dan kondisi infrastruktur/fasilitas 
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3.5.  Proses dan Analisis Data 

3.5.1.  Jenis variabel dan tingkat pengukuran 

Variabel dalam penelitian ini memiliki dua jenis, seperti variabel 

numerik dan kategori. Variabel numerik termasuk konsentrasi BOD, 

fecal coliform, konsentrasi nitrogen dan fosfat, dan konsentrasi total 

merkuri (kualitas aspek limbah cair); sedangkan variabel kategori 

meliputi kondisi dan kapasitas pengolahan limbah cair, infrastruktur 

limbah cair dan kondisi fasilitas (komponen sistem saluran pembuang-

an); tingkat keprihatinan lingkungan tentang masalah lingkungan 

secara umum, tingkat keprihatinan lingkungan tentang masalah yang 

disebabkan oleh limbah cair; tingkat pengetahuan lingkungan; 

pendapatan rumah tangga; dan dana yang dikumpulkan masyarakat 

(sumber aspek pendanaan). 

Penelitian ini menggunakan rerata, frekuensi, jumlah, dan 

persentase untuk menganalisis variabel penelitian berikut ini: tingkat 

BOD, faecal coliform, konsentrasi nitrogen dan fosfat, dan konsentrasi 

total merkuri; kondisi dan kapasitas pengolahan limbah cair, infra-

struktur limbah cair dan kondisi fasilitas. Untuk membuat data studi 

kesadaran lingkungan lebih bermakna, data dikelompokkan untuk 

menghitung persentase sesuai dengan topik pertanyaan.  

 

3.5.2. Analisis Statistika 

Dua jenis Analisis Statistika (Uji Statistika) diterapkan dalam 

penelitian ini, yaitu parametrik (analisis kuantitatif) dan non-parametrik 

(analisis kualitatif). Analisis Sidik Ragam (Analysis of Varians/ANOVA) 

digunakan untuk membandingkan lebih dari satu variabel, yang 

memiliki data terdistribusi normal (Fowler & Cohen, 1990). Analisis 

Statistika ini diterapkan pada data kualitas limbah cair. Chi-square Test 

(Steel & Torrie, 1980) diterapkan untuk menganalisis signifikansi hasil. 

Untuk menghitung semua data, program komputer Minitab® digunakan 

untuk parametrik dan SPSS® untuk analisis data non-parametrik. 
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4.    KARAKTERISTIK ALAM DAN ASPEK 
SOSIO-EKONOMI 

 

 

 

Bab ini menyajikan gambaran umum singkat tentang Kota Manado, 

khususnya tentang komponen yang diteliti, yaitu karakteristik alam 

(topografi, kemiringan, penggunaan lahan, iklim, daerah pantai dan laut, 

dan lahan pertanian) dan parameter sosial-ekonomi (populasi, 

pendidikan, pekerjaan, agama, dan etnis dari aspek sosial, dan 

pendapatan dari aspek ekonomi). Data yang digunakan sebagian besar 

diambil pada tahun 2001 sampai dengan 2003 (ketika jumlah 

kecamatan telah berubah dari 5 menjadi 9). Data tersebut diperoleh dari 

survei lapangan sosial ekonomi rumah tangga dan referensi yang 

relevan. 

 

4.1.  Karakteristik alam 

Kota Manado terletak di Pantai Barat Semenanjung Minahasa di 

bagian Utara Pulau Sulawesi, yang secara geografis terletak di 1o30'-

1o40' LU dan 124o40'-124o 50' BT (Gambar. 4.1). Kota ini terletak tepat 

di sebelah pantai membentuk tepi laut (water-front) sepanjang 58,7 km 

dari garis pantai ke Teluk Manado. Luas total wilayah kota adalah 

sekitar 16.061,08 ha (0,57% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara). 

 

4.1.1. Topografi, penggunaan lahan, dan iklim 

Ketinggian topografi daratan di daerah ini yaitu dari 10-650 m 

DPL (di atas permukaan laut) dengan berbagai jenis lanskap mulai dari 

dataran rendah (lereng), bergelombang, berbukit, hingga bergunung 

(Gambar 4.2). Kemiringan lahan berkisar 0 hingga >40% (Gambar. 4.3). 

Dari jumlah ini, 12.296,50 ha (76,56%) memiliki kemiringan 0-8% dan 

179,01 ha (1,11%) memiliki kemiringan >40% (Tabel 4.1). Topografi 

Kecamatan Molas sebagian besar berlereng dan berbukit, sedangkan 

Kecamatan Wenang sebagian besar berlereng dan bergelombang 

(BPSKM, 2003). 

Ciri-ciri geomorfologis dari daerah tersebut memengaruhi 

penggunaan lahan, karena hanya tanah datar dengan kemiringan 0-8% 

(hanya 76,56%) yang cocok untuk pemukiman yang layak (perumahan, 

kegiatan komersial, dan lainnya). Oleh karena itu, perkembangan 

pemukiman terdistribusi secara sembarang (haphazardly), mengikuti
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Gambar 4.1. Wilayah Kota Manado 
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Gambar 4.2. Kondisi topografi Kota Manado 
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Gambar 4.3. Gradien kemiringan wilayah Kota Manado 
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karakteristik alam (topografi dan lereng), dan sebagian besar terdistri-

busi dan terkonsentrasi di sepanjang garis pantai. Penggunaan lahan 

kota pada tahun 1999 diklasifikasikan ke dalam 15 kategori (Tabel 4.2). 

Tiga kategori penggunaan lahan terbesar yaitu lahan pertanian 

campuran (69,82%), perumahan/pemukiman (18,38%), dan hutan 

sekunder (2,56%). Di pantai bagian Utara, ada hutan bakau dengan luas 

total 1,74 km2 (1,09%). Wilayah sungai dan kanal diperkirakan 

menutupi 0,77 km2 (0,48%) (Gambar 4.4). 

Kota Manado dilintasi oleh sungai dan kanal (Gambar 4.5). Enam 

dari 21 sungai yang mengalir ke Teluk Manado (Sungai Bailang, S. 

Maasing, S. Malalayang, S. Sario, S. Tondano, dan S. Wusa/S. Paniki) 

melintasi  kota dengan  lebar, panjang, dan kedalaman yang bervariasi. 

Tabel 4.1 

Luas daerah Kota Manado didasarkan pada kemiringan lahan 
 

 
 

 
Tabel 4.2 

Klasifikasi penggunaan lahan di Kota Manado pada tahun 1999 
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Gambar 4.4. Klasifikasi penggunaan lahan di Kota Manado 
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Gambar 4.5. Kondisi hidrologi Kota Manado 
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Daerah tangkapan air dari sungai dan anak-anak sungainya 

sebagian besar digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, misalnya 

pertanian, perumahan, dan kegiatan komersial (Tabel 4.3). Hal ini 

menyebabkan sungai menjadi lebih sempit karena kegiatan seperti itu 

berkembang dan membutuhkan lebih banyak ruang. Selain itu, sungai 

dan kanal merupakan komponen penting dari drainase air dan limbah 

cair. 

Tabel 4.3 

Sungai dan penggunaan lahan yang dominan di sepanjang 
daerah aliran sungai 
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Sumber air yang mengalir melalui sungai, kecuali S. Maasing, 

berasal dari daerah dataran tinggi, yaitu dari 3 gunung vulkanik (G. 

Klabat, G. Lokon, dan G. Mahawu) dan daerah aliran sungai (DAS) 

Tondano dengan Danau Tondano. Mayoritas wilayah kota (29,2 km2) 

merupakan bagian dari DAS ini. Jumlah orang/rumah tangga yang 

bermukim di dalam DAS ini ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Daerah aliran sungai (DAS) Tondano membentang di daerah 

seluas 510,0 km2 dari ketinggian 680 m DPL di Danau Tondano (meliputi 

area 46,8 km2), turun secara bertahap ke arah Timur Laut ke Teluk 

Manado melalui Sungai Tondano sebagai sungai terlebar dan terluas 

dengan jumlah air tertinggi (Gambar 4.6). Selama tahun 1985-1995, 

 
 

Gambar 4.6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan 

Wilayah Kota Manado 
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debit air bulanan dari Danau Tondano melalui Sungai Tondano berkisar 

antara 5 hingga 22 m3/detik dan rerata tahunan adalah 14-17 m3/detik. 

Pada tahun 1999, debit rerata tahunan sekitar 15 m3/detik dengan 

maksimum dan minimum sekitar 16 m3/detik pada bulan Januari dan 

13 m3/detik pada bulan September (JICA, 2000). 

Wilayah Kota Manado dipengaruhi oleh iklim tropis dengan dua 

musim yang berbeda, yaitu musim kemarau (Mei hingga Oktober) dan 

musim hujan (November hingga April). Informasi yang dikumpulkan dari 

Stasiun Meteorologi & Geofisika, Kayuwatu, Manado, menunjuk-kan 

bahwa curah hujan tahunan sekitar 2.000-2.400 mm dengan rerata 

bulanan 250,8 mm dan maksimum dan minimum 407 mm (Januari) dan 

75 mm (Agustus) selama 1991-2000. Jumlah hari hujan sebesar 90-120 

hari. Kelembaban bervariasi dari tahun ke tahun; kelembaban rerata 

pada tahun 1997, 1998, dan 1999, berturut-turut sebesar 77,08, 86,17, 

dan 85,40%. Rerata suhu tahunan (1994-2000) berkisar 26,11 oC 

dengan maksimum dan minimum masing-masing 26,8 dan 25,4 oC 

(Gambar 4.7). Pada tahun 2003, suhu tahunan pada siang hari setinggi 

29,4 hingga 32,2 oC dan pada malam hari setinggi 21,6 hingga 23,2 oC. 

Suhu udara maksimum terjadi pada bulan September (32,2 oC) dan 

minimum pada bulan September-Oktober (21,6 oC) (BPSKM, 2003). 

4.1.2. Daerah pesisir dan laut 

 
 

Gambar 4.7. Curah hujan rerata tahunan (1991-2000) dan 

suhu (1994-2000) 
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Di daerah perairan laut, terletak Taman Nasional Bunaken (TNB) 

yang terkenal di dunia; taman ini dinyatakan sebagai taman laut 

nasional dalam Keputusan Nomor 730/KPTS-II dari Departemen 

Kehutanan Indonesia pada tahun 1991. Taman laut ini mencakup 

790,56 km2 lahan pantai dan perairan laut yang terdiri dari dua bagian; 

di bagian Utara meliputi 5 pulau (Pulau Bunaken, P. Manado Tua, P. 

Siladen, P. Mantehage, dan P. Nain), dan di bagian Selatan mencakup 

garis pantai di sepanjang Pulau Sulawesi bagian Utara, yaitu seluas 

169,06 km2 (Gambar 4.8). Daerah ini sangat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai tempat kegiatan pariwisata (snorkeling dan menyelam), karena 

 
 

Gambar 4.8. Wilayah Taman Nasional Bunaken (TNB) 
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memiliki terumbu karang yang luas dan keaneka-ragaman hayati laut 

yang tinggi. Pulau-pulau (terutama Pulau Nain) memiliki potensi untuk 

budidaya rumput laut dan perikanan artisanal. Pada tahun 1996, 

produksi perikanan berkisar 6.181,9 ton (DPPSU, 1994). Beberapa 

bagian dari wilayah TNB (termasuk P. Bunaken, P. Manado Tua, dan P. 

Siladen) secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Manado dan 

yang lainnya berada dalam wilayah Kabupa-ten Minahasa. 

 

4.2. Klasifikasi kota 

Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, 

Indonesia. Kota ini diklasifikasikan sebagai kota berkembang berukur-

an sedang yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan. Kota ini 

terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu perkotaan, perkotaan-pedesaan 

(perkotaan campuran dengan pedesaan), dan daerah pedesaan. Klasifi-

kasi ini didasarkan pada kepadatan penduduk, persentase rumah 

tangga yang bekerja di pertanian, dan akses ke fasilitas publik yang 

dianggap perkotaan (BPSPSU, 2001). Sebelum tahun 1999, kota ini 

belum memiliki aglomerasi kota besar tetapi memiliki distribusi 

penduduk di tingkat kota dan menunjukkan potensi untuk menjadi kota 

dengan wilayah perkotaan yang berkembang. Oleh karena itu, kota ini 

ditetapkan sebagai kota setelah tahun 1999 di bawah Undang-Undang 

Nomor 22, sedangkan sebelumnya disebut sebagai kotamadya. Untu 

dikategorikan sebagai suatu kota, seperti yang didefinisikan oleh 

Cappon (1990 dalam Haughton & Hunter, 1994), biasanya membu-

tuhkan setidaknya 10.000 penduduk. Namun, luas lahan pertanian 

dalam batas Kota Manado pada tahun 2000 yaitu sebesar 12.197,19 ha 

(Tabel 4.4). 

Sebelum tahun 2001, kota ini secara administratif terdiri dari 5 

kecamatan (Molas, Wenang, Mapanget, Sario, Malalayang, dan Wanea) 

dan 68 kelurahan. Setelah tahun 2001, terdiri dari 9 kecamatan dan 87 

kelurahan. Sembilan kecamatan tersebut ialah Bunaken, Malalayang, 

Mapanget, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. 

Distribusi kecamatan di kota ditunjukkan pada Gambar 4.9 di mana 

Kec. Molas dibagi menjadi 3 kecamatan (yaitu Tuminting, Bunaken, dan 

Singkil), sedangkan Kec. Wenang dibagi menjadi 2 kecamatan (yaitu 

Wenang dan Tikala). Selain itu, kecamatan yang termasuk daerah 

pedesaan ialah Malalayang dan Mapanget. 

 

4.3. Aspek Sosio-ekonomi 

Aspek sosio-ekonomi dianggap berkaitan erat dengan produksi 

dan pengelolaan limbah cair, karena sejumlah besar orang dapat 
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menghasilkan sejumlah besar limbah cair; juga status ekonomi dan 

sosial (pekerjaan) yang rendah dari masyarakat dapat memengaruhi 

langkah-langkah pengelolaan lingkungan. 

4.3.1. Aspek sosial 

a. Penduduk 

Pada tahun 1990, jumlah penduduk Kota Manado berkisar 

320.600 jiwa dan pada tahun 2000 berkisar 418.000 jiwa dengan 81.892 

rumah tangga. Tingkat pertumbuhan penduduk selama 10 tahun 

terakhir (1990-2000) yaitu sebesar 3,40% per tahun. Kepadatan 

penduduk pada tahun 1998 berkisar 2.637,63 jiwa per km2 yang terdiri 

dari 15,15% dari total penduduk Provinsi Sulawesi Utara (BPSPSU, 

1998) dan 2.584 jiwa per km2 pada tahun 2003 (BPSKM, 2003). Jumlah 

penduduk Kota Manado telah meningkat menjadi 419.688 jiwa pada 

tahun 2003; terdistribusi ke kecamatan dan kelurahan seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.5. 

Pada tahun 2000, rasio antara pria dan wanita untuk seluruh 

penduduk sebesar 1,01:1; di daerah perkotaan sebesar 1,01:1, 

sedangkan di daerah pedesaan sebesar 1,07:1. Rasio antara penduduk 

yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan sebesar 12,96:1. 

Distribusi orang-orang dari kelompok usia 20-60 tahun dan >60 tahun  

di  daerah  perkotaan  masing-masing  sebesar  58,86  dan 

Tabel 4.4 

Lahan pertanian di Kota Manado tahun 2000 
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Gambar 4.9. Wilayah administrasi Kota Manado dengan 9 kecamatan 
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5,83%; di daerah pedesaan masing-masing sebesar 56,81 dan 6,00%; 

dan untuk keseluruhan penduduk masing-masing sebesar 58,72 dan 

5,84%. Dengan demikian distribusi orang berdasarkan usia berbeda 

sangat sedikit antara di daerah pedesaan dan perkotaan. Rasio antara 

pria dan wanita dalam kelompok umur 20-60 tahun di daerah perkotaan 

sebesat 1,01:1, di daerah pedesaan sebesar 1,05:1, dan untuk 

keseluruhan sebesar 1,01:1. Di sisi lain, kelompok usia >60 tahun 

menunjukkan rasio yang lebih tinggi untuk perempuan dari pada laki-

laki di daerah perkotaan dan pedesaan; demikian pula halnya secara 

keseluruhan (masing-masing 1:1,17, 1:1,18, dan 1:1,17) (BPSPSU, 

2001). Di Kecamatan Wenang, penduduk berusia 20-60 dan >60 tahun 

sebesar 68,1 dan 17,4%, sementara di Kecamatan Molas masing-masing 

sebesar 79,7 dan 16,0% (Tabel 4.6). 

 

b. Pendidikan 

Pada tahun 1999, terdapat 365.988 jiwa penduduk Kota Manado 

berpendidikan dasar hingga universitas pascasarjana (Tabel 4.7). Ada 

sejumlah orang pada usia 10 tahun (867 jiwa) yang belum memperoleh 

pendidikan apa pun. Biasanya, usia memasuki sekolah dasar ialah 6 

tahun. Jumlah tertinggi berada di tingkat sekolah menengah (134.061 

jiwa). Dari survei sosio-ekonomi rumah tangga (kepala keluarga sebagai 

responden) di daerah penelitian Kecamatan Molas dengan 304 

responden dan kecamatan Wenang dengan 300 responden pada dua 

kelompok umur 20-60 dan >60 tahun menunjukkan, bahwa masih 

Tabel 4.5 

Kepadatan penduduk Kota Manado tahun 2003 
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ditemukan sejumlah orang (masing-masing 2,6 dan 13,3%) yang hanya 

sampai pendidikan dasar. Pada umumnya orang mencapai tingkat 

sekolah menengah (masing-masing 61,5 dan 53,7% untuk Kecamatan 

Molas dan Wenang), sedangkan untuk universitas masing-masing 

sebesar 27,3 dan 13,7% (Tabel 4.6). Dengan demikian, pada umumnya, 

tingkat pendidikan di kedua kecamatan berada pada pendidikan 

menengah. 

 

c. Pekerjaan 

Pada tahun 2003, sekitar 344.251 jiwa berada dalam usia kerja 

(>15 tahun). Namun, hanya sebanyak 157.654 jiwa (45,80%) dari 

mereka yang bekerja (sedikitnya bekerja secara terus-menerus selama 1 

jam per hari) dengan rincian 31,10% berada di sektor jasa, 30,06% di 

sektor perdagangan, 12,96% di sektor konstruksi, dan 10,86% di sektor 

Tabel 4.6 

Parameter (%) sosio-ekonomi dalam survei rumah tangga (SRT) 
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transportasi dan komunikasi (BPSKM, 2003). Pada tahun 2000, hanya 

berkisar 36.204 jiwa yang menganggur (Mokat, 2003). Di Kecamatan 

Wenang dan Molas, sebagian besar orang bekerja di sektor swasta 

(masing-masing 70,7 dan 74,7%) dan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 

di kantor pemerintah (masing-masing 26,0 dan 21,7%) (Tabel 4.6). 

 

d. Agama dan etnis 

Semua orang di Indonesia harus memiliki agama mereka sendiri. 

Ada 5 agama resmi di Indonesia di mana semuanya ada di Kota Manado, 

yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Tabel 

4.8 menunjukkan jumlah orang menurut kecamatan dan agama. 

Pada tahun 2000, ada 9 kelompok etnis yang tercatat di Manado, 

yang tersebar di 5 kecamatan. Kelompok etnis itu ialah Minahasa, 

Sangir, Gorontalo, Jawa, Bolaang Mongondow, Bantik, Ambon, Tonsea, 

dan lainnya; yang ‘lainnya' sebagian besar dapat dikategorikan sebagai 

etnis Tionghoa. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan etnis pada 

tahun 2000, yaitu Minahasa (141.586 jiwa) dan Gorontalo (63.234 jiwa) 

memiliki populasi tertinggi pertama dan kedua, sedangkan Bantik 

(4.125 jiwa) dan Ambon (4.200 jiwa) memiliki populasi terendah pertama 

dan kedua. Namun, sebanyak 43.861 jiwa dikategorikan sebagai 

kelompok etnis lain. 

 

 

 

Tabel 4.7 

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di 

Kota Manado tahun 1999 
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4.3.2. Aspek ekonomi 

Secara umum, kegiatan ekonomi di Kota Manado mengalami 

peningkatan, yang ditunjukkan oleh peningkatan pesat dalam hal 

jumlah bangunan komersial (hotel, restoran, mal, dan lainnya) dan 

kegiatan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi rerata kota berkitar 22,57% 

selama periode 1995-2000 (BPSKM, 2000). Sektor pertanian, industri 

manufaktur, hotel, dan restoran, tumbuh pada tingkat yang stabil dan 

signifikan. Peningkatan jumlah industri mengikuti pening-katan 

produksi pertanian. 

Pariwisata adalah salah satu aset kota ini untuk dikembangkan 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada periode 1995-

2000, pariwisata tumbuh rerata sebesar 16,15% per tahun untuk 

wisatawan internasional dengan 349.028 orang, dan 42% per tahun 

untuk wisatawan domestik dengan 1.714.454 orang. Meskipun jumlah 

wisatawan menurun pada tahun 1997 karena krisis ekonomi, pariwi-

sata domestik meningkat 22,55% pada akhir tahun 2000. 

Taman Nasional Bunaken (TNB) merupakan salah satu aset yang 

menjanjikan untuk pengembangan tujuan wisata (BPSPSU, 1999) (Tabel 

4.9). Namun, peningkatan kegiatan ekonomi secara umum, yang diikuti 

oleh pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata (hotel, 

restoran, cottage), dapat mengancam ekosistem lingkungan laut pesisir, 

karena kegiatan ini menghasilkan sejumlah besar limbah cair, terutama 

karena sebagian besar infrastruktur dibangun dekat dan atau berada di 

pantai. 

Tabel 4.8 

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama dan kecamatan di Kota 

Manado tahun 2003 
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Kegiatan ekonomi yang tumbuh dapat meningkatkan PAD Kota 

Manado. Secara umum, pendapatan tahunan per kapita Kota Manado 

selama periode 1993-1997 menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dari Rp. 1.615.241 hingga Rp. 1.940.146 (BPSPSU, 1997), sedangkan 

pada tahun 2001 sebesar Rp. 1,824,310. Tingkat pertumbuhan 

pendapatan sebesar 1,80% per tahun (BPSPSU, 2001). Namun, ini tidak 

cukup untuk mendukung kehidupan sehari-hari rumah tangga, karena 

sebanyak 22.515 rumah tangga (27,49%) dikategorikan miskin pada 

tahun 2000 (Mokat, 2003). Untuk Kecamatan Molas dan Wenang 

(masing-masing dengan 304 dan 300 responden), proporsi rumah tangga 

dengan pendapatan di bawah Rp1 juta cukup tinggi (masing-masing 

65,5 dan 68,7%) dan di atas Rp1 juta berada pada tingkat rendah 

(masing-masing 16,2 dan 15,6%) (Tabel 4.6). Penghasilan masyarakat 

tersebut berasal dari pekerjaan mereka di perusahaan swasta (kegiatan 

ekonomi skala kecil), seperti toko kecil dan sektor non-formal lainnya, 

atau dari pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri pada pemerintahan 

daerah. 

Jumlah perusahaan industri kecil di kota Manado dalam lima 

tahun terakhir meningkat 5,9% per tahun; demikian pula halnya dengan 

produksinya. Pada tahun 2000, jumlah perusahaan (dan produksi) 

sebanyak 3.909 (Rp175.227 miliar) yang terdiri dari 1.315 (Rp99.089 

miliar) yang bekerja di industri kimia dan agro-industri, dan 2.594 

(Rp76.138 miliar) bekerja di logam, mesin, elektronik, dan industri 

umum; sementara pada 1995, jumlahnya sebanyak 2.939 (Rp133.380 

miliar). 

 

 

Tabel 4.9 

Jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Bunaken 
pada tahun 2001-2005 
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4.4. Ringkasan 

Kota Manado merupakan kota berkembang sedang yang terdiri 

dari daerah perkotaan, pedesaan, dan campuran perkotaan-pedesaan; 

terletak dekat dan membentuk water-front terhadap Teluk Manado. 

Daerah kota ini memiliki karakteristik alam, yang terdiri dari berbagai 

fitur geomorfologi dengan beberapa sungai melintasi kota dari daerah 

dataran tinggi ke Teluk Manado. Kondisi ini menyebabkan kota ini 

kekurangan lahan untuk pemukiman. Oleh karena itu, pengembangan 

pemukiman terdistribusi secara sembarangan di sepanjang garis pantai 

Teluk Manado. Sebaliknya, 5 pulau kecil (2 di antaranya berada di Teluk 

Manado) memiliki produktivitas sumber daya laut yang tinggi. 

Secara umum, kegiatan ekonomi kota meningkat sebagaimana 

ditunjukkan oleh peningkatan pesat dalam jumlah bangunan komersial 

dan kegiatan pariwisata. Tetapi, tampaknya, kota ini menghadapi 

masalah karena peningkatan populasi yang cepat dengan heterogenitas 

agama dan etnis yang tinggi, aspek sosio-ekonomi karena pengangguran 

dengan pendapatan rumah tangga dan perorangan yang rendah. Oleh 

karena itu, karena karakteristik alam dan kondisi sosial ekonomi seperti 

itu, kota ini menjadi tantangan bagi pengelolaan limbah cair terpadu. 
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5.    ASPEK LIMBAH CAIR 
 

 

 

Bab ini menyajikan kondisi lingkungan perkotaan pesisir Kota Manado 

terkait dengan pembuangan limbah cair dan masalah yang terkait 

dengan hal ini. Di sini, dijelaskan bagaimana pembuangan limbah cair 

dari sumber sampai ke daerah penerima, termasuk implikasi dan 

dampak yang timbul dari pembuangan tersebut. 

 

5.1.  Sumber Limbah Cair 

Limbah cair dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Sumber-

sumber ini ditemukan di seluruh kota. Dua jenis sumber diidentifikasi 

di kota, yaitu, sumber tertentu (point sources), termasuk bangunan 

tempat tinggal, rumah sakit, hotel dan restoran, terminal bus, pasar, 

industri, tempat pembuangan sampah, akuakultur; dan sumber tidak 

tentu (non-point sources), termasuk kegiatan budidaya perikanan, air 

limpasan, dan limbah cair yang bersumber di luar kota Manado. 

 

5.1.1.  Sumber tertentu (point sources) 

Berbagai jenis sumber tertentu (point sources) limbah cair terletak 

di kota Manado, dari satu unit kecil hingga fasilitas kota yang besar. 

Selain kegiatan rumah tangga dari bangunan tempat tinggal, setidaknya 

7 titik sumber signifikan telah diidentifikasi di kota yang dekat dengan 

garis pantai (jarak ± 1 km), yaitu terminal bus trans-kota, rumah sakit, 

pasar tradisional, pusat perbelanjaan; dan 4 titik di bagian dalam kota 

yang dapat menghasilkan limbah cair, yaitu terminal bus kota dan pasar 

tradisional. Setiap sumber menghasilkan jenis zat tertentu yang 

terkandung di dalam limbah cair yang dapat menyebabkan polusi. Oleh 

karena itu, titik-titik tersebut dianggap sebagai sumber polusi yang 

signifikan di Kota Manado. Jumlah titik sumber dan lokasinya di kota 

disajikan dalam Tabel 5.1. Di bawah ini, beberapa titik sumber tertentu 

tersebut di atas, yang harus diperhi-tungkan dalam pengelolaan limbah 

cair karena menghasilkan limbah cair: 

 

a. Bangunan tempat tinggal 

Di Kota Manado, bangunan tempat tinggal dianggap sebagai 

sumber utama limbah cair karena satu unit dapat menghasilkan limbah 

cair dari kegiatan rumah tangga; kegiatan dapur dan kamar mandi 

menghasilkan grey-water, dan toilet dengan kakus (septic tank) 
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menghasilkan black-water. Jumlah limbah cair yang dihasilkan dari unit 

rumah tergantung pada jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah 

tersebut di mana setiap jiwa mengkonsumsi air untuk kegiatan sehari-

hari, karenanya menghasilkan limbah cair. Berdasarkan statistik tahun 

2000, di Lokasi Penelitian Kecamatan Molas dan Wenang, jumlah 

bangunan tempat tinggal masing-masing sebanyak 15.498 unit (dari 

29.025 rumah tangga dengan 105.785 jiwa) dan 15.848 unit (dari 21.337 

rumah tangga dengan 89.424 jiwa). 

 

b. Bangunan perkantoran 

Beberapa bangunan dapat diklasifikasikan sebagai bangunan 

perkantoran, seperti kantor, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Karena 

aktivitas manusia terjadi di bangunan tersebut (misalnya: toilet), maka 

bangunan tersebut dapat dianggap sebagai sumber limbah cair, seperti 

halnya rumah tempat tinggal. Semua bangunan perkantoran di kota ini 

memiliki sistem pembuangan limbah cair setempat (on-site system) 

dalam bentuk toilet dengan kakus. Namun, kebanyakan dari mereka 

memiliki standar pemeliharaan yang buruk. 

 

 

Tabel 5.1 

Jumlah dan spesifikasi sumber limbah cair di Kota Manado tahun 2004 
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c. Rumah Sakit 

Rumah sakit dianggap sebagai sumber penting limbah cair dan 

dapat menyebabkan polusi dari kegiatan perawatan klinis dan 

kesehatan. Sebagai fasilitas publik, rumah sakit menghasilkan limbah 

cair yang dapat mengandung patogen, karenanya membahayakan 

lingkungan di mana saluran limbah cair dari bangunan ini sebagian 

besar saling berhubungan dengan kanal dan sungai kota. Oleh karena 

itu, setiap rumah sakit harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan 

limbah cair (IPLC) untuk mengolah semua limbah cair yang dihasilkan 

sebelum dibuang ke lingkungan. Dari survei yang dilakukan untuk 

penelitian ini ditemukan, bahwa meskipun sebagian besar rumah sakit 

di Kota Manado memiliki IPLC, namun sebagian besar fasilitas ini berada 

dalam kondisi yang tidak baik atau tidak berfungsi. 

 

d. Hotel dan restoran 

Hotel mirip dengan bangunan tempat tinggal dalam hal 

menghasilkan limbah cair, sebagian besar dari toilet dan dapur, dan juga 

pembuangan sisa-sisa dapur dari restoran. Semua hotel di kota ini 

memiliki kakus untuk mengolah limbah cair dari toilet, tetapi dapur 

sebagian besar tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah cair dan 

saluran tersebut saling berhubungan dengan saluran pembuangan kota. 

Selain itu, beberapa hotel dan restoran terletak sangat dekat dengan 

pantai dan saluran pembuangan grey-water mereka terhubung langsung 

ke wilayah pesisir laut. 

 

e. Terminal bus 

Kawasan terminal bus harus dianggap sebagai sumber limbah 

cair yang signifikan karena di kawasan tersebut biasanya dikombinasi-

kan dengan infrastruktur (misalnya restoran dan toilet umum) yang 

menghasilkan limbah cair, selain limbah padat (sampah). Semua termi-

nal bus kota tidak memiliki pengolahan limbah cair untuk pembuang-

an grey-water. 

 

f. Tempat pembuangan sampah 

Tempat pembuangan limbah padat (sampah) dapat menghasil-

kan limbah cair karena tempat ini terletak di lapangan terbuka. Satu-

satunya tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Kota Manado ialah 

TPA Sumompo. Fasilitas ini telah digunakan sejak tahun 1971; tidak 

memiliki peralatan teknologi tinggi untuk menangani limbah padat atau 

limbah cair, kecuali insinerator umum untuk membakar sampah. 
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g. Pasar 

Kawasan pasar, terutama pasar tradisional, dapat menghasilkan 

limbah padat dan cair. Dari pengamatan survei lapangan dalam 

penelitian ini, limbah sayuran dan produk lainnya dibuang di tempat 

terbuka di tempat-tempat sementara di dalam kawasan pasar dan sering 

tetap berada di sana untuk waktu lama sebelum diangkut ke tempat 

pembuangan akhir sampah. Namun, ada sejumlah besar sampah, yang 

tidak dimuat ke TPA (Tabel 5.2). Praktik ini dapat menghasilkan limbah 

cair. 

h. Industri skala kecil 

Industri di Kota Manado sebagian besar berskala kecil, misalnya 

produksi minyak kelapa, rumah pemotongan hewan, dan pabrik tepung 

terigu. Kegiatan ini dianggap sebagai titik sumber limbah cair, karena 

menghasilkan limbah cair sebagai produk sampingan selama operasi 

normal mereka, seperti minyak, darah hewan, dll. 

 

i. Kegiatan akuakultur 

Sungai (S. Tondano dan S. Bailang) digunakan secara intensif 

untuk kegiatan budidaya perikanan menggunakan sistem jaring apung. 

Selain sumber pakan alami yang terkandung dalam air sungai yang 

mengalir, ikan-ikan yang dipelihara diberi pakan tambahan yang terbuat 

dari bahan organik. Ini berarti, bahwa ada sejumlah pakan yang tidak 

dikonsumsi oleh ikan yang dipelihara. Oleh karena itu, kegiatan ini 

dianggap sebagai sumber limbah cair di mana makanan yang tidak 

dikonsumsi akan terdegradasi dan berkontribusi terhadap keberadaan 

bahan organik di air sungai. Namun, tidak ada informasi tentang jumlah 

jaring apung atau jumlah persis pakan yang diberikan. 

 

Tabel 5.2 

Produksi dan persentase limbah padat dari pasar di Manado 
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5.1.2.  Sumber tidak tentu (non-point sources) 

Sumber limbah cair tidak tentu (non-point sources) dapat berasal 

dari dalam dan luar Kota Manado, misalnya dari daerah dataran tinggi. 

Sumber-sumber dari dalam kota sebagian besar berasal dari kegiatan 

yang dibudidayakan (kegiatan pertanian) dan limpasan dari lahan yang 

tidak ditanami, sedangkan kegiatan pertanian merupakan sumber tidak 

tentu penting dari luar kota. Penggunaan pestisida dan pupuk di lahan 

pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian adalah penyebab 

utama pencemaran limbah cair, dan juga sedimentasi. 

Seperti telah disebutkan dalam Bab 4, bahwa 6 dari 21 sungai 

yang mengalir ke Teluk Manado mengalir melalui kota. Semua sungai 

berasal dari daerah dataran tinggi (Gambar 4.5). Oleh karena itu, air 

sungai dari dataran tinggi mengangkut limbah cair serta limbah padat 

ke Teluk Manado melalui kota. 

 

5.2.  Sistem Pengolahan Limbah Cair 

5.2.1.  Pengolahan limbah cair setempat (on-site wastewater treatment) 

Pengolahan limbah cair setempat adalah sub-sistem terkecil yang 

ada pada suatu unit rumah, bangunan tempat tinggal, bangunan 

komersial, atau bangunan lainnya, seperti hotel, rumah sakit, pusat 

perbelanjaan, dan restoran (Bakir, 2001). Untuk setiap rumah, sistem 

tersebut terdiri dari kakus (septic tank) dengan sistem gravitasi, sistem 

penyerapan tanah di bawah permukaan. Sayangnya sistem ini 

umumnya dioperasikan dengan sedikit atau tanpa perhatian operasional 

atau pemeliharaan yang baik. 

Kondisi dan kapasitas sistem pengolahan limbah cair setempat 

dapat memainkan peran penting untuk degradasi lingkungan, 

kesehatan, dan kebersihan masyarakat di daerah pesisir. Kondisi yang 

buruk dapat menyebabkan wabah penyakit yang ditularkan melalui 

limbah cair, dan kapasitas yang tidak memadai (jelek) dapat 

menyebabkan kebocoran dan tumpahnya limbah cair ke perairan umum 

dan selanjutnya dapat menurunkan kualitas lingkungan daerah 

tersebut. Oleh karena itu, kedua parameter tersebut (kondisi dan 

kapasitas) dianggap sebagai bagian penting dari aspek pembuangan 

terkait pengelolaan limbah cair. Selain itu, sistem tersebut dapat dibuat 

untuk limbah cair dari kakus (black-water) dan dapur serta kamar 

mandi (grey-water). 

 

a. Pengolahan limbah cair kakus (black-water) 

Di kota Manado, sebagian besar bangunan, perumahan dan 

komersial, memiliki sistem pembuangan limbah cair untuk black-water, 
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seperti sistem toilet dengan septic tank, atau sebagai alternatif terutama 

untuk perumahan kecil, lubang yang dalam, parit, dan sungai 

digunakan. Sistem pengolahan limbah cair setempat untuk sekelompok 

rumah disiapkan untuk melayani beberapa rumah tangga di suatu 

daerah. Namun, tidak ada sistem modern dengan teknologi memadai 

yang telah diadopsi untuk sistem pengolahan limbah cair setempat di 

area ini, hanya sistem konvensional dengan satu atau dua kompartemen 

kakus dengan metode gravitasi yang digunakan. Sistem lebih primitif 

daripada toilet dengan kakus dianggap sebagai sumber utama limbah 

cair di kota, dan toilet dengan kakus dalam kondisi dan kapasitas yang 

jelek. 

Kondisi dan kapasitas sistem pengolahan limbah cair setempat 

untuk limbah cair dari kakus (black-water) dan keberadaan kakus 

(septic tank) yang diamati selama penelitian ini di Kecamatan Molas dan 

Wenang, serta Kecamatan Wanea sebagai perbandingan, ditunjukkan 

pada Tabel 5.3. Kondisi dan kapasitas sistem bervariasi dari ‘baik sekali’ 

(Vg) hingga ‘sangat jelek’ (Vp). Kondisi kakus yang ‘sangat jelek’ (Vp) 

(kakus bocor ke sumur perumahan dan selokan) dan kondisi yang ‘jelek’ 

(Pr) (menggunakan lubang terbuka) ditemukan di kedua kecamatan; 

demikian juga dengan kategori yang ‘cukup’ (Aq), ‘baik’ (Gd), dan ‘baik 

sekali’ (Vg). Dalam penelitian ini, kondisi fasilitas tergolong ‘baik sekali’ 

(Vg), jika kakus terdiri dari dua kompartemen, lubang tertutup 

(menggunakan petutup), dan terbuat dari beton atau semen. 

Ada juga rumah tanpa fasilitas kakus. Tidak adanya kakus di Kec. 

Wenang, Molas, dan Wanea ditemukan, masing-masing sebanyak 16,8, 

25,0, dan 14,7% dari rumah yang diamati (Tabel 5.3). Dalam hal ini, 

rumah tangga mungkin menggunakan kakus komunal atau saluran 

pembuangan, kanal, atau sungai untuk membuang isi dari toilet mereka 

secara langsung. 

Diamati di Kec. Molas, sebagian besar toilet umum atau yang 

digunakan bersama memiliki kakus dalam kondisi yang ‘jelek’. Ini 

mungkin, karena kurangnya perawatan, terutama pendanaan untuk 

pemeliharaan, dan kurangnya kesadaran pengguna untuk menjaga 

fasilitas tersebut tetap bersih. 
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Tabel 5.3 

Kondisi dan kapasitas kakus (septic tank) dan kondisi infrastruktur/fasilitas (% rumah) 
 

 
   Keterangan: Vp: sangat jelek; Pr: jelek; Aq: cukup; Gd: baik; Vg: baik sekali 
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Selain kondisi tersebut, sebagian besar kakus di Kota Manado 

dikategorikan ‘jelek’ (Pr), berdasarkan kapasitasnya. Kapasitas kakus 

dipertimbangkan dalam kaitannya dengan beberapa aspek non-teknis, 

seperti jumlah orang yang menggunakan fasilitas tersebut; sementara 

itu, keberadaan kakus berkaitan dengan ketersediaan ruang cadangan 

(seluas 2 x 2 m) di sebuah rumah. Kapasitas standar untuk kakus 

kategori ‘baik’ (Gd) ialah 1 kamar tidur sama dengan 1.419,38 liter, di 

mana 1 kamar tidur terdiri dari 2 orang (Kusnoputranto, 1997). Kategori 

yang ‘jelek’ juga diberikan pada fasilitas kakus yang bocor ke saluran 

pembuangan (kanal dan sungai); hal inilah yang merupakan masalah 

limbah cair utama di Kota Manado. 

Ruang cadangan (2 x 2 m) di sebuah rumah dibutuhkan untuk 

membangun kakus (septic tank). Jika rumah tidak memiliki ruang yang 

cukup, kakus tidak dapat dibangun dan sebagai alternatif rumah tangga 

tersebut menggunakan toilet umum atau hanya menggunakan kanal 

atau sungai sebagai toilet. Selain itu, ada juga rumah tanpa kamar 

mandi (4,3% di Kec. Wenang dan 18,7% di Kec. Molas). Dalam hal ini, 

rumah tangga terebut mungkin menggunakan sungai. Data tersebut 

disajikan dalam Tabel 5.4. 

 

b. Pengolahan limbah cair dari dapur dan kamar mandi (grey-water) 

Tak satu pun dari bangunan yang diamati selama penelitian ini 

memiliki sistem pengolahan limbah cair dari dapur dan kamar mandi 

(grey-water). Tampaknya, limbah cair dari kamar mandi, dapur, dan 

sumber lain, kecuali kakus (septic tank), tidak dianggap oleh penghuni 

sebagai penyebab masalah lingkungan sehingga mereka tidak memper-

hatikan pembangunan fasilitas pengolahan tersebut. 

 

5.2.2.  Pengolahan limbah cair komunal/klaster (cluster/communal  

wastewater treatment) 

Berbeda dengan sistem pengolahan limbah cair setempat (on-site 

wastewater treatment system), pengolahan limbah cair komunal/ 

kluster adalah sistem yang melayani kelompok rumah, kelompok 

bangunan tempat tinggal atau komersial, atau kombinasi dari 

semuanya. Sistem ini disebut sebagai sistem terpusat (centralized 

system). Kota Manado tidak memiliki pengalaman dengan sistem seperti 

ini, kecuali untuk daerah komersial baru yang dibangun pada tahun 

2003 di daerah yang dekat dengan pantai. 
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5.3.  Infrastruktur dan Fasilitas Limbah Cair 

5.3.1.  Sistem saluran pembuangan 

Limbah cair dari rumah (grey-water) dibuang ke saluran 

pembuangan. Sistem saluran limbah cair memainkan peran penting 

dalam pengangkutan limbah cair ke daerah penerima, melalui kanal dan 

sungai. Karena sistem ini terletak di dalam kota, kondisi selokan 

memengaruhi kondisi lingkungan kota. 

Sistem saluran pembuangan di Kota Manado merupakan sistem 

saluran terbuka (open system). Tabel 5.3 menunjukkan kondisi 

infrastruktur & fasilitas sistem pembuangan limbah cair di rumah di dua 

kecamatan (Wenang dan Molas). Kondisi bervariasi dari ‘baik sekali’ (Vg) 

hingga ‘sangat jelek’ (Vp). Ada 62,2% rumah di Kec. Wenang dan 52,7% 

di Kec. Molas dengan sistem yang ‘baik sekali’ (dibangun dengan 

Tabel 5.4 

Keberadaan rumah di lokasi penelitian sehubungan dengan sistem 

pengolahan dan pembuangan limbah cair 

(N = jumlah rumah yang diamati) 
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beton/semen, tidak ada sampah, kondisi air mengalir). Namun, kondisi 

selokan dalam kondisi yang ‘sangat jelek’ (dibangun dengan atau tanpa 

beton/semen, sampah berserakan, tidak ada air mengalir) ditemukan 

sebanyak 8,2% rumah di Kec. Wenang dan 2,3% di Kec. Molas. Kondisi 

yang ‘sangat jelek’ ini merupakan faktor utama kontaminasi ke sumber 

air, misalnya sumur.  

 

5.3.2.  Sistem drainase limbah cair 

Stormwater adalah air limpasan; air bersumber dari berbagai 

tempat dan membawa sampah dan polutan lainnya dari jalanan dan 

lahan pertanian (Anonim, 2001b & c). Seperti yang disebutkan oleh 

Burkhard et al. (2000), sistem drainase tradisional terdiri dari struktur 

inlet dan pipa drainase yang mengangkut air ke titik pembuangan 

terdekat. Sistem pembuangan limbah cair ini dapat dikombinasikan 

dengan sistem saluran pembuangan umum (combined sewer system/ 

CSS) atau terpisah (separated sewer system/SSS) (Escritt, 1984 dalam 

Burkhard et al., 2000) di mana CSS membuang limbah cair (domestik/ 

industri) dan stormwater, dan SSS mengumpulkan dan membuang 

limbah cair dan stormwater dalam sistem pengumpulan terpisah dan 

memerlukan dua sistem pipa paralel. 

Di Kota Manado, air hujan ditangani dengan cara tradisional 

dengan CSS dan sistemnya saling berhubungan dengan kanal dan 

sungai serta daerah penerima, yaitu Teluk Manado. Jadi, semua storm-

water akan berakhir di teluk tersebut. 

 

5.4.  Dampak Limbah Cair dan Implikasinya 

Pembuangan limbah cair dari berbagai sumber tertentu (poin 

sources) dan sumber tidak tentu (non-point sources) berdampak dan 

berimplikasi pada lingkungan Kota Manado. Dampak dan implikasi 

tersebut sebagian besar bersifat negatif dan dapat menurunkan kualitas 

lingkungan serta mengakibatkan berbagai masalah lingkung-an yang 

signifikan. 

 

5.4.1  Kuantitas dan kualitas limbah cair 

Jumlah limbah cair yang dihasilkan dari sumber domestik 

tergantung pada jumlah penduduk dan volume air yang dikonsumsi, 

karena air digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti untuk minum, 

mandi, menyiram toilet, dan lainnya. Secara umum, konsumsi air 

bervariasi dari satu tempat dengan tempat lain. Di tempat-tempat di 

mana penduduk menggunakan air ledeng dari sumber publik untuk 

konsumsi sehari-hari, volume air yang dikonsumsi kurang dari 10 liter 
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per jiwa. Untuk penduduk yang menggunakan sumur dengan pompa air, 

konsumsi harian mencapai 200 liter per jiwa (Kusnoputranto, 1997). 

Berdasarkan Studi Bank Dunia (Feachem, 1983 dalam Kusnoputranto, 

1997), orang-orang di Amerika Serikat menggunakan toilet 3,6 

kali/hari/jiwa dan rerata volume air yang digunakan untuk pembilasan 

sebanyak 15 liter (33% dari total konsumsi harian). Kusnoputranto 

(1997) mengutip dari berbagai sumber mengatakan, bahwa 22-45% dari 

total konsumsi air harian digunakan untuk pembilasan toilet. Namun, 

belum ada informasi dari negara-negara berkembang. 

Kualitas limbah cair juga dipengaruhi oleh berbagai zat kimia 

yang dapat ditemukan dalam air. Dua kelompok zat, yaitu organik dan 

anorganik, dapat diidentifikasi di mana terdiri dari 99,9% dalam bentuk 

cair dan 0,1% padat. Padatan terdiri dari 70% zat organik (protein, 

karbohidrat, dan lemak) dan 30% zat anorganik (misalnya: pasir dan 

garam). Kandungan zat organik dan anorganik tergantung pada volume 

air yang digunakan untuk pengenceran; jumlah air yang tinggi yang 

digunakan untuk pengenceran akan menurunkan konsentrasi zat 

(Kusnoputranto, 1997). 

Di kota Manado, limbah cair yang tidak diolah dari sebagian besar 

kegiatan rumah tangga, termasuk toilet dalam banyak kasus, dibuang 

langsung ke perairan Teluk Manado melalui parit, selokan, kanal, dan 

sungai karena sistem drainase ini saling berhubungan dengan perairan 

tersebut. Kondisi ini diperparah dengan adanya kegiatan penghasil 

limbah cair lainnya, yaitu restoran, hotel, rumah sakit, pembuangan 

sampah, pasar, dll., yang terletak dekat dan di sepanjang sungai. Juga, 

sampah padat sering dibuang di sungai. 

Parameter kualitas air DO, BOD5, NO3, PO4, Hg-tot, FC (fecal 

coliform), dan EC (E. coli) diukur di tiga sungai yang melintasi Kota 

Manado, yaitu S. Bailang (SB), S. Maasing (SM), dan S. Tondano (ST), 

termasuk tiga sungai lainnya S. Malalayang (SMG), S. Molas (SMS), dan 

S. Sario (SS) (Tabel 5.5). Sungai-sungai SMG, SS, dan ST memberikan 

hasil uji positif untuk mikroorganisme (E. coli dan Vibrio sp.) (PPLH-SDA 

UNSRAT, 2000). Pengukuran logam berat, mengguna-kan indikator total 

merkuri (Hg), juga terdeteksi dalam air dan sedimen serta terakumulasi 

dalam biota laut (kerang-kerangan) di muara sungai S. Tondano; kisaran 

konsentrasinya sebesar 0,05-0,12 mg/kg. Sumber Hg dapat berasal dari 

endapan batuan alami, karena gunung berapi di daerah tangkapan air 

G. Klabat saling berhubungan dengan sungai. Sumber terburuk logam 

ini mungkin berasal dari daerah pedalaman di mana tambang emas 

rakyat menggunakan merkuri dioperasikan. 
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Berdasarkan tingkat yang diamati dari parameter di atas, status 

ketiga sungai (SB, SM, dan ST) dikelompokkan ke dalam sungai tercemar 

dari bahan organik, bahan anorganik, bakteri, dan logam (merkuri). 

Tingkat BOD5 di semua sungai melebihi ambang batas dari standar 

kualitas air Indonesia untuk air yang dapat digunakan untuk kegiatan 

rekreasi, perikanan, peternakan, dan irigasi, sedangkan untuk NO3- dan 

Hg-total melampaui kontrol kualitas air laut ASEAN untuk perlindungan 

kehidupan air. Tingkat PO4
-3 melebihi standar kualitas air Indonesia dan 

ASEAN untuk perlindungan kehidupan air di muara dan wilayah pesisir 

(Tabel 5.5). Semua sungai yang diamati dapat dikelompokkan ke dalam 

sungai tercemar sehubungan dengan tingkat bakteri, karena tingkat TC 

dan EC jauh melebihi standar internasional untuk rekreasi, biasanya 

batasnya sebesar 200 MPN (Clark, 1992). 

 

5.4.2.  Dampak limbah cair dan implikasinya 

Implikasi dan dampak pembuangan limbah cair tergantung pada 

beberapa faktor, antara lain, yaitu teknologi yang terjangkau, volume 

limbah cair, kepadatan rumah tinggal, iklim lokal, air, dan karakteristik 

khusus tanah (Kusnoputranto, 1997). Faktor-faktor yang menyebabkan 

dampak dan implikasi limbah cair berbeda dari satu tempat dengan 

tempat lain, dan dari satu negara dengan negara lain. 

Karena Kota Manado menangani limbah cair dengan cara 

tradisional dengan sistem saluran pembuangan gabungan (combined 

sewer system), semua limbah cair dibuang ke sungai, baik domestik 

maupun industri skala kecil, yang tidak diolah. Juga, sampah padat 

sering dibuang di sungai. Selain itu, sebagian besar sungai digunakan 

untuk kegiatan seperti mencuci, mandi, dan kakus (MCK) serta 

transportasi. Hal ini menyebabkan masalah lingkungan yang parah, dan 

lebih jauh lagi, ini dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan 

masyarakat.  

Kasus-kasus penyakit yang ditularkan melalui limbah cair 

diamati di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kec. Molas pada periode 

Oktober-Desember 2002 dan Januari-April 2003, selama tiga bulan 

untuk penyakit Gastritis (yaitu 196,3 dan 272,5 kasus) dan Diare (yaitu 

58,0 dan 48,5 kasus). Tifoid merupakan penyakit lain yang ditemukan 

di daerah tersebut (10 kasus) selama musim hujan. Tabel 5.6 

menyajikan tiga penyakit yang ditularkan melalui limbah cair (Diare dan 

Dermatitis) yang  ditemukan. Mikroorganisme  patogen  dari 
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Tabel 5.5 
Status kualitas air sungai di Kota Manado 
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kotoran manusia dan kotoran hewan dapat menyebabkan berjangkitnya 

penyakit yang ditularkan melalui air seperti hepatitis, poliomielitis, 

tipus, disentri, dan kolera; ini juga dapat menginfeksi ternak (Haughton 

& Hunter, 1995). 

 

5.5.  Ringkasan 

Limbah cair di Kota Manado dihasilkan dari berbagai sumber, 

sumber tertentu (point sources) dan tidak tentu (non-point sources), baik 

dari dalam maupun luar kota. Setiap sumber menghasilkan sejumlah 

limbah cair yang berbeda (kuantitas dan kualitas serta zat yang 

terkandung di dalamnya). Bangunan tempat tinggal merupakan sumber 

tertentu utama di mana limbah cair dihasilkan dari dapur dan kamar 

mandi (grey-water) dan toilet dengan kakus (black-water). Sumber 

tersebut, bersama dengan sumber tertentu lainnya (bangunan 

kelembagaan, rumah sakit, hotel dan restoran, terminal bus, pasar, 

industri skala kecil, tempat pembuangan sampah, dan akuakultur), dan 

sumber limbah cair tidak tentu (non-point sources) harus diperhi-

tungkan dalam merumuskan rencana pengelolaan limbah cair terpadu. 

Perumahan di Kota Manado tidak memiliki pengalaman dengan 

sistem pengolahan limbah cair untuk grey-water, kecuali sistem 

pengolahan setempat, yang menggunakan kakus (septic tank) untuk 

black water. Setiap rumah atau kelompok rumah memiliki sistem 

pengolahan limbah cair setempat (on-site wastewater treatment system). 

Namun, sebagian besar fasilitas ini berada dalam kondisi dan kapasitas 

yang jelek bahkan tidak ada. Ini dapat menyebabkan limbah cair bocor 

ke sumber air (sumur) perumahan dan selokan. Situasi ini mungkin 

karena kurangnya pengontrolan. 

Tabel 5.6 

Kasus penyakit di Kota Manado tahun 2002a 
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Saluran terbuka digunakan untuk saluran pembuangan dan 

sistem saluran pembuangan gabungan untuk sistem drainase pena-

nganan limbah cair dan air hujan. Sistem saluran pembuangan itu 

saling berhubungan dengan kanal dan sungai serta daerah penerima, 

yaitu Teluk Manado. Kondisi-kondisi ini menimbulkan beberapa 

implikasi dan dampak, misalnya dengan memengaruhi kuantitas dan 

kualitas air sungai dan mungkin menyebabkan berjangkitnya penyakit 

yang ditularkan melalui limbah cair karena sungai masih digunakan 

untuk kegiatan sehari-hari bagi sekelompok penduduk kota. 

Hasil pengukuran parameter kualitas air di sungai di Kota 

Manado menunjukkan, bahwa beberapa parameter berada pada tingkat 

konsentrasi yang melebihi baku mutu air yang berlaku di Indonesia dan 

ASEAN. Oleh karena itu, sungai-sungai tersebut berada dalam kondisi 

tercemar di mana perlu dikelola untuk mengatasi dampak lebih lanjut. 
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6.    ASPEK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH/ 
ADMINISTRASI 

 

 

 

Dalam bab ini, disajikan deskripsi situasi pengelolaan limbah cair di 

Kota Manado yang berhubungan dengan peran masyarakat dan 

pemerintah. Beberapa komponen yang terkait dengan masyarakat 

dijelaskan, seperti pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat 

(kepedulian dan preferensi), penataan kelembagaan/institusi masyara-

kat, dan inisiatif serta partisipasi masyarakat. Peran pemerintah, 

penataan kelembagaan/institusi, perencanaan, dan langkah-langkah 

pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan pesisir dan laut secara 

umum, dan khususnya yang terkait dengan pengelolaan limbah cair 

juga dijelaskan dan dibahas. Deskripsi di atas didasarkan pada data dan 

informasi yang tersedia yang diperoleh dari kegiatan survei yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 

 

6.1.  Aspek Terkait Masyarakat 

Masyarakat memainkan peran penting dalam pengelolaan 

lingkungan dan pengelolaan limbah cair, karena dapat menjadi objek 

dan sekaligus subjek dalam pengelolaan. Mereka bisa menjadi objek 

karena sebagian besar limbah cair dihasilkan darinya; dan dapat 

menjadi subjek karena keterlibatannya sangat diperlukan dalam 

pengelolaan. Survei yang dilakukan dalam penelitian ini di daerah 

penelitian Kec. Molas (DPS 1) dan Kec. Wenang (DPS 2) mengevaluasi 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan 

limbah cair dengan menganalisis ‘pengetahuan lingkungan masyarakat’ 

(yaitu pengetahuan masyarakat tentang lingkungan), ‘sikap lingkungan 

masyarakat’ (yaitu sikap masyarakat terhadap lingkungan), dan 

penataan kelembagaan masyarakat untuk lingkungan, serta kemauan 

untuk dikenakan biaya untuk pemecahan masalah lingkungan. 

 

6.1.1.  Pengetahuan lingkungan masyarakat 

‘Pengetahuan lingkungan masyarakat’ yang dimaksud di sini 

ialah menyangkut pengetahuan masyarakat tentang lingkungan. Hasil 

studi menunjukkan, tingkat pengetahuan masyarakat (DK) untuk 

masalah umum tentang lingkungan dan polusi (Topik 1) berada pada 

tingkat 'sedang' (nilai agregat sebesar 49%) di Kec. Wenang (304 

responden) dan pada tingkat 'rendah' (27,3%) di Kec. Molas (300 

responden) (Tabel 6.1). Dalam topik ini, tingkat pengetahuan masyara-
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kat tentang mengapa toilet harus digunakan (untuk pertanyaan 

'mengapa toilet harus digunakan') adalah 'tinggi' untuk kedua 

kecamatan, Wenang (96,7%) dan Molas (93,0%). Hal ini menunjukkan, 

bahwa masyarakat di dua kecamatan tersebut tahu menggunakan toilet 

untuk limbah pribadi mereka. Pada saat yang sama, DK tentang 

masalah lingkungan yang berkaitan dengan limbah cair (Topik 2) adalah 

'tinggi' di kedua kecamatan, karena nilai agregat menunjukkan 88,8% 

untuk Kec. Wenang dan 80,0% untuk Kec. Molas. Namun, pengetahuan 

tentang dampak limbah cair pada air minum (untuk pertanyaan 

'pencemaran air minum disebabkan oleh pembuangan limbah cair') 

adalah 'sedang' (44,7%) untuk Kec. Wenang dan 'rendah' (29,7%) untuk 

Kec. Molas (Tabel 6.1). Hal ini terjadi, diduga karena kurangnya 

Tabel 6.1 

Tingkat Pengetahuan (DK) masyarakat (basis rumah tangga) tentang 
masalah lingkungan umum dan masalah yang terkait dengan limbah cair 
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informasi tentang sumber air minum untuk konsumsi sehari-hari 

mereka. 

Pengetahuan tentang terminologi 'lingkungan' dan 'polusi' 

merupakan pengetahuan dasar bagi masyarakat untuk menggambar-

kan apa yang mereka hadapi setiap hari dalam hidup mereka. Dengan 

mengetahui istilah-istilah ini, masyarakat diduga menyadari betapa 

pentingnya lingkungan bagi kehidupan mereka dan betapa pentingnya 

menjaga kebersihan tanpa polusi. Tingkat pengetahuan yang terlihat di 

dua kecamatan ini dapat mencerminkan kondisi lingkungan di keca-

matan tersebut. Namun, ini juga terkait erat dengan tingkat pendidik-

an dan seberapa jauh informasi tersebut tersebar di masyarakat. 

 

6.1.2.  SIkap lingkungan masyarakat 

‘Sikap lingkungan masyarakat’ yang dimaksud di sini ialah 

menyangkut sikap masyarakat terhadap lingkungan. Untuk menggam-

barkan sikap lingkungan masyarakat terkait dengan masalah limbah 

cair di kota Manado, dua aspek diukur dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

keprihatinan (concern) masyarakat terkait dengan masalah lingkungan 

umum dan masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair, dan 

(2) Keinginan (preference) masyarakat untuk memecahkan masalah 

lingkungan yang terkait dengan pembuangan limbah cair. Penelitian ini 

dilakukan dengan teknik survei di mana pertanyaan yang akan dijawab 

diberikan kepada orang per orang (basis perorangan). 

 

a. Keprihatinan (concern) masyarakat 

Dari survei yang dilakukan dalam penelitian ini, masyarakat di 

dua daerah penelitian (Kec. Wenang dan Kec. Molas) menunjukkan 

tingkat keprihatinan pada tingkat 'prihatin' dengan topik 'kondisi 

lingkungan umum dan dampaknya' (Topik 1). Ini ditunjukkan oleh 

modus yang secara Statistika sangat signifikan dengan nilai agregat 

47,5% di Kec. Wenang dan 61,4% di Kec. Molas (Tabel 6.2). Namun, 

masih ada beberapa responden yang memiliki tingkat 'kurang prihatin' 

(3,6% di Kec. Wenang dan 2,1% di Kec. Molas) dan tidak menanggapi 

pertanyaan, yaitu di Kec. Wenang (0,7%). Situasi yang sama dari tingkat 

keprihatinan juga ditunjukkan untuk 'kondisi lingkungan dan 

dampaknya yang terkait dengan pembuangan limbah cair' (Topik 2), 

yang memiliki nilai agregat 57,6% untuk Kec. Wenang dan 56,6% untuk 

Kec. Molas (Tabel 6.3). 
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b. Keinginan (preference) masyarakat 

Survei dilakukan pada masyararakat dengan basis rumah tangga. 

Masyarakat memiliki sikap positif terhadap penyelesaian masalah 

lingkungan, termasuk masalah limbah cair (Tabel 6.4). Hal ini 

disimpulkan dari hasil survei rumah tangga yang menunjukkan 

sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

masalah limbah cair merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerin-

tah atau sepenuhnya tanggung jawab masyarakat. Sebagian besar  

rumah tangga sepakat (lebih menyukai), semua pihak (baik pemerintah, 

masyarakat, sektor swasta, maupun pihak lainnya) memiliki tanggung 

jawab yang sama untuk mengatasi masalah limbah cair. Juga, mereka 

sepakat, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, 

asalkan kualitas infrastruktur dan fasilitas limbah cair ditingkatkan. 

Dalam perspektif perorangan (berbasis perorangan), keinginan 

untuk penyelesaian masalah lingkungan, termasuk masalah limbah 

cair, adalah positif (Tabel 6.5). Kebanyakan orang, secara perorangan, 

lebih suka kalau semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama 

Tabel 6.2 
Tingkat Keprihatinan (DC) masyarakat (basis perorangan) tentang kondisi 

dan dampak lingkungan secara umum 
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dalam peningkatan kualitas lingkungan. Mereka juga setuju, dana dapat 

dikumpulkan dari masyarakat dan pihak lain asalkan pemerin-tah 

memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas pengolahan limbah cair. 

 

6.1.3.  Kesediaan untuk dibebankan (willingness to be charged) atau 

kesediaan untuk membayar (willingness to pay) 

Implementasi pengelolaan limbah cair tidak dapat dipisahkan 

dengan aspek finansial. Sumber pendanaan merupakan suatu masalah 

apakah sepenuhnya dari pemerintah (subsidi), atau sepenuhnya dari 

masyarakat (pajak, retribusi), atau kombinasi keduanya. Dari hasil 

survei rumah tangga dan perorangan, yang dilakukan dalam penelitian 

ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat bersedia untuk dikenakan 

biaya (willingness to be charged) atau bersedia untuk membayar 

(willingness to pay) untuk mengatasi masalah limbah cair (Tabel 6.4 & 

6.5). Ini berarti bahwa dana dapat dikumpulkan dari masyarakat dan 

Tabel 6.3 

Tingkat Keprihatinan (DC) masyarakat (basis perorangan) tentang kondisi 

dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh buangan limbah cair 
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pihak lain di Kota Manado, sementara pemerintah harus memperbaiki 

kondisi lingkungan dan fasilitas pengolahan limbah cair. Situasi ini 

mungkin terkait dengan aspek kesadaran masyarakat di mana 

masyarakat peduli dengan kondisi dan dampak masalah lingkungan dan 

memiliki preferensi (keinginan) positif untuk menyelesaikan masalah 

lingkungan termasuk masalah limbah cair di Kota Manado. 

 

6.1.4.  Penataan kelembagaan masyarakat 

Ada dua jenis lembaga masyarakat yang menangani masalah 

lingkungan dan pembangunan di Kota Manado, yaitu lembaga yang 

tidak dibatasi oleh suatu wilayah dan memiliki sistem keanggotaan 

terbuka (misalnya: organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya 

Tabel 6.4 

Keinginan masyarakat (basis rumah tangga) tentang penyelesaian masalah 

lingkungan, termasuk masalah buangan limbah cair 
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masyarakat/LSM) dan lembaga yang dibatasi oleh suatu wilayah dan 

memiliki sistem keanggotaan tertutup (misalnya: lembaga pemberdaya-

an masyarakat/Community Empowerment Organization/ CEO). Kedua 

lembaga tersebut memainkan peran penting dalam pengembangan kota, 

apakah mereka sebagai mitra atau sebagai pihak yang memberikan 

saran dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah; hal ini umumnya 

dilakukan oleh LSM. Organisasi pemberdayaan masyarakat, yang 

didirikan di masing-masing kecamatan di kota, berperan sebagai mitra 

pemerintah kecamatan untuk aspek pembangunan. 

 

6.1.5.  Inisiatif dan partisipasi masyarakat 

Di kota Manado, tidak ada kasus yang diamati di mana masya-

rakat telah mengambil inisiatif secara terencana untuk mencegah dan 

Tabel 6.5 

Keinginan masyarakat (basis perorangan) tentang penyelesaian masalah 

lingkungan, termasuk masalah buangan limbah cair 
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mengurangi masalah limbah cair, kecuali inisiatif spontan dari 

masyarakat secara perorangan untuk mengambil tindakan sehubung-

an dengan masalah lingkungan. Selain itu, tindakan seperti itu sebagian 

besar terjadi secara lokal atau terbatas pada tempat di mana rumah 

mereka berada. 

Secara umum, peran LSM dalam pembangunan berkelanjutan di 

Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dalam beberapa cara. Mereka dapat 

dilibatkan dalam partisipasi atau kolaborasi sebagai salah satu pihak 

bersama dengan pemerintah dan investor, dalam kegiatan pemberdaya-

an masyarakat, dan dalam pendidikan lingkungan (Gambar 6.1). 

Sebagian besar hubungan tersebut di atas terjadi dalam kegiatan 

pengelolaan pesisir (Kumurur & Lasut, 2002). 

 

6.2. Aspek terkait pemerintah/administrasi 

Pemerintah (lokal, provinsi, dan pusat) merupakan titik pusat 

pengelolaan di mana melalui upaya pemerintah (kebijakan, tindakan, 

program, dll.) pengelolaan dilakukan dan diatur untuk mencapai tujuan. 

 
 

Gambar 6.1. Partisipasi LSM dalam aktivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Terpadu (PWPT) (Kumurur dan Lasut, 2002) 
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Berikut ini, beberapa komponen dari aspek pemerintah/ administrasi 

diuraikan: 

 

6.2.1.  Penataan kelembagaan pemerintah 

Berkenaan dengan pengelolaan limbah cair di Kota Manado, 

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan satu-satunya 

lembaga/institusi yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan 

limbah cair; fungsi ini dipisahkan dari institusi Badan Pengelola 

Kebersihan (BPK), yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan 

limbah padat atau sampah. Kedua lembaga tersebut berada di bawah 

Kantor Walikota. Pihak lain yang terkait erat dengan hal di atas ialah 

lembaga teknis dari Perusahaan Daerah Pasar, yang memiliki tanggung 

jawab atas pengelolaan limbah padat dalam batas-batas wilayah pasar. 

Instansi teknis lain yang memiliki tugas dan fungsi yang 

berkaitan erat dengan pengelolaan limbah cair yaitu Dinas Pekerjaan 

Umum (DPU). Lembaga ini, di bawah kantor walikota, memiliki tanggung 

jawab pada aspek fisik sistem dan fasilitas saluran pembuangan dalam 

hal pengembangan dan rehabilitasinya. 

Di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan Provinsi, yang disebut Badan Pengelola Lingkungan Hidup 

Propinsi (BPLHP), yang sebelum tahun 2004 memiliki nama Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), merupakan 

lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan koordinasi 

pengendalian polusi dan dampak lingkungan, termasuk lingkungan laut 

untuk kota dan kabupaten di provinsi. Lembaga ini diberi wewenang di 

bawah Kantor Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi 

Sulawesi Utara, Nomor 152, 2001. Karena aspek lingkungan tidak dapat 

dipisahkan dengan aspek-aspek pembangunan lainnya di provinsi, 

maka lembaga yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) secara horizontal diatur untuk bertanggung jawab atas aspek 

tersebut. Salah satu fungsi Bappeda yaitu menyusun perencanaan 

strategis pembangunan di mana lingkungan merupakan salah satu 

aspeknya. 

 

6.2.2.  Perencanaan dan pengelolaan lingkungan 

Secara umum, Indonesia telah melakukan berbagai langkah 

penting untuk perencanaan dan pengelolaan lingkungan untuk wilayah 

pesisir dan laut, yang meliputi langkah-langkah administratif, sosial, 

dan teknis. Langkah-langkah tersebut terdiri dari kebijakan, peraturan 

dan penegakan, strategi, program, dan tindakan. Pemerintah Pusat 

(Nasional) memiliki wewenang untuk menetapkan langkah-langkah di 
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negara ini. Namun, pemerintah daerah memiliki wewenang dan 

tanggung jawab mereka sendiri untuk pelaksanaan pembangunan 

sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Ini berarti, 

segala kebijakan dan perundang-undangan yang diterapkan di kota atau 

kabupaten berasal dari instansi pemerintah pusat.  

 

a. Kebijakan, undang-undang, peraturan, dan penegakan 

Setelah Januari tahun 2000, ketika Undang-Undang, Nomor 22 

Tahun 1999, tentang Otonomi Pemerintah Daerah diimplementasikan, 

tanggung jawab pengelolaan lingkungan menjadi terdesentralisasi ke 

pemerintah kota atau kabupaten (tingkat lokal), di mana Pemerintah 

Provinsi (tingkat daerah) sebagai wakil Pemerintah Pusat (tingkat 

nasional) berperan sebagai koordinator untuk kota dan kabupaten di 

suatu provinsi. Inilah merupakan momentum bagi semua pemerintah 

kota dan kabupaten untuk membentuk otoritas mereka sendiri untuk 

mengelola lingkungan dan sumber daya yang ditemukan di daerah 

mereka, dan juga untuk menata kembali lembaga mereka untuk 

mendukung pengelolaan tersebut dengan benar dan untuk menghasil-

kan peraturan yang sesuai untuk daerah mereka sendiri. 

Di tingkat lokal Kota Manado, karena BPLH merupakan lembaga 

yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan, tidak ada 

peraturan untuk mengelola limbah cair yang diproduksi; demikian juga 

lembaga lainnya, maupun oleh BPLHP di tingkat provinsi. Dengan 

demikian, semua pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan 

peraturan pusat (nasional). Di tingkat pusat, ada sejumlah peraturan 

yang telah dibuat terkait dengan pengelolaan limbah cair dan semuanya 

didasarkan pada Undang-Undang, Nomor 23, tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan. Satu-satunya peraturan yang telah ditetapkan 

di tingkat provinsi adalah Peraturan Pemerintah Daerah, Nomor 38, 

tahun 2003, tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis 

Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara untuk mengelola lingkungan 

pesisir dan laut berdasarkan keinginan masyarakat. Namun, karena 

peraturan tersebut membahas masalah pengelolaan pesisir yang luas, 

pengelolaan limbah cair tidak ditangani secara khusus. 

Seperti halnya Undang-Undang, Nomor 22, tahun 1999, yang 

memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah (kota atau 

kabupaten) untuk mengelola daerahnya sendiri, Peraturan Pemerintah, 

Nomor 25, tahun 1999, tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Otonomi Provinsi, juga memberikan wewenang kepada 

pemerintah provinsi untuk memiliki beberapa tanggung jawab. 

Beberapa tanggung jawab tersebut, yaitu pelaksanaan penilaian dampak 
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lingkungan, standar kualitas lingkungan dan pedoman tentang 

pencemaran lingkungan, di daerah dan kota di bawah provinsi. 

b. Strategi, program, dan tindakan 

Beberapa langkah strategi, program, dan tindakan dalam 

pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan sampah dan limbah cair 

telah ditetapkan di tingkat nasional dalam Agenda 21 Indonesia (periode 

1998-2020) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup, serta di tingkat provinsi pada Agenda 21 Provinsi Sulawesi Utara 

sebagaimana ditetapkan oleh BPLHP. Langkah-langkah ini harus 

dilaksanakan, karena pada kenyataannya pembuangan limbah cair 

diprediksi akan meningkat terus di mana wilayah dataran tinggi dan 

wilayah pesisir sedang dikembangkan terkait dengan berbagai kegiatan 

ekonomi. 

Strategi pengelolaan untuk pengelolaan limbah cair di tingkat 

regional (provinsi) yang disebutkan dalam Agenda 21 Provinsi Sulawesi 

Utara ialah meningkatkan layanan publik dan meningkatkan fasilitas 

pengolahan limbah cair. Tindakan untuk meningkatkan layanan publik 

akan dilakukan dengan membangun sistem pengolahan limbah cair 

terpusat untuk perencanaan jangka panjang, dan dengan memperbaiki 

sistem pengolahan limbah cair saat ini dalam jangka pendek dan 

menengah, baik untuk fasilitas perorangan maupun kelompok. 

Membangun pengolahan limbah cair terpusat dengan teknologi tepat 

guna untuk rumah tangga di daerah padat penduduk akan dimasuk-

kan dalam rencana tindakan di masa mendatang untuk meningkatkan 

fasilitas pengolahan limbah cair (Bapedal-Sulut, 2003). 

Di Kota Manado, beberapa tindakan telah dibuat, meskipun 

tampaknya tidak dalam pengertian yang komprehensif, tetapi lebih 

dalam arti parsial sebagai tindakan taktis untuk periode jangka pendek. 

Misalnya, belum ada peraturan untuk menetapkan pengelola-an 

pembuangan limbah cair, hanya seperangkat saran dari BPLH untuk 

semua kegiatan komersial (misalnya restoran dan hotel) yang berpotensi 

menghasilkan limbah cair untuk mengelola pembuangan limbah cair 

mereka sendiri dengan cara membangun sistem pengolah-an limbah cair 

(Tamon, 2003) sebelum membuangnya ke selokan, kanal, atau sungai. 

Selain itu, membuat AMDAL adalah wajib sebelum mendapatkan izin 

administratif untuk kegiatan pembangunan. 

 

c. Aspek pendanaan 

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di 

Kota Manado, sumber pendanaan dapat berasal dari pajak, tetapi tidak 

dikhususkan untuk perbaikan lingkungan, dialokasikan dari penda-
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patan asli daerah dalam pendapatan anggaran kota dan/atau dari 

pendapatan nasional dalam pendapatan dan anggaran nasional. Alokasi 

dana tergantung pada perencanaan pemerintah untuk pengembangan 

kota. Tidak ada sumber dana lain yang diidentifi-kasi kecuali kelompok 

individu atau perusahaan untuk keperluan pribadi, misalnya 

perusahaan yang membangun daerah untuk tujuan tertentu harus 

membayar sendiri fasilitas pengelolaan lingkungannya. 

 

6.3. Ringkasan 

Aspek yang berhubungan dengan masyarakat adalah bagian 

penting dalam konsep pengelolaan lingkungan. Di Kota Manado, aspek 

kesadaran masyarakat (pengetahuan, keprihatinan, dan preferensi) 

menunjukkan potensi untuk pengelolaan lingkungan, khususnya 

pengelolaan limbah cair. Hal ini dilihat dari fakta, bahwa pengetahuan 

lingkungan masyarakat kota di dua daerah penelitian (di Kec. Molas dan 

Kec. Wenang) berada dari tingkat ‘menengah’ hingga ‘tinggi’. Namun, ada 

juga yang berada di tingkat ‘rendah’. Selain itu, kedua kecamatan 

tersebut ‘prihatin’ dengan kondisi lingkungan secara umum dan dampak 

yang terkait dengan pembuangan limbah cair, karena masyarakat 

memiliki tingkat kesadaran yang baik. Namun, masih ada juga kelompok 

masyarakat yang kurang sadar pada masalah tersebut. Selain itu, 

masyarakat kota memiliki preferensi (keinginan) positif untuk 

menyelesaikan masalah lingkungan termasuk masalah limbah cair dan 

sepakat bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

mengatasi masalah limbah cair. Selain itu, mereka setuju untuk 

dikenakan biaya (kesediaan untuk membayar), karena keba-nyakan dari 

mereka setuju bahwa pemerintah dapat mengumpulkan dana dari 

masyarakat tetapi kualitas infrastruktur dan fasilitas limbah cair harus 

ditingkatkan oleh pemerintah. 

Dalam menangani pengelolaan limbah cair di Kota Manado, 

pemerintah kota menata Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), 

lembaga di bawah Kantor Walikota, untuk melakukan kegiatan 

pengendalian dan pemantauan di lingkungan kota. Lembaga tersebut 

berkoordinasi tugasnya dengan dua lembaga di tingkat yang sama, yaitu 

Badan Pengelola Kebersihan (BPK) untuk menangani pengelolaan 

limbah padat dan Perusahaan Daerah Pasar (PDP) yang mengelola 

limbah padat dalam batas wilayah pasar. Namun, belum ada peraturan 

yang dibuat oleh BPLH dan kedua lembaga lainnya tersebut.  
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7.    ANALISIS HAMBATAN-POTENSI DAN  
REKOMENDASI 

 

 

 

Dalam tiga bab sebelumnya (Bab 4, 5, dan 6) telah dideskripsikan secara 

komprehensif tentang siatuasi dan kondisi wilayah Kota Manado dalam 

hal pengelolaan limbah cair. Dalam bab ini, ringkasan temuan penelitian 

yang telah dilakukan disajikan, dan analisis mengenai hambatan dan 

potensi serta implikasinya dibahas, serta rekomendasi diberikan pada 

bagian akhir bab ini. 

 

7.1.  Ringkasan Temuan Penelitian 

Masing-masing bab (Bab 4, 5, dan 6) dilengkapi dengan ringkas-

an. Ini mungkin tidak cukup untuk menggambarkan topik tersebut. 

Oleh karena itu, ringkasan temuan penelitian, terutama untuk data 

primer disediakan dengan cara yang sederhana. Enam bagan ringkasan 

data primer disajikan sesuai dengan kerangka kerja konsep-tual 

penelitian (Bab 3, 3.2). 

Aspek karakteristik alam Kota Manado terkait dengan 

pembuangan limbah cair disajikan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 

4.4 dengan deskripsi kemiringan, klasifikasi penggunaan lahan, lahan 

pertanian, iklim, dan kondisi lainnya. Luas daeah, persentase tutupan, 

dan jumlah masing-masing karakteristik disediakan. Hasil ini menun-

jukkan tentang tantangan kota Manado terhadap pengelolaan limbah 

cair yang memiliki berbagai karakteristik alam. 

Tabel 4.6 dan 5.4 masing-masing menunjukkan situasi sosio-

ekonomi rumah tangga dan status rumah tinggal sehubungan dengan 

pengolahan limbah cair dan sistem pembuangan limbah. Aspek sosio-

ekonomi yang ditunjukkan yaitu usia, pekerjaan, pendapatan rumah 

tangga, pendidikan, jumlah orang yang bertanggung jawab, dan status 

rumah. Aspek lainnya yaitu jumlah orang di rumah, jumlah kamar tidur, 

keberadaan lahan (ukuran 2x2 m) di rumah, dan keberadaan kamar 

mandi di rumah. Semua aspek tersebut digunakan untuk 

menggambarkan situasi dan kondisi rumah tangga terkait dengan 

pembuangan limbah cair. 

Temuan penelitian dari pengolahan limbah cair & pengamatan 

sistem saluran pembuangan disajikan pada Tabel 5.3. Dalam tabel 

tersebut, hanya disajikan nilai persentase tertinggi dan kategori terkait. 

Hasil ini saling terkait dengan temuan penelitian tentang kualitas air 

yang diamati di tiga sungai dan status sungai tersebut (Tabel 5.5). 
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Karena pengelolaan lingkungan tidak dapat terpisah dengan 

peran masyarakat, Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6.3, Tabel 6.4, dan Tabel 

6.5 menyajikan bagaimana masyarakat Kota Manado sadar akan 

lingkungan mereka. Aspek yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap 

masyarakat, di mana sikap tersebut dikategori-kan sebagai keprihatin-

an dan preferensi masyarakat. 

 

7.2.  Hambatan-Potensi dan Implikasinya 

Menuju pengelolaan limbah cair terpadu, Kota Manado memiliki 

beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai hambatan di satu sisi dan 

potensi di sisi lain. Secara umum, aspek-aspek tersebut dapat 

bersumber dari aspek yang berhubungan dengan pembuangan limbah 

cair (WRA), aspek yang terkait dengan pemerintahan/administrasi 

(GRA), dan aspek yang terkait dengan masyarakat (CRA). Semua aspek 

ini saling terkait satu dengan lainnya dan menghasilkan beberapa 

implikasi yang menyebabkan lebih banyak tantangan dalam pelaksa-

naan pengelolaan. 

 

7.2.1.  Aspek terkait pembuangan limbah cair (WRA) 

a. Karakteristik alam 

Karakteristik alam Kota Manado dengan berbagai fitur geomor-

fologi daratan dan perairan sungai yang mengalir melalui kota menuju 

ke Teluk Manado menyebabkan daerah ini memiliki tantangan untuk 

dikelola terkait dengan limbah cair. Kondisi seperti itu membuat 

pembangunan tidak terencana dengan baik dan ketidakpastian dalam 

perencanaan tata ruang, karena kondisi alam seperti itu menyebabkan 

masalah dalam perubahan penggunaan lahan di kota. Misalnya, 

pengembangan baru reklamasi lahan untuk kegiatan komersial (hotel, 

restoran, mal, dan bangunan komersil lainnya) dibangun di wilayah 

pesisir (Kumurur, 2002b). Daerah ini awalnya ditetapkan untuk tujuan 

kegiatan ekowisata kelautan karena kegiatan tersebut merupakan salah 

satu pendapatan utama bagi kota. Selain itu, pengembangan ini 

kemungkinan akan menimbulkan masalah jika kegiatan seperti itu tidak 

memiliki sistem pengolahan limbah cair yang tepat dan membuang 

limbah mereka langsung ke perairan pesisir. 

 

b. Aspek sosio-ekonomi 

Sosio-ekonomi (penduduk, pendidikan, pekerjaan, dan penda-

patan masyarakat) merupakan aspek penting lainnya dalam suatu 

pengelolaan. Jumlah penduduk kota akan terus tumbuh seiring dengan 

kebutuhan akan lebih banyak ruang untuk permukiman dengan 
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infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai, termasuk untuk 

penanganan limbah cair untuk menjaga lingkungan yang sehat. 

Terbatasnya jumlah lahan yang sesuai (hanya 76% yang cocok untuk 

pengembangan permukiman karena fitur kemiringan lahan) menyebab-

kan perumahan dan area komersial terdistribusi secara sembarangan 

(haphazardly) dan terkonsentrasi di area tertentu, sebagian besar di 

sepanjang pantai. Kondisi ini memaksa kota untuk menghadapi banyak 

masalah lingkungan, seperti pembentukan daerah kumuh, yang 

ditentukan oleh kepadatan penduduk yang sangat tinggi (>250 

individu/0,01 km2). Masalah-masalah di daerah tersebut yaitu 

perumahan yang rusak dan kondisi kehidupan yang buruk dengan 

kondisi fasilitas umum dan sanitasi yang jelek (saluran pembuangan, 

pengolahan limbah cair). Pada tahun 1999, daerah-daerah tersebut 

diidentifikasi di 3 kecamatan dari lima kecamatan di Kota Manado 

(Kumurur, 2002a). 

Di Kota Manado, tingkat pendidikan menengah, yang sebagian 

besar masyatrakat mencapai tingkat sekolah menengah, bisa menjadi 

kendala karena orang-orang yang berpendidikan dengan tingkat sekolah 

yang lebih tinggi akan menjamin langkah-langkah pengelolaan dipahami 

dan diadopsi dengan mudah dan diterapkan. Dan, ada setengah dari 

jumlah total penduduk pada tahun 2003 yang mengang-gur. Selain itu, 

kegiatan ekonomi dan pendapatan kota tidak cukup untuk mendukung 

kehidupan sehari-hari bagi 22.515 rumah tangga (27,49%) yang 

dikategorikan miskin pada tahun 2000 (Mokat, 2003). 

Peningkatan kegiatan ekonomi secara umum diikuti oleh 

pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata (hotel, restoran, 

pusat pertokoan, dan lain-lain) dapat mengancam lingkungan pesisir 

dan laut, karena kegiatan ini menghasilkan sejumlah besar limbah cair, 

terutama karena sebagian besar infrastruktur dibangun dekat dengan 

pantai dengan fasilitas pengolahan limbah cair yang tidak memadai. Itu 

dianggap sebagai sumber tertentu (point sources) limbah cair. 

Semua agama yang ada di Indonesia ada di Kota Manado dan 

beberapa suku. Karena semua agama dan suku mengajarkan masyara-

kat untuk memelihara dan menyelamatkan lingkungan dan sumber 

daya alam untuk kebutuhan masa depan, agama dan suku dapat 

mendukung upaya pengelolaan lingkungan. Ini bisa menjadi aspek 

potensial untuk pengelolaan limbah cair di kota. 

 

c. Fasilitas dan infrastruktur pengolahan limbah cair 

Penduduk yang berkembang pesat dengan pendapatan rumah 

tangga yang rendah adalah masalah besar bagi kota. Tekanan penduduk 
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mendorong meningkatnya jumlah limbah cair dan, karena pendapatan 

rumah tangga yang rendah, sebagian besar pembangunan perumahan 

dibangun dengan standar sistem pembuangan dan pengolahan limbah 

cair yang jelek; bahkan tanpa fasilitas tersebut. Sebagian besar limbah 

cair yang dibuang dari kegiatan rumah tangga berpotensi mencemari, 

tidak hanya lingkungan perkotaan tetapi juga lingkungan pesisir, karena 

limbah cair selalu mengandung konsentrasi tinggi limbah manusia dan 

hewan yang mengandung mikroorganisme, yang bersifat patogen pada 

manusia. Banyak penyakit yang ditularkan melalui air dan dapat 

disebabkan oleh bakteri (misalnya gastroente-ritis, tipus dan kolera), 

virus (misalnya poliomielitis dan hepatitis) atau amuba (misalnya 

Disentri amuba) ditemukan dalam air yang terkonta-minasi oleh kotoran 

manusia dan hewan (Haughton & Hunter, 1995). 

Selain limbah cair yang dikeluarkan dari sumber tertentu (point 

sources) dari dalam kawasan pemukiman, limbah cair dari rumah sakit 

dan bangunan umum lainnya (kantor pemerintah, sekolah, laboratori-

um) juga dibuang sebagai sumber tertentu (point sources). Sebagian 

besar bangunan ini tidak memiliki sistem pengolahan limbah cair. 

Limbah, kecuali dari toilet, dibuang langsung ke perairan pesisir melalui 

saluran pembuangan yang menunjukkan konsentrasi tinggi indikator 

limbah cair dan selanjutnya mengandung zat pencemar. Karena efek 

dari limbah cair penyebab pencemaran ini tidak dapat dipisahkan dari 

yang berasal dari sumber lain, baik sumber tertentu (point sources) 

maupun sumber tidak tentu (non-point sources), maka sulit diukur, 

dikendalikan, dan dipantau. Kesulitannya juga karena kurangnya 

pedoman untuk mengatur sistem pengawasan dan pemantauan. 

Pengembang atau pebisnis disarankan untuk melakukan pemantauan 

sendiri dan mengendalikan dampak yang diidentifikasi dalam analisis 

dampak lingkungan mereka. Aspek ini merupakan kendala bagi 

pengelolaan. 

Sumber limbah cair tidak tentu (non-point sources) dari dataran 

tinggi diperkirakan menyebabkan masalah yang signifikan, tetapi sulit 

diukur, dikendalikan, dan dipantau. 

 

7.2.2.  Aspek terkait pemerintah/administrasi (GRA) 

a. Penataan kelembagaan 

Penataan institusi pemerintah merupakan aspek yang dianggap 

sebagai kendala. Di tingkat kota, tidak memadai jika hanya Badan 

Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan satu-satunya lembaga 

yang bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan limbah cair, 

sedangkan Badan Pengelola Kebersihan (BPK) hanya berfokus pada 
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pengelolaan limbah padat, sekalipun jika lembaga-lembaga ini 

meningkatkan fungsinya. Apalagi, tampaknya BPLH belum menetap-

kan aturan apa pun. Tsagarakis (2001) mengemukakan, bahwa faktor 

kelembagaan, administrasi, dan manajerial harus dipertimbangkan 

secara serius ketika merencanakan kebijakan tentang air dan sanitasi. 

Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan melibatkan semua lembaga 

yang berhubungan dengan pengelolaan limbah cair dan membuat 

pedoman dan peraturannya. 

 

b. Aspek perencanaan dan pengelolaan 

Seperti disebutkan di atas, tidak ada pedoman dan peraturan 

khusus yang telah dibuat oleh lembaga yang menangani limbah cair di 

Kota Manado. Ini bisa menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan. 

Untungnya, beberapa langkah kebijakan terkait dengan pengelolaan 

lingkungan telah ditetapkan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara (misalnya 

Peraturan Daerah, Nomor 38, tahun 2003, tentang Pengelolaan Pesisir 

dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara) 

sebagaimana disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia dan Agenda 21 

Provinsi Sulawesi Utara. Namun, itu juga bisa menjadi kendala, karena 

kota belum menerapkannya. 

 

7.2.3.  Aspek yang berhubungan dengan masyarakat (CRA) 

a. Kesadaran masyarakat 

Kesadaran lingkungan masyarakat merupakan aspek mengun-

tungkan di mana memiliki potensi bagi pengelolaan limbah cair di kota. 

Masyarakat dapat diminta untuk berpartisipasi, termasuk dukungan 

dana karena kebanyakan dari mereka berkeinginan positif, tetapi 

pemerintah harus membantu mereka dengan meningkat-kan infra-

struktur publik dan fasilitas untuk pembuangan limbah cair. 

 

b. Partisipasi Masyarakat 

Tidak ada kasus yang diamati di mana masyarakat telah berpar-

tisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Ini mungkin karena mereka 

belum diberi opsi dari pemerintah, dan tidak ada tanda-tanda bahwa 

pemerintah bermaksud untuk membantu masyarakat dengan mening-

katkan fasilitas tersebut. Masyarakat telah diminta untuk mengumpul-

kan uang untuk penanganan limbah (sampah). Namun, penanganan-

nya masih merupakan masalah lain yang harus dipecahkan. 

7.2.4.  Aspek pendanaan 

Pendanaan adalah salah satu aspek terpenting dalam perenca-

naan dan pengelolaan lingkungan; kurangnya dukungan dana 
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menyebabkan perencanaan tidak dapat dilaksanakan dan ketidak-

stabilan dalam menjalankan pengelolaan. Pendapatan daerah merupa-

kan satu-satunya sumber dana untuk pengembangan kota. Karena 

anggaran tersebut dialokasikan untuk semua aspek pembangunan kota, 

maka kurangnya dana mungkin menjadi salah satu kendala untuk 

melakukan pengelolaan limbah cair di Kota Manado. Namun, salah satu 

sumber potensial ialah bahwa pendanaan dapat bersumber dari 

masyarakat (dana yang dikumpulkan masyara-kat), karena masyarakat 

memiliki keinginan (preference) yang baik untuk menyelesaikan masalah 

lingkungan secara umum dan masalah limbah cair secara khusus 

dengan mengumpulkan dana dari mereka dan pada saat yang sama 

pemerintah harus meningkatkan infrastruk-tur dan fasilitas limbah cair 

di kota. 

 

7.3. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis yang telah dikemukan di atas dan pada bab-

bab sebelumnya, rekomendasi berikut dapat diusulkan untuk 

mewujudkan pengelolaan limbah cair terpadu di Kota Manado: 

1. Karena kesadaran lingkungan masyarakat positif terhadap 

pengelolaan limbah cair, sebuah program pendidikan lingkungan 

harus dibentuk, yang ditujukan untuk setiap rumah tangga, 

sehingga pengetahuan tentang lingkungan dapat membantu dalam 

mengambil langkah-langkah menuju perbaikan, serta menumbuh-

kan kesadaran bagi penyelesaian masalah lingkungan yang lebih 

luas. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek utama 

(bersama dengan pemerintah) dalam pengelolaan. Karena, mereka 

dapat memainkan peran penting dan mereka dapat menjadi sumber 

pendanaan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan 

meningkatkan partisipasi, kemampuan dan keterampilan, dan 

memberdayakan mereka ke dalam pengelolaan. 

2. Masyarakat dan pihak swasta harus diberitahu tentang konse-

kuensi lingkungan dari suatu rencana pembangunan, karena hal ini 

merupakan hak mereka. Ketersediaan informasi yang lebih baik juga 

penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan. 

3. Lebih banyak lembaga dan instansi teknis diperlukan untuk 

bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah cair. Ini dapat 

dilakukan dengan memperluas fungsi dan tugas beberapa lembaga 

lainnya. Misalnya, Badan Pengelola Kebersihan (BPK) dan Dinas 

Pekerjaan Umum harus bertanggung jawab, selain Badan Pengelola 

Lingkungan Hidup, dalam pengelolaan limbah cair. 
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4. Mempertimbangkan sumber limbah cair, termasuk dari daerah 

dataran tinggi, pengelolaan limbah cair Kota Manado harus 

melibatkan pemerintah kabupaten di luar Kota Manado dalam 

pengelolaan terpadu dan lintas batas daripada melakukan sistem 

pengelolaan sendiri. Ini akan menjadi pengelolaan yang lebih efektif. 

5. Regulasi dan pedoman (contoh: AMDAL dan kriteria dan standar 

pembuangan limbah) serta penegakannya untuk mengelola 

pembuangan limbah cair harus ditetapkan di tingkat lokal Kota 

Manado mengikuti yang diterapkan di tingkat provinsi dan nasional. 

6. Penyusunan kebijakan, strategi, dan tindakan, sebagaimana 

disebutkan dalam Agenda 21 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi 

Utara akan menguntungkan bagi Kota Manado. Karena langkah-

langkah tersebut belum ditetapkan di kota, akan lebih bijak jika 

pemerintah kota mengadopsi dan mengembangkan langkah-langkah 

ini sebagai langkah kebijakan kota. Namun, kota ini memiliki 

wewenang sendiri untuk memilih langkah-langkah yang sesuai yang 

cocok untuk daerah tersebut, menurut Undang-Undang, Nomor 22, 

tahun 1999. 

7. Dukungan finansial dari semua pihak di kota (masyarakat dan 

sektor swasta) perlu dieksplorasi. 
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8. TINDAKAN STRATEGIS MENINGKATKAN 
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR TERPADU DI 
KOTA MANADO 

 

 

 

Dalam bab-bab sebelumnya, situasi dan kondisi Kota Manado terkait 

dengan pengelolaan limbah cair telah diuraikan, diidentifikasi, diana-

lisis, dan dibahas berdasarkan hambatan/kendala dan potensinya serta 

rekomendasi telah diberikan. Berdasarkan hal tersebut, bab ini 

menyajikan tindakan strategis untuk meningkatkan pengelolaan limbah 

cair terpadu kota. 

 

8.1.  Tujuan dan Pertimbangan 

Pengelolaan limbah cair terpadu di Kota Manado merupakan 

prioritas yang harus diterapkan untuk mengatasi degradasi lingkungan 

akibat pembuangan limbah cair di daerah perkotaan dan pesisir. 

Terpadu berarti bahwa pengelolaan harus dilakukan oleh semua pihak 

(stakeholder) kota, misalnya pemerintah, masyarakat, dan sektor 

swasta. Dalam aspek pemerintahan/administrasi, terpadu juga berarti 

bahwa pengelolaan harus dilakukan dengan berbagai lembaga terkait 

pada tingkat yang sama dan/atau tingkat yang berbeda. 

Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Manado, berikut ini 

merupakan tujuan umum dari pengelolaan limbah cair terpadu yang 

cocok untuk kota ini: 

1. Untuk melindungi kesehatan lingkungan dari polusi dan kondisi 

limbah cair yang tidak higienis; 

2. Untuk melindungi kualitas air kanal, sungai, dan daerah pesisir 

untuk mendukung kehidupan laut, perikanan dan sumber daya 

pesisir; dan 

3. Untuk melindungi sumber daya air tawar dari pencemaran limbah 

cair. 

Perumusan tujuan semacam itu mempertimbangkan beberapa 

aspek, yaitu: (1) karakteristik wilayah Kota Manado di mana bagian 

utama kota terletak di daerah pesisir yang membentuk water-front, dan 

(2) dinamika kota merupakan situasi dan kondisi perkotaan. Dengan 

demikian, masalah limbah cair harus diatasi melalui langkah-langkah 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu/PWPT (integrated coastal zone 

management/ICZM) yang dikombinasikan dengan pengelolaan perkota-

an (urban management/UM). Karena kondisi lingkungan kota terkait 
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erat dengan kondisi pesisir dan laut Teluk Manado yang memiliki 

produktivitas sumber daya yang tinggi, maka lingkungan pesisir harus 

dinilai dan perencanaan pengelolaan limbah cairnya harus dimasuk-kan 

dalam proses PWPT. Prosedur penilaian tersebut telah disarankan oleh 

Gourbesville & Thomassin (2000) untuk Pulau Mayotte, daerah pantai 

yang sangat sensitif yang terletak di Samudera Hindia, dan studi mereka 

dapat digunakan sebagai pengalaman di mana pengelola-an limbah cair 

berkelanjutan diterapkan. 

Mengenai sistem pengolahan limbah cair, karena sistem 

pengolahan setempat (on-site wastewater treatment) merupakan metode 

pengolahan limbah cair rumah tangga (di tingkat rumah tangga) yang 

sederhana, murah dan rendah (Burkhard et al., 2000), sistem semacam 

itu merupakan solusi yang cocok dan dapat diterapkan di Kota Manado; 

karena kurangnya dana merupakan salah satu masalah utama. 

Beberapa model sistem pengolahan limbah cair setempat (disebut juga 

sebagai sistem desentralisasi) disarankan untuk masyarakat kecil (Bakir 

2001). Model-model ini meliputi dari sistem di rumah tangga tunggal 

terkecil hingga sistem yang lebih besar untuk komunitas kecil. Sistem 

terkecil cocok untuk daerah perumahan, terutama yang berpenduduk 

jarang dan tersebar secara sembarangan di kota. Namun, sistem ini 

hanya boleh dibangun di lokasi yang kondisi tanah dan air tanahnya 

sesuai (Bakir, 2001), karena dapat terkontami-nasi. Sistem ini sangat 

cocok, karena sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan 

rendah, bahkan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. 

Sistem instanlasi pengolahan limbah cair skala kecil konvensio-

nal atau modern dengan teknologi rendah yang dapat berfungsi untuk 

sekelompok bangunan cocok untuk pusat komersial (hotel, restoran, 

dan industri kecil), bangunan kelembagaan (rumah sakit, laboratori-um) 

dan tempat pembuangan sampah di kota. Kluster rumah di kota, 

sebagian besar terkonsentrasi di sepanjang garis pantai Teluk Manado, 

juga cocok untuk sistem seperti itu. Sistem ini dapat terdiri dari 

beberapa subsistem kecil untuk pengumpulan, pengolahan dan peng-

gunaan kembali seperti yang diterapkan di negara-negara Mediterania 

di mana limbah cair dikelola dengan cara menggunakan kembali atau 

sistem pembuangan (Massoud et al., 2003). Ukuran setiap subsistem 

harus ditentukan secara administratif berdasarkan batas drainase dan 

kondisi sosial dan ekonomi yang berlaku (Bakir, 2001). Penting untuk 

keberhasilan sistem jenis ini, bahwa ada peraturan yang jelas yang 

mengidentifikasi siapa yang akan bertang-gung jawab atas operasi dan 

pengelolaan instalasi pengolahan limbah cair tersebut. Korf, Wilken dan 

Nel mempresentasikan beberapa model yang digunakan di seluruh 
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dunia yang mungkin cocok untuk diadopsi oleh Kota Manado, yaitu: (1) 

agen, yaitu operasional dan pengelolaan perawatan limbah cair yang 

dilaksanakan oleh agen tertentu secara lokal; (2) privatisasi, yaitu 

instalasi yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh sektor swasta; (3) 

pemerintah daerah, yaitu fasilitas yang dikelola oleh otoritas lokal dan 

dimiliki oleh publik; (4) PS & PSP, yaitu fasilitas yang dimiliki oleh sektor 

publik (PS), tetapi dikelola oleh perusahaan swasta (PSP) (Tsagarakis et 

al., 2001). 

 

8.2.  Tindakan Strategis Pengelolaan Limbah Cair 

Di bawah ini, lima tindakan strategis untuk dimasukkan dalam 

perencanaan dalam meningkatkan pengelolaan limbah cair untuk kota 

Manado. Beberapa di antaranya didasarkan pada pembelajaran dari 

komunitas kecil di Timur Tengah dan Afrika Utara (Bakir, 2001), yaitu 

(1) langkah-langkah fisik dan teknis: menyediakan dan meningkatkan 

sistem pengolahan limbah cair dan sanitasi setempat (on-site 

wastewater treatment and sanitation system); (2) penataan kelembaga-

an pemerintah: meningkatkan penataan kelembagaan pemerintah; (3) 

peraturan, kebijakan dan program: menetapkan peraturan dan 

penegakan; (4) partisipasi masyarakat: meningkatkan partisipasi 

masyarakat; (5) finansial: membangun dukungan finansial dari masya-

rakat. Masing-masing tindakan strategis tersebut dapat menjadi 

hambatan/kendala dalam langkah-langkah pengelolaan. Oleh karena 

itu, tindakan-tindakan tersebut harus menjadi perhatian dalam upaya 

meningkatkan pengelolaan. Selanjutnya, di bawah ini disajikan 

penjelasan singkat dari 5 tindakan strategis di atas dengan modifikasi 

yang sesuai untuk implementasinya. 

 

8.2.1. Tindakan fisik dan teknis: menyediakan dan meningkatkan 

sistem pengolahan limbah cair dan sanitasi setempat 

Sistem pengolahan limbah cair setempat sudah ada di Kota 

Manado di mana bangunan perumahan dan komersial memiliki sistem 

pembuangan limbah cair pribadi/individu atau sistem toilet dengan 

kakus (septic tank). Namun, sistem seperti itu sebagian besar dalam 

kondisi jelek dan memiliki kapasitas yang tidak mencukupi dan bahkan 

ada rumah yang tidak memiliki sistem seperti itu sama sekali; yang 

terakhir sebagian besar ditemukan di rumah tangga berpengha-silan 

rendah yang tumbuh pesat di kota. Oleh karena itu, menyediakan dan 

meningkatkan sistem pengolahan limbah cair dan sanitasi setem-pat 

merupakan prioritas utama. 
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Menyediakan dan meningkatkan sistem pengolahan limbah cair 

setempat dengan standar yang baik dan teknologi yang tepat harus 

diberikan prioritas utama pada bangunan perumahan dan bangunan 

komersial individual di mana tidak ada sistem seperti itu yang dibuat 

atau di mana kondisi dan/atau kapasitas kakus (septic tank) yang jelek 

ditemukan. Secara teknis, setiap rumah tangga dan pemilik bangunan 

komersial harus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk 

membangun dan memelihara sistem, dalam hal ini tidak ada pajak atau 

retribusi yang perlu dipungut. Namun, rumah tangga berpeng-hasilan 

rendah harus disubsidi untuk membangun sistem tersebut. Tindakan 

ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk meningkat-kan sanitasi 

dan pengendalian polusi. 

Sistem sanitasi lebih dari sekadar teknologi. Ini mencakup 

pengumpulan, transportasi, pengolahan dan pengelolaan produk akhir 

dari kotoran manusia, limbah padat, limbah cair industri dan air 

limpasan (Kvarnström & Petersens, 2004). Tujuan umum sanitasi 

lingkungan dapat dinyatakan sebagai berikut: air dan sanitasi untuk 

semua dalam suatu kerangka-kerja yang menyeimbangkan kebutuhan 

manusia dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang sehat 

di bumi (Schertenleib, 2002). Dalam konsep sanitasi ekologis, sistem 

sanitasi dapat dianggap berkelanjutan jika mereka melindungi dan 

meningkatkan kesehatan manusia, tidak berkontribusi terhadap 

degradasi lingkungan atau degradasi sumber daya, dan secara teknis 

dan kelembagaan cocok, layak secara ekonomi, dan dapat diterima 

secara sosial (Kvarnström & Petersens, 2004). Menurut Kvarnström & 

Petersens, (2004), upaya sanitasi harus memiliki fungsi utama sebagai 

berikut: 

1. Kebersihan dan perlindungan dari penyakit: sistem sanitasi, 

misalnya toilet, tidak boleh menyebabkan kondisi atau gangguan 

yang tidak bersih, seperti bau atau penuh dengan serangga di bagian 

mana pun. Toilet harus mudah digunakan dan dibersihkan sehingga 

limbah cair (grey-water) yang keluar dapat diolah dan dibuang ke air 

permukaan di lingkungan atau digunakan kembali untuk irigasi. 

2. Perlindungan air: agar dapat berkelanjutan secara lingkungan, air 

permukaan dan air tanah sedapat mungkin dilindungi dari nutrisi, 

bahan organik, dan patogen dari sistem sanitasi. Infiltrasi, sebagai 

metode perawatan, harus dihindari, karena air tanah umumnya 

digunakan sebagai air minum. Grey-water, yang termasuk air dari 

cucian pakaian dan cucian lainnya tetapi tidak terkontaminasi oleh 

kotoran, harus diolah sebelum dibuang. 
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3. Konservasi sumber daya alam: sumber daya alam yang dipertim-

bangkan untuk sistem sanitasi meliputi air, nutrisi, kebutuhan 

lahan dan energi. Daur ulang kandungan nutrisi dalam kotoran dan 

limbah cair yang sudah disanitasi dapat dilakukan di pertanian atau 

sistem tanah lainnya. Sistem sanitasi dapat mencakup remediasi 

limbah cair atau grey-water jika air tawar langka. Jika digunakan 

untuk irigasi, risiko salinisasi tanah perlu dipertimbangkan di 

daerah kering. 

 

8.2.2. Tindakan penataan kelembagaan pemerintah: meningkatkan 

penataan kelembagaan pemerintah 

Penataan lembaga pemerintah yang ada untuk mendukung 

pengelolaan limbah cair Kota Manado tidak berfungsi secara efektif 

karena Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan satu-

satunya pihak di bawah Kantor Walikota yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan, serta koordinasi dengan pihak lain. Meskipun Bapedalda 

dapat terlibat dalam pengelolaan, namun instansi ini hanya dapat 

bertindak sebagai koordinator untuk mendukung kota dan kabupaten 

di provinsi. Dalam penelitian ini, hal ini dianggap sebagai kendala. 

Karena itu, penataan ulang instansi/lembaga pemerintah direkomen-

dasi untuk dilakukan. 

Karena kerumitannya, pengelolaan limbah cair harus ditangani 

oleh semua instansi, baik instansi yang bertugas menangani langsung 

maupun instansi terkait lainnya dalam koordinasi dengan yang lain di 

Kota Manado. Misalnya, karena pengelolaan limbah cair mencakup 

lingkungan pesisir dan laut yang ada di kota, maka badan teknis Dinas 

Tata Kota yang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan kota, 

dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus terlibat sebagai instansi 

terkait. Hal lainnya, seperti instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) dan Dinas Kesehatan (DKes), harus juga dimasukkan dalam 

pengelolaan. Pentingnya mengoordinasikan pengelolaan dengan DPU, 

karena dinas ini memiliki keahlian teknis untuk meningkatkan sebagian 

besar fasilitas publik, termasuk pembuangan dan pengolahan limbah 

cair; dan DKes merupakan instansi teknis yang siap untuk 

mengendalikan dan memantau dampak polusi. Bapedalda dan 

Kementerian Lingkungan Hidup, yang beroperasi di tingkat provinsi dan 

nasional, masing-masing dianggap berada pada posisi yang tepat untuk 

mengoordinasikan lembaga-lembaga di tingkat kota berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang, Nomor 22, Tahun 1999. 
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8.2.3. Tindakan penyusunan regulasi, kebijakan dan program: 

menetapkan peraturan dan penegakan 

Penerapan pilihan-pilihan secara teknis yang sesuai untuk 

pengelolaan limbah cair di Kota Manado harus dilakukan bersama 

dengan pilihan administratif melalui penetapan peraturan dan 

penegakan hukum. Aspek administratif dari pengelolaan limbah cair 

dapat mencakup penetapan persyaratan dan peraturan untuk 

bangunan (perumahan dan komersial) agar sistem pengolahan limbah 

cair setempat harus dirancang dengan standar yang memadai dan 

membuat pedoman sistem standar untuk bangunan komersial (hotel, 

rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan restoran). Prioritas tinggi harus 

diberikan untuk membangun program perbaikan sistem setempat 

dengan subsidi untuk rumah tangga berpendapatan rendah karena 

seringkali tidak memiliki fasilitas sama sekali. Penegakan hukum harus 

diterapkan dengan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi 

peraturan. 

Sehubungan dengan sanksi, setiap pihak yang memproduksi 

limbah cair (hotel, restoran, industri kecil, rumah sakit, dan lainnya), 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 82, 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, harus 

bertanggung jawab di mana pembuangan tersebut tidak menghasilkan 

dampak pada perairan penerimaan, dan jika dampak terjadi, sanksi 

(administrasi, denda, pembangunan kembali atau peningkatan, dan 

hukuman) akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang, Nomor 23, 

tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan. 

 

8.2.4. Tindakan peningkatan partisipasi masyarakat: meningkatkan 

partisipasi masyarakat 

Berdasarkan analisis di atas, partisipasi masyarakat di Kota 

Manado dianggap berpotensi dalam mendukung pengelolaan limbah cair 

karena kesadaran lingkungan umumnya baik. Namun, kesadaran 

lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan limbah cair masih 

kurang. Karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk mengambil 

tindakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. 

Tindakan tersebut dapat mencakup penyebaran informasi, memba-ngun 

program terkait limbah cair, pengembangan kapasitas untuk lembaga 

masyarakat (LSM dan LPM) dan keterlibatan masyarakat dalam 

mengendalikan dan memantau kegiatan pengelolaan limbah cair. 

Kegiatan-kegiatan ini penting untuk mencegah kegagalan yang diamati 

di tempat lain dalam operasi instalasi pengolahan limbah cair karena 

adanya pencurian dan perusakan (Tsagarakis et al., 2001). 
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8.2.5. Tindakan dukungan pendanaan: membangun dukungan dana 

dari masyarakat 

Selain pendanaan untuk pengelolaan limbah cair berasal dari 

anggaran lokal Kota Manado, sumber potensial dapat berasal dari 

pemangku kepentingan/pihak lain, seperti masyarakat dan sektor 

swasta. Pertimbangan di mana pemangku kepentingan harus dilibat-

kan dalam aspek ini ialah bahwa para pemangku kepentingan (misalnya: 

restoran, industri kecil, dan lainnya) memproduksi dan mengeluarkan 

limbah cair yang dapat memengaruhi dan memberikan dampak pada 

lingkungan. Pendanaan dapat dikumpulkan dengan menerapkan 

retribusi atau pajak untuk mengatasi pembuangan limbah cair. Namun, 

semua tindakan harus dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah 

daerah yang sah. 
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9. PRESENTASI POWERPOINT HASIL KAJIAN 
 

 

 

Telah diungkap dalam bagian Kata Pengantar, bahwa kajian akademis 

yang ditampilkan dalam buku ini merupakan hasil penelitian ilmiah 

pada tingkat doktoral berjudul “Wastewater Management in the City of 

Manado, North Sulawesi, Indonesia”. Untuk melengkapi penjelasan dan 

pembahasan mengenai kajian ini dan untuk memudahkan dalam 

pemahaman bagi pembaca, dalam bab ini, ditampilkan presentasi 

powerpoint, sebagai berikut: 
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10. PENUTUP 
 

 
 

Pengelolaan limbah cair terpadu di Kota Manado harus memenuhi 

beberapa tujuan, yaitu melindungi kesehatan lingkungan dari polusi 

dan kondisi limbah cair yang tidak higienis; melindungi kualitas air 

kanal, sungai, dan wilayah pesisir untuk mendukung kehidupan laut, 

perikanan dan sumber daya pesisir; dan melindungi sumber daya air 

tawar dari pencemaran limbah cair. Tujuan seperti itu juga harus 

mempertimbangkan karakteristik wilayah kota di mana bagian utama 

kota terletak di daerah pesisir yang membentuk tepi laut (water-front), 

dan dinamika kota adalah wilayah perkotaan. 

Untuk meningkatkan pengelolaan limbah cair di kota Manado, 

lima tindakan strategis yang diidentifikasi telah dirumuskan, yaitu: 

1. Langkah fisik dan teknis: menyediakan dan meningkatkan sistem 

pengolahan limbah cair dan sanitasi setempat; 

2. Penataan kelembagaan pemerintah: meningkatkan penataan 

kelembagaan pemerintah; 

3. Regulasi, kebijakan dan program: menetapkan peraturan dan 

penegakan; 

4. Partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat; 

5. Pendanaan: membangun dukungan dana dari masyarakat. 

Semoga pengelolaan limbah cair di Kota Pesisir Manado akan 

semakin ditingkatkan dan pengelolaan terpadu akan terwujud di 

kemudian hari.  
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